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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,
barokah, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat bersama-sama menyelesaikan kewajiban kami
dalam mengemban amanah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2021
dengan baik dan lancar serta menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun
dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh
bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sistematika penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah
berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
sebagaimana tercantum dalam Surat Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Nomor 120.04/926/0TDA,
tanggal 26 Januari 2022, serta Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021, pada Sub Bab Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Daerah.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul dan semua pihak
yang telah membantu penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2021. Kami menyadari bahwa laporan
ini belum sempurna, sehingga kami harapkan masukan atau saran serta koreksi dari pemerintah provinsi,
pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan yang terkait, demi perbaikan dan penyempurnaan di masa
mendatang. Semoga LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran komprehensif
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 serta menjadi sarana
evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul supaya memacu kinerja ke depan untuk lebih

optimal.
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1.1. Latar Belakang

Awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran
Diponegoro melawan penjajah, bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai
meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk
komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani
pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunungkidul. Kontrak
Kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun
pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah
administratif

1.1.1. Penjelasan Umum

Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31
Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah
administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya.
Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang
untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan
timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20
Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar Tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan
pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang.
Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun
Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku
jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal penetapan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bantul (20 Juli)
diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul setiap tahunnya. Selain itu, tanggal
20 Juli juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat

Bantul, mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.
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a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu
Seirei  nomor 13 sedangkan Stadsgemente Ordonantie dihapus. Kabupaten
Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah
kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk
melaksanakan Undang-Undang No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan
Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya
Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya
mengacu Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 yang mengatur tentang
pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta yang meliputi : Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan
Kabupaten Adikarta.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari lima
kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Gambar 1.1.1) dengan batas

administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara . Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

- Sebelah Barat . Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur  : Kabupaten Gunungkidul

Perbatasan wilayah administrastif dengan kabupaten lain telah terpasang
pilar-pilar batas wilayah yang bertujuan untuk tertib administrasi di wilayah
perbatasan dan langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya konflik terkait
batas wilayah di masa mendatang. Pemasangan pilar batas wilayah mengacu
pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas
daerah. Berikut peraturan perundangan tentang penetapan batas wilayah
administratif Kabupaten Bantul dengan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa
Yogyakarta:

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Batas

Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah
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Istimewa Yogyakarta;

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Batas
Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta; dan

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Batas
Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta.

416000 AzBonD 480000 m

PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN BANTLUL
TAHUN 2018

SLEMAN

T
140200 U

e

||||||||||||||

GKIDUL L2

Gambar 1.1.1. Peta Administrasi Kabupaten Bantul (Sumber: Bappeda,
2019)

Permendagri penetapan batas tersebut masih perlu untuk diperbaharui.
Pilar yang telah terpasang sebagai rangkaian tahap penegasan batas yang telah
ditetapkan dalam permendagri masih relatif jauh jarak antar pilarnya sehingga
belum mewakili untuk dilakukan penarikan garis batas. Kabupaten Bantul
bersama dengan Kabupaten/Kota di DIY yang berbatasan telah melaksanakan
kegiatan perapatan pilar batas dalam upaya untuk pemutakhiran batas
administrasi.

Wilayah Kabupaten Bantul secara geografis terletak antara 110°12'34"-
110°31'08" Bujur Timur dan 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan. Kabupaten
Bantul apabila dilihat dari bentang alamnya terdiri dari daerah dataran yang
terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian
timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam
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tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga
dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil. Sungai besar yang melalui wilayah
Kabupaten Bantul antara lain Sungai Opak, S. Oyo dan S. Progo. Sedangkan
sungai kecil yang melewati wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari sungai kecil
lintas kabupaten dan sungai kecil dalam kabupaten. Sungai kecil lintas
kabupaten antara lain S. Bedog, S. Buntung, S. Code, S. Gadjahwong, S. Gawe,
S. Kedung Semerangan, S. Kenteng, S. Konteng, S. Krusuk, S. Kuning, S.
Mruwe, S. Timoho, dan S. Winongo. Sungai kecil dalam kabupaten antara lain
S. Belik, S. Celeng, S. Kedung Miri, S. Kramat, S. Pesing, S. Plilan, S. urang,
dan S. Winongo Lama.

Luas wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1.1
adalah 506,85 km? (15,91% dari luas DIY) dan terbagi atas 17 Kapanewon
(Kecamatan). Kapanewon Dlingo merupakan Kapanewon yang mempunyai
wilayah paling luas, yaitu 55,87 km? (11,02%), sedangkan Kapanewon dengan
wilayah paling sempit adalah Kapanewon Srandakan yaitu 18,32 km? (3,61%).
Persentase luas wilayah menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan
pada Tabel 1.1.1 dan Gambar 1.1.2

SEDAYU; 6,78%

Gambar 1.1.2 Persentase Wilayah Kapanewon di Kabupaten Bantul.
(Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; BPS; data diolah)
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Tabel 1.1.1 Luas daerah menurut Kecamatan/ Kapanewon di Kabupaten Bantul

tahun 2021
No Kecamatan Ibukota Luas % terhadap Luas
Kecamatan (km2) Kabupaten

1 SRANDAKAN Trimurti 18,32 3,61%
2 BANTUL Bantul 21,95 4,33%
3 BAMBANGLIPURO Sidomulyo 22,70 4,48%
4 PLERET Pleret 22,97 4,53%
5 SANDEN Murtigading 23,16 4,57%
6 PUN DONG Srihardono 23,68 4,67%
7 PANDAK Wijirejo 24,30 4,79%
8 JETIS Sumberagung 24,47 4,83%
9 KRETEK Donotirto 26,77 5,28%
10 SEWON Panggungharjo 27,16 5,36%
11 BANGUNTAPAN Baturetno 28,48 5,62%
12 KASIHAN Tirtonirmolo 32,38 6,39%
13 PIYUNGAN Srimulyo 32,54 6,42%
14 PAJANGAN Sendangsari 33,25 6,56%
15 SEDAYU Argorejo 34,36 6,78%
16 IMOGIRI Imogiri 54,49 10,75%
17 DLINGO Dlingo 55,87 11,02%
TOTAL 506,85 100,00

(Sumber : Kabupaten Bantul Dalam Angka 2022, BPS, 2022)

Topografi Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran rendah,
daerah perbukitan serta daerah pantai. Topografi sebagai dataran rendah sebesar
40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah Bagian Barat merupakan daerah
landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas
89,86 km? (17,73% dari keseluruhan wilayah). Bagian Tengah, berupa daerah
datar dan landai seluas 210,94 km? adalah daerah pertanian yang subur. Bagian
Selatan, merupakan bagian dari daerah Bagian Tengah dengan keadaan alam
yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan Kecamatan
Srandakan, Sanden, dan Kretek.

Satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran
aluvial (Fluvio Volcanic Plain), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi

pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten
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Bantul adalah sebagai berikut:

Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal
dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400
meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan
Wonosari;

a) Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir
(fluviomarine) dengan kemiringan lereng datar-landai, Daerah ini terbentuk
oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal;

b) Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain),
yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik
dari endapan vulkanik Merapi;

c) Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan
lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air

laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.
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¢. Jumlah Penduduk

927.181 939.718 949.325 954.706 956.513

2017 2018 2019 2020 2021

M Laki-laki ® Perempuan m Total Penduduk

Grafik 1.1.1 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2017-
2021 (Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul, 2022. Data
diolah)

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan pada Data Agregat
Kependudukan Semester 1l tahun 2021 (Tabel 1.1.2) yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebanyak
956.513 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 476.315 jiwa atau
49,80% dan penduduk Perempuan sebanyak 480.198 jiwa atau 50,20%.
Dominasi jumlah Perempuan yang lebih banyak dibanding Laki-laki terjadi di
terjadi di tahun-tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada Grafik 1.1.1,
dimana pada pertumbuhan penduduk yang meningkat sejak tahun 2017, jumlah

penduduk Perempuan juga meningkat.

Tabel 1.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Kabupaten Bantul Tahun 2021

Laki-Laki Perempuan Persen
No Kapanewon L) (P;) L+P (%)

1 SRANDAKAN 15.482 15.596 31.078 3,25%
2 SANDEN 15.677 16.109 31.786 3,32%
3  KRETEK 15.015 15.652 30.667 3,21%
4 PUN DONG 17.688 18.123 35.811 3,74%
5 BAMBANGLIPURO 20.564 21.129 41.693 4,36%
6 PANDAK 26.086 25.806 51.892 5,43%
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Laki-Laki Perempuan Persen

No Kapanewon (L) ) L+P (%)
PAJANGAN 18.388 18.380 36.768 3,84%
BANTUL 32.137 32.593 64.730 6,77%
JETIS 29.293 29.416 58.709 6,14%

10 IMOGIRI 31.715 32.105 63.820 6,67%

11 DLINGO 19.845 20.157 40.002 4,18%

12 BANGUNTAPAN 56.486 57.198 113.684 11,89%

13 PLERET 24.486 24.084 48.570 5,08%

14 PIYUNGAN 26.376 26.649 53.025 5,54%

15 SEWON 50.562 50.310 100.872 10,55%

16 KASIHAN 52.306 52.655 104.961 10,97%

17 SEDAYU 24.209 24.236 48.445 5,06%

JUMLAH 476.315 480.198 956.513
Persentase 49,80% 50,20%
Sex Ratio 99,2

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester Il tahun 2020; Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kab. Bantul; data diolah

Rasio jenis kelamin (Sex Ratio) didefinisikan sebagai perbandingan antara
jumlah laki-laki dan perempuan. Perhitungan rasio jenis kelamin dilakukan
dengan cara membagi jumlah laki-laki dengan perempuan dikalikan konstanta
100. Hal tersebut akan menggambarkan jumlah laki-laki terhadap 100
perempuan. Angka Sex Ratio Kabupaten Bantul pada tahun 2021 (Tabel 1.1.2)
diketahui sebesar 99,19 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk
perempuan akan terdapat 99 orang penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk menurut pendidikan akan menggambarkan jumlah dan
proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di
Kabupaten Bantul pada tahun 2021 yang disajikan berdasarkan jenis kelamin
dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini
menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan
gambaran pencapaian pembangunan pendidikan sekaligus kualitas sumber daya
manusia.

Kondisi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Bantul
pada tahun 20201 (Tabel 1.1.3) paling banyak adalah tamatan SMA/ Sederajat
dengan jumlah penduduk sebesar 274.721 jiwa atau sebesar 28,72% dari total

penduduk di Kabupaten Bantul. Penduduk yang belum/ tidak bersekolah dan
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tamatan SD/ Sederajat adalah proporsi penduduk terbesar selanjutnya dengan
persentase sebesar 19,28% dan 18,68% dari total penduduk. Sementara itu
proporsi penduduk menurut jenis pendidikan paling rendah adalah Strata 11l

dengan persentase sebesar 0,05%.
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Tabel 1.1.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN
BELUM/ BELUM DI/ D v/

w e S TR e T e wan s s S S T
SEKOLAH SD MUDA |

1 SRANDAKAN 5.225 3.109 5.255 4.399 10.244 294 667 1.767 113 5 31.078
2 SANDEN 5.116 2.141 5.960 4.965 10.221 297 747 2.222 115 2 31.786
3 KRETEK 4,728 2.410 5.410 4.741 10.276 276 710 1.988 119 9 30.667
4 PUNDONG 6.773 2.568 8.200 5.602 10.246 226 566 1.550 76 4 35.811
5 BAMBANGLIPURO 7.924 2.833 7.550 5.918 13.440 360 949 2.535 178 6 41.693
6 PANDAK 10.083 3.602 12.128 7.821 14.358 307 944 2.484 158 7 51.892
7 PAJANGAN 7.373 3.591 8.030 6.589 8.966 201 517 1.394 101 6 36.768
8 BANTUL 12.326 4.883 10.333 8.598 20.441 546 1.858 5.271 450 24 64.730
9 JETIS 11.388 4.891 11.009 8.774 17.321 374 1.205 3.501 230 16 58.709
10 IMOGIRI 14.304 3.536 17.759 10.373 14.073 279 885 2.478 121 12 63.820
11  DLINGO 8.586 2.988 10.555 9.032 7.786 139 230 655 30 1 40.002
12 BANGUNTAPAN 21.234 10.026 15.981 15.166 31.863 957 3.768 12.963 1.566 160 113.684
13 PLERET 10.514 4.409 10.359 7.330 12.122 262 644 2.687 229 14 48.570
14  PIYUNGAN 10.811 4.322 8.420 7.202 17.195 376 1.096 3.297 291 15 53.025
15 SEWON 19.928 7.243 17.058 14.112 28.973 843 2.881 8.846 908 80 100.872
16 KASIHAN 18.709 8.239 15.979 15.657 32.065 726 2.798 9.662 1.047 79 104.961
17 SEDAYU 9.359 3.543 8.644 6.920 15.131 351 1.054 3.174 241 28 48.445
JUMLAH 184.381 74.334 178.630 143.199 274.721 6.814 21.519 66.474 5.973 468 956.513
PERSENTASE 19,28% 1,77% 18,68% 14,97% 28,72% 0,71% 2,25% 6,95% 0,62% 0,05% 100.00%

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester Il tahun 2021; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul; data diolah
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d. Jumlah Kapanewon (Kecamatan) dan Kalurahan (Desa) Kabupaten Bantul

Kapanewon dan kemantren adalah pembagian wilayah administratif di
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapanewon setara dengan kecamatan
tingkat kabupaten sementara kemantren setara dengan kecamatan tingkat kota.
Kapanewon dipimpin oleh panewu sedangkan kemantren yang dipimpin oleh
mantri pamong praja. Penyebutan tersebut diberlakukan pada tahun 2020 sesuai
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.25 tahun 2019.

Terdapat 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul, dengan daftar

sebagai berikut :

Tabel 1.1.4 Daftar Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul

No Kode Kapanewon Daftar Kalurahan
Kemendagri

1. 34.02.01 Srandakan Poncosari, Trimurti

2. 34.02.02 Sanden Gadingsari, Gadingharjo, Murtigading,
Srigading

3. 34.02.03 Kretek Donotirto, Parangtritis, Tirtohargo,
Tirtomulyo, Tirtosari

4.  34,02.04 Pundong Panjangrejo, Bangunharjo, Srihardono

5. 34.02.05 Bambanglipuro  Mulyodadi, Sidomulyo, Sumbermulyo

6. 34.02.06 Pandak Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo,
Wijirejo

7. 34.02.07 Pajangan Guwosari, Sendangsari, Triwidadi

8. 34.02.08 Bantul Bantul, Palbapang, Ringinharjo,
Sabdodadi, Trirenggo

9. 34.02.09 Jetis Canden, Patalan, Sumberagung, Trimulyo

10. 34.02.10 Imogiri Girirejo, Imogiri, Karangtalun,
Karangtengah, Kebonagung,
Selopamioro, Sriharjo, Wukirsari

11. 34.02.11 Dlingo Dlingo, Jatimulyo, Mangunan, Muntuk,
Temuwuh, Terong

12. 34.02.12 Banguntapan Banguntapan, Baturetno, Jagalan,
Jambidan, Potorono, Singosaren,
Tamanan, Wirokerten

13. 34.02.13 Pleret Bawuran, Pleret, Segoroyoso,
Wonokromo, Wonolelo

14. 34.02.14 Piyungan Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani

15. 34.02.15 Sewon Bangunharjo, Panggungharjo,
Pendowoharjo, Timbulharjo

16. 34.02.16 Kasihan Bangunjiwo, Ngestiharjo, Tamantirto,
Tirtonirmolo

17. 34.02.17 Sedayu Argodadi, Argorejo, Argosari, Argomulyo
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e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai

Pemerintah.
1) Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan
pemerintahan daerah, telah menetapkan perangkat daerah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
yang terdiri atas :

- Sekretariat Daerah

- Sekretariat DPRD

- Inspektorat Daerah

- Dinas Daerah, sebanyak 19 (sembilan belas) Dinas Daerah
- Badan Daerah, sebanyak 4 (empat) Badan Daerah

- Kapanewon, sebanyak 17 (tujuh belas) Kapanewon

Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul pada tahun 2021
berjumlah 45 berkurang 9 dari sebelumnya di tahun 2019 berjumlah 54 PD,
untuk kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintah umum bidang kesatuan bangsa dan politik dan Rumah Sakit
Umum Daerah belum dilakukan penyesuaian kelembagaannya sampai
dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sesuai
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah. Disamping itu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran,
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10
Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
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2) Unit Kerja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul, tidak semuanya

melaksanakan urusan wajib. PD yang melaksanakan urusan, beberapa

diantaranya ada yang melaksanakan 2 (dua) jenis urusan wajib dan ada yang

hanya melaksanakan 1 (satu) urusan wajib serta ada juga PD yang

melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib, yakni Dinas Komunikasi dan

Informatika (urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik; urusan

persandian). Perangkat Daerah yang melaksanakan 2 (dua) urusan

wajib sebanyak 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu :

1.

Dinas Pekerjaan  Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(urusan pekerjaan umum; urusan perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman);

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (urusan penataan ruang; urusan
pertanahan);

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (urusan pendidikan; urusan
kepemudaan dan olahraga);

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (urusan
sosial; urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak);
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (urusan perpustakaan; urusan
kearsipan);

Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan
Desa (urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; urusan
pemberdayaan masyarakat desa).

Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) urusan wajib sebanyak

13 (tiga belas) Perangkat Daerah, yaitu :

1.
2.
3.

Dinas Kesehatan (Urusan Kesehatan);

RSUD Panembahan Senopati (Urusan Kesehatan);

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil);

Dinas Kebudayaan (urusan kebudayaan) ;
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5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Statistik);

6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (urusan
koperasi dan usaha kecil menengah; urusan perindustrian);

7. Dinas Lingkungan Hidup (urusan lingkungan hidup);

8. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (urusan pangan);

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (urusan penanaman
modal);

10. Dinas Perhubungan (urusan perhubungan)

11. Satuan Polisi Pamong Praja (urusan ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat);

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (urusan ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat); dan

13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (urusan tenaga kerja).

3) Pegawai Pemerintah

Salah satu aspek mendasar dalam reformasi birokasi adalah Sumber
Daya Aparatur. Terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) menjadi pembaharuan dalam manajemen sumber daya
aparatur. Tujuannya adalah untuk membangun aparat sipil negara yang
memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik,
juga bebas dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan
publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil merupakan faktor
pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi, dengan adanya kapasitas
Sumber Daya Aparatur yang memadai, maka pencapaian terhadap target-
target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan akan mampu untuk
dicapai. Jumlah Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan (Tabel 1.1.5) sebanyak 6.115 pegawai atau 82,64%
memiliki tingkat pendidikan tinggi (pegawai dengan pendidikan perguruan
tinggi ke atas), sedangkan 17,36% atau 1.286 pegawai dengan tingkat

pendidikan Menengah/ Dasar kebawah.
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Tabel 1.1.5 Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada masing-masing Perangkat Daerah per Kualifikasi

Pendidikan, Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Kualifikasi Pendidikan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Eselon Jabatan
Perangkat Daerah ;:;_;I‘::i
SD SMP SMA D-l D-ll D-lll }IV/ S1 S2 S3 ] U1} v
A e |™ |uwe |v.A |v.B |star |FunE |Peranskat | oo\o
A sional Desa
Sekretariat Daerah
Sekretaris Daerah 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asisten Pemerintahan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Asisten Sumberdaya dan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesejahteraan Rakyat
Asisten Perekonomian dan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembangunan
Bagian Administrasi Kesejahteraan 12 0 0 3 0 0 3 3 3 0 2 8 2 0 0 1 0 3 0 6 0 0 2
Rakyat
Bagian Organisasi 11 0 0 3 0 0 0 7 1 0 2 8 1 0 0 1 0 3 0 7 0 0 0
Bagian Layanan Pengadaan Barang 12 0 0 1 0 0 2 8 1 0 1 10 1 0 0 1 0 3 0 2 6 0 0
dan Jasa
Bagian Hukum 12 0 0 4 0 1 0 6 1 0 3 8 1 0 0 1 0 2 0 8 0 0 1
Bagian Hubungan Masyarakat dan 22 0 0 11 1 0 3 5 2 0 9 12 1 0 0 1 0 1 0 17 1 0 2
Protokol
Bagian Administrasi Perekonomian 11 1 0 2 0 0 2 4 2 0 1 8 1 0 0 1 0 3 0 7 0 0 0
Bagian Administrasi Pemerintahan 15 0 1 3 0 0 2 5 4 0 4 9 1 0 0 1 0 3 0 10 0 0 1
Bagian Administrasi Pemerintahan 11 0 0 3 0 0 3 3 2 0 2 8 1 0 0 1 0 2 0 6 1 0 1
Desa
Bagian Administrasi Pembangunan 10 0 0 4 0 0 1 5 0 0 2 7 1 0 0 1 0 3 0 3 2 0 1
Bagian Umum 42 2 7 24 0 0 2 5 2 0 22 15 2 0 0 1 0 3 0 36 0 0 2
Staf Ahli 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Badan
Badan Perencanaan Pembangunan 49 0 1 6 1 0 6 19 16 0 6 27 16 0 1 1 4 13 0 16 7 0 7
Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah 107 0 2 34 0 0 18 42 11 0 19 80 7 0 1 1 6 16 0 68 10 0 5
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Kualifikasi Pendidikan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Eselon Jabatan
Perangkat Daerah ;:;;::i
SD | SMP | SMA D-1 | D-ll D-lll fIV/S1 S2 S3 1 ] 1} v
A e |"™ |ue [IV.A Jv.B |star | FUnE [Perangkat oo
A sional Desa
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 55 1 0 17 0 0 8 20 9 0 1 11 37 6 0 1 1 3 8 0 21 14 0 7
Pelatihan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16 0 0 5 0 0 0 9 2 0 0 3 10 3 0 1 0 2 6 0 6 0 0 1
Badan Penanggulangan Bencana 30 2 5 6 0 0 3 7 7 0 2 8 16 4 0 1 0 3 9 0 16 0 0 1
Daerah
Dinas
Dinas Pendidikan, Pemuda dan 3921 1 24 321 6 146 55 3151 215 2 17 140 2033 1731 0 1 1 4 16 0 462 3123 0 314
Olahraga
Dinas Kesehatan 1094 1 12 117 15 0 590 248 | 110 1 4 | 235 748 107 0 1 1 4 15 | 25 162 798 0 88
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan 103 5 7 52 0 0 5 16 18 0 6 39 47 11 0 1 1 5 21 0 69 2 0 4
dan Kawasan
Permukiman
Satuan Polisi Pamong Praja 41 1 1 19 0 0 2 13 5 0 1 7 29 4 0 1 1 3 7 0 20 6 0 3
Dinas Sosial, Pemberdayaan 40 0 0 11 1 0 5 16 7 0 0 6 27 7 0 1 0 4 12 0 18 0 0 5
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 64 0 2 15 0 0 12 30 5 0 0 14 40 10 0 1 0 3 11 0 21 14 0 14
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan 179 0 2 52 0 0 18 84 23 0 1 47 111 20 0 1 0 5 17 3 73 58 0 22
dan Perikanan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 41 1 1 12 0 0 5 12 10 0 0 11 26 4 0 1 1 3 10 0 22 1 0 3
Dinas Lingkungan Hidup 105 2 11 50 0 0 5 26 11 0 7 56 34 8 0 1 1 3 13 1 79 2 0 5
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 56 0 0 21 0 0 9 19 7 0 0 8 42 6 0 1 1 3 10 0 28 6 0 7
Sipil
Dinas Pengendalian Penduduk, 40 0 0 11 0 0 7 16 6 0 0 4 28 8 0 1 1 3 11 0 20 1 0 3
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Perhubungan 50 1 0 24 0 4 5 10 6 0 1 23 21 5 0 1 1 3 7 0 27 5 0 6
Dinas Komunikasi dan Informatika 46 0 0 6 0 1 8 26 5 0 0 11 31 4 0 0 1 3 11 0 19 4 0 8
Dinas Koperasi, Usaha Kecil 39 1 1 13 0 0 5 6 13 0 1 16 12 10 0 1 1 4 10 0 17 2 0 4
Menengah dan Perindustrian
Dinas Penanaman Modal dan 31 0 0 5 0 0 3 18 5 0 0 2 24 5 0 1 1 3 11 0 9 4 0 2
Pelayanan Terpadu
Dinas Kebudayaan 31 0 1 5 0 0 7 11 7 0 0 8 18 5 0 1 1 3 10 0 13 2 0 1
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Kualifikasi Pendidikan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Peranglat Dacrah ;:gn; I:’:i SD SMP SMA D-l D-ll D-lll fHIV/S1 S2 S3 I ] 1 v = T
A e ("™ (e |v.A Jv.B |swar |Fune |Perangkat | o\
A sional Desa

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 39 0 0 6 1 2 15 12 3 0 0 10 25 4 0 1 2 7 0 7 15 0 6
Dinas Pariwisata 62 2 7 29 0 0 7 14 3 0 5 26 26 5 0 1 3 8 0 46 1 0 2
Dinas Perdagangan 100 3 7 59 0 0 4 19 8 0 7 47 39 7 0 0 3 9 1 74 7 0 5
Inspektorat Kabupaten Bantul 53 0 1 7 0 0 5 27 13 0 0 9 23 21 0 1 0 3 0 8 31 0 5
Sekretariat DPRD 41 0 2 16 0 0 2 16 5 0 2 9 24 6 0 1 0 9 0 24 0 0 3
Rumah Sakit Umum Daerah 478 2 7 62 1 1 237 92 76 0 5 83 322 68 0 1 6 12 0 79 369 0 9
Panembahan Senopati

Kapanewon

Kapanewon Bambanglipuro 17 0 0 7 0 0 1 8 1 0 0 3 12 2 0 0 1 3 2 7 0 0 3
Kapanewon Banguntapan 23 0 0 6 0 0 0 15 2 0 0 3 18 2 0 0 1 5 1 9 0 3 3
Kapanewon Bantul 18 0 0 5 0 0 1 11 1 0 0 2 15 1 0 0 1 5 2 5 1 1 2
Kapanewon Dlingo 18 0 1 6 0 0 1 8 2 0 0 8 8 2 0 0 1 3 2 7 0 0 4
Kapanewon Imogiri 18 0 1 7 0 0 2 8 0 0 0 5 12 1 0 0 1 3 2 6 0 2 3
Kapanewon Jetis 19 0 1 5 0 0 3 7 3 0 0 6 10 3 0 0 1 5 2 7 0 0 3
Kapanewon Kasihan 21 0 1 5 0 0 3 10 2 0 1 4 14 2 0 0 1 4 2 10 0 0 3
Kapanewon Kretek 19 0 0 8 0 0 1 7 3 0 0 4 13 2 0 0 1 3 2 7 0 1 4
Kapanewon Pajangan 21 0 0 7 0 0 1 11 2 0 0 3 16 2 0 0 1 5 2 10 0 0 2
Kapanewon Pandak 21 0 2 7 0 0 2 9 1 0 0 7 11 3 0 0 1 5 2 9 0 1 2
Kapanewon Piyungan 19 0 1 5 0 0 0 11 2 0 0 4 13 2 0 0 1 5 2 8 0 0 2
Kapanewon Pleret 17 0 0 6 0 0 0 8 3 0 0 4 10 3 0 0 1 5 2 6 0 1 1
Kapanewon Pundong 19 0 1 8 0 0 1 8 1 0 0 4 13 2 0 0 1 4 1 8 0 1 3
Kapanewon Sanden 15 0 0 5 0 0 3 6 1 0 0 4 10 1 0 0 1 2 2 7 0 0 2
Kapanewon Sedayu 21 0 0 10 0 0 2 7 2 0 0 6 13 2 0 0 1 5 1 10 0 2 1

Kabupaten Bantul Tahun 2021




Kualifikasi Pendidikan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Eselon Jabatan
Perangkat Daerah I::gn;I\:]l:i
SD | SMP | SMA D-l | D-ll D-lll fIV/S1 S2 S3 ] L] v
A e |"™ |ue [IV.A Jv.B |star | FUnE [Perangkat oo
A sional
Kapanewon Sewon 21 0 1 6 0 0 1 12 1 0 1 3 16 1 0 0 1 1 4 1 11 0 1 2
Kapanewon Srandakan 17 0 1 5 0 0 1 8 2 0 0 5 11 1 0 0 1 1 4 2 5 0 1 3
26 112 1147 26 155 [L087 4185  p59 3
68 981 |4208 |2143 1 31 (57 [105 (388 |60 |1658 | 4493 593
Jumlah 7400 1285 6115
7400 7400 7400
Persentase 17,36 82,64 0,92 13, 56,86 (28,96 |0,01 0, o 1,42 |5,24 o 22,41 (60,72 8,01
f ) ) 26 ] A ) a2 |77 , )y 81 ) ] )
RINCIAN PEGAWAI FUNGSIONAL TENAGA PENDIDIDIKAN DAN TENAGA KESEHATAN
Tenaga Kependidikan 3661 0 0 173 6 | 144 45 | 3090 | 203 0 0 35 | 1911 | 1715 0 0 0 0 0 0 0 3553 0 308
Guru 3600 0 0 173 6 | 143 45 | 3066 | 167 0 0 35 | 1907 | 1658 0 0 0 0 0 0 0 3292 0 308
Pamong Belajar 6 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Pengawas Sekolah 45 0 0 0 0 1 0 15 29 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Penilik 10 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Tenaga Kesahatan 1274 0 0 65 12 0| 774 | 276 | 147 0 0| 235 900 139 0 0 0 0 0 0 0 1190 0 84
Total Pegawai Fungsional Tenaga
Kependidikan dan Guru 4935 4935 4935 4935
% Total Pegawai Fungsional Tenaga Kependidikan
R 66,69%
terhadap Total Pegawai
% Pegawai Fungsional Tenaga Kependidikan
. 49,47%
terhadap Total Pegawai
% Pegawai Fungsional Tenaga Kesehatan terhadap
X 17,22%
Total Pegawai
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Jumlah pegawai yang tergolong kedalam jenjang pendidikan
Menengah/ Dasar sebagian besar merupakan lulusan SMA/ Sederajat yakni
sebanyak 1.147 pegawai. Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul pada
kelompok Golongan, persentase terbesar terdapat pada pegawai dengan
Golongan I11 sebesar 56,86% diikuti golongan 1V sebesar 28,96% kemudian
berturut turut golongan 11 sebesar 13,26% dan golongan | 0,92%.

Pegawai pada kelompok Pejabat Struktural dan Fungsional, persentase
terbesar terdapat pada Pejabat Fungsional dengan persentase sebesar
60,72% atau sebanyak 4.493 pegawai (Pegawai ASN termasuk Guru, dan
Tenaga Kesehatan), sedangkan Pegawai Eselon 1V.A merupakan pejabat
struktural dengan jumlah pegawai terbanyak dibandingkan dengan Eselon
yang lain yaitu sebesar 5,24% dari total pegawai ASN di Kabupaten Bantul.

Pegawai Fungsional Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan
berjumlah total 4.935 pegawai atau 66,69% dari jumlah seluruh pegawai di
Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan rincian Jumlah Tenaga
Kependidikan sebanyak 3.661 pegawai atau 49,47 % dan jumlah tenaga
kesehatan sebanyak 1.274 pegawai atau 17,22%

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Bantul maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan,
perencanaan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan
pembangunan Yyang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian
operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah
ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2021 telah disusun pada Tahun
Anggaran 2020 melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan telah menjadi pedoman di
dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 14 Tahun 2020.

Seiring dengan dinamika yang terjadi, pada triwulan Il Tahun 2021,
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Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan Perubahan RKPD
Tahun 2021. Hal tersebut sejalan dengan mandat Permendagri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan
bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal 343 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional,
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah RPJIMD ditetapkan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah ditetapkan menjadi
Bencana Nasional Non Alam melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang
ditindaklanjuti dengan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul oleh Bupati Bantul melalui
Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 dan telah diperpanjang sesuai
dengan perkembangan kondisi daerah. Sebagai upaya penanganan pandemi di
tahun 2021, pemerintah pusat telah menggalakkan vaksinasi COVID-19 dan
pemenuhan sarana prasana kesehatan serta perlindungan sosial sehingga

diperlukan refocusing anggaran tahun 2021.
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Perubahan terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada
Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai
berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 pada tanggal 15
Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid —-19) dan Dampaknya. Tindak lanjut dari
peraturan tersebut, diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 yang melandasi refocusing anggaran pada semua perangkat
daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 pada tanggal 19 Juli
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Menindaklanjuti
PMK tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada
tanggal 22 Juli 2021. Peratuan Bupati ini mengatur penyaluran BKK ke semua
Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk pendampingan pelaksanaan PPKM
serta mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi. Untuk mendukung hal
tersebut, sudah dilakukan pembaharuan laporan penanganan Covid-19 per
minggu setiap hari rabu dari sebelumnya dilakukan setiap tanggal 14 per
bulan termasuk laporan keuangan untuk pelaksanaan vaksinasi.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah DIY melalui Dana Keistimewaan menyepakati
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kabupaten Bantul
Tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid-19. Menindaklanjuti hal ini,
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Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati
Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan
melakukan perubahan anggaran bersumber Dana Keistimewaan pada
perangkat daerah pengampu kewenangan keistimewaan urusan kelembagaan,

kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.
1) Realisasi Pendapatan Daerah

Capaian pendapatan asli daerah yang optimal dan akuntabel
merupakan tujuan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Pendapatan Asli
Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari pendapatan asli
daerah yang diperoleh, semakin besar persentase kontribusi PAD terhadap
pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap
pemerintah pusat akan semakin kecil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran
2021, Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul ditargetkan sebesar Rp
2.167.832.376.654,00. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir
tahun 2021 (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI, per transaksi pada
tanggal 22 Februari 2022) sebesar Rp 2.235.655.701.355,10, terdapat selisih
lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp 67.823.324.701 atau realisasi
tercapai 103,13%. Capaian realisasi sumber penerimaan Pemerintah
Kabupaten Bantul didominasi oleh Pendapatan Transfer yang mempunyai
kontribusi sebesar 74,08%, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah dengan
kontribusi sebesar 21,99%, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar
3,98%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan target pagu anggaran
sebesar Rp 443.536.988.887,00 terealisasi sebesar 110,85% atau terealisasi
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Rp 491.670.724.028,1. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp
1.656.161.604.258,00, pagu Rp
1.637.032.459.513,00, atau tercapai 101,17%. Lain-lain Pendapatan yang

sah juga telah mencapai nilai yang direncanakan, dari target Pagu Anggaran

dari anggaran  sebesar

yang ditetapkan sebesar Rp 87.262.928.254,00 tersealisasi sebesar Rp
87.823.373.069,00 atau tecapai sebesar 100,64%.
Tabel

Pendapatan Daerah telah tercapai, bahkan capaian Pendapatan Daerah

1.1.6 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target

secara keseluruhan melebihi dari nilai yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1.6 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
(sebelum dilakukan audit BPK)

% Realisasi
. s Capaian | thd Jumlah
No Uraian Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Pendapatan
LRA
1. |PENDAPATAN ASLI 443.536.988.887,00| 491.670.724.028,10 110,85 21,99
DAERAH
Pajak Daerah 185.912.299.401,00 | 203.758.210.969,00 109,60 9,11
Retribusi Daerah 30.217.698.354,00 27.767.869.814,00 91,89 1,24
Hasil Pengelolaan Kekayaan 23.707.166.955,00 20.053.289.569,97 84,59 0,90
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah 203.699.824.177,00 | 240.091.353.675,13 117,87 10,74
2. |PENDAPATAN TRANSFER | 1.637.032.459.513,00 1.656.161.604.258,00 101,17 74,08
Pendapatan Transfer 1.382.755.407.899,00 | 1.394.234.560.549,00 100,83 62,36
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar 254.277.051.614,00| 261.927.043.709,00 103,01 11,72
Daerah
3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN 87.262.928.254,00 87.823.373.069,00 100,64 3,93
YANG SAH
Pendapatan Hibah 6.000.000.000,00 6.167.255.751,00 102,79 0,28
Lain-lain Pendapatan Sesuai 81.262.928.254,00 81.656.117.318,00 100,48 3,65
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
JUMLAH PENDAPATAN-LRA | 2.167.832.376.654,00 [ 2.235.655.701.355,10 | 103,13 100,00

Sumber :

Februari 2022
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2) Realisasi Belanja Daerah

Pagu Anggaran belanja daerah Kabupaten Bantul

ditetapkan

berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.7 Tahun 2021

tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021
sebesar Rp 2.397.439.695.420,00. Realisasi Belanja sampai dengan akhir
tahun 2021 sebesar Rp 2.226.674.195.105,18 atau 92,88%. Rincian terhadap
realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.1.7

Tabel 1.1.7 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2021 (sebelum dilakukan audit BPK RI)

. — Pagu Anggaran Realisasi Capaian
(Rp) (Rp) (%)
BELANJA DAERAH
1. | BELANJA OPERASI 1.811.204.060.462,00 | 1.670.459.151.836,86 92,23
Belanja Pegawai 965.720.956.067,00 894.085.181.553,00 92,58
Belanja Barang dan Jasa 773.834.894.717,00 713.171.127.783,86 92,16
Belanja Hibah 68.641.722.178,00 60.212.342.500,00 87,72
Belanja Bantuan Sosial 3.006.487.500,00 2.990.500.000,00 99,47
2. | BELANJA MODAL 297.862.722.560,00 274.278.669.533,32 92,08
Belanja Modal Tanah 44.336.200.050,00 38.174.497.613,00 86,10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.174.075.717,00 70.145.840.914,94 93,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.706.156.430,00 43.716.528.633,38 95,65
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 118.377.250.999,00 110.734.564.321,00 93,54
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 14.217.539.364,00 11.464.691.597,00 80,64
Belanja Modal Aset Lainnya 51.500.000,00 42.546.454,00 82,61
3. | BELANJA TAK TERDUGA 31.923.917.308,00 26.690.978.644,00 83,61
Belanja Tak Terduga 31.923.917.308,00 26.690.978.644,00 83,61
4. | BELANJA TRANSFER 256.448.995.090,00 255.245.395.091,00 99,53
Belanja Bagi Hasil 26.103.398.250,00 26.103.398.250,00 100,00
Belanja Bantuan Keuangan 230.345.596.840,00 229.141.996.841,00 99,48
JUMLAH BELANJA | 2.397.439.695.420,00 | 2.226.674.195.105,18 92,88
Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2021 tanggal 22

Februari 2021

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi dianggarkan pada semua OPD vyang terdiri dari jenis
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belanja: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang Jasa (iii) Belanja Hibah,
dan (iv) Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi tahun 2021
ditetapkan sebesar Rp 1.811.204.060.462,00, realisasi sebesar Rp
1.670.459.151.836,86 atau 92,23%.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji
dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala
Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai negeri
sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu,
Belanja Pegawai juga menampung uang representasi dan tunjangan
pimpinan dan anggota DPRD, honorarium, insentif pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Anggaran Belanja
Pegawai tahun 2021 sebesar Rp 965.720.956.067,00, realisasi sebesar Rp
894.085.181.553,00 atau 92,58%.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain, meliputi belanja barang berupa barang pakai habis,
dan barang tak habis pakai. Belanja Jasa berupa jasa kantor, asuransi, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa
perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan, bea
siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi. Belanja pemeliharaan
berupa belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan belanja
pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan,
dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan
kendaraan bermotor. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas
dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri serta belanja Uang
dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
Anggaran Belanja barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp
773.834.894.717,00, realisasi sebesar Rp 713.171.127.783,86 atau 92,16%.
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Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk uang dan barang. Belanja hibah uang diberikan kepada
Pemerintah Pusat. BUMD, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Hukum Indonesia, Hibah Dana BOS, dan Hibah Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik. Pemberian hibah dilakukan secara selektif
disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah
agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran
Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 68.641.722.178,00
dengan realisasi sebesar Rp 60.212.342.500,00 atau 87,72%.

Belanja bantuan Sosial adalah digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Anggaran
Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp
3.006.487.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.990.500.000,00 atau
99,47%.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar
harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
Anggaran Belanja Modal Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp
297.862.722.560,00 dengan realisasi Rp 274.278.669.533,32 atau 92,08%.
Rincian terhadap realisasi Belanja Modal ditampilkan pada Tabel 1.1.7.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran
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3)

2021 dianggarkan sebesar Rp 31.923.917.308,00 dengan realisasi Rp
26.690.978.644,00 atau 83,61%.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp
256.448.995.090,00 dan realisasi sebesar Rp 255.245.395.091,00 atau
99,53%, dengan rincian sebagai berikut : a) Belanja Bagi Hasil dengan
Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 26.103.398.250,00 dan terealisasi sebesar
Rp 26.103.398.250,00 atau 100%; b) Belanja Bantuan Keuangan dengan
Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp 230.345.596.840,00 dan realisasi sebesar
Rp 229.141.996.841,00 atau 99,48%.

Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan
untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam
hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi,
transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang
dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan dapat berbentuk
angsuran hutang, bantuan modal dan/atau transfer ke dana cadangan.
Kebijakan pembiayaan dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan
pembiayaan dan Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait
dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman, maupun penerimaan piutang daerah. Dalam hal ada
kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-
kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup, penyertaan
modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
serta pemberian dana bergulir. Jika ada kecenderungan akan terjadinya

surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan
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berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian

pembayaran pokok utang dan penyertaan modal

Tabel 1.1.8 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2021 (sebelum dilakukan audit BPK RI)

- U Pagu Anggaran Realisasi Capaian
(Rp) (Rp) (%)

PEMBIAYAAN DAERAH

1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN 252.948.318.766,00 244.577.427.898,17 96,69
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 238.201.393.766,00 238.201.393.766,17 100,00
Sebelumnya
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 3.746.925.000,00 3.746.925.000,00 100,00
Dipisahkan
Penerimaan Kembali Pemberian 11.000.000.000,00 2.629.109.132,00 23,90
Pinjaman Daerah

2. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN 23.341.000.000,00 13.141.000.000,00 56,30
Penyertaan Modal Daerah 12.341.000.000,00 12.341.000.000,00 100,00
Pemberian Pinjaman Daerah 11.000.000.000,00 800.000.000,00 7,27

PEMBIAYAAN NETTO 229.607.318.766,00 231.436.427.898,17 100,80

Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2021 tanggal 22

Februari 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan dianggarkan

sebesar Rp 252.948.318.766,00 dengan realisasi Rp 244.577.427.898,17
atau 96,69%. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari
penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar
Rp 3.746.925.000,00, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebesar Rp 3.746.925.000,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah sebesar Rp 2.629.109.132,00.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar
Rp 23.341.000.000,00 dengan realisasi Rp 13.141.000.000,00 atau 56,30%

dengan  peruntukan  Penyertaan Modal Daerah  sebesar Rp
12.341.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman daerah sebesar Rp
800.000.000,00.
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1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan
daerah sebagai suatu kesatuan dalam sisitem perencanaan pembangunan nasional.
Hal ini sesuai dengan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah diharuskan menyusun dan
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan angka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPKD) sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses peyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang
disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Selanjutya dalam
rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan
struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Tahun 2017, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mengacu pada Permendagri

tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan perubahan/penyesuaian
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terhadap RPIJMD dikarenakan beberapa hal yakni: a) adanya perubahan kebijakan

nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat

pemerintahan sehingga diperlukan perubahan terhadap perangkat daerah dan target

indikator kinerja; b) perubahan substansi dan sistematika RPJMD sesuai ketentuan

dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017; c) kesesuaian antara capaian pembangunan

daerah dengan indikator yang telah ditetapkan.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui

tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah selama tahun 2019-2021. Setelah melakukan

kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai aspek pembangunan,

dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

sebagai berikut:

1.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang antara lain meliputi
kesehatan, pendidikan dan rohani.

Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan
masyarakat lokal.

Pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing.

Mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu unggulan dan
daya saing daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan.
Pengembangan sarana dan prasarana dasar dan yang menunjang aktivitas
perekonomian.

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Perwujudan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial.

Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dan kehutanan.

Beberapa keterangan tambahan terkait rumusan isu strategis di atas dan

sejalan dengan isu strategis DIY adalah sebagai berikut:
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1.

2.

3.

Kerusakan Kawasan Pantai Akibat Abrasi.

Kawasan pantai selatan yang berada di Kabupaten Bantul tertutama di
Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek dengan garis pantai kurang lebih
12 Km. Rusaknya ekosistem pantai dikhawatirkan mendorong terjadinya
abrasi pantai. Dari ketiga kawasan pantai tersebut, saat ini telah mengalami
abrasi walaupun tingkat kerusakannya berbeda-beda. Pantai Parangtritis
tingkat abrasinya lebih kecil dibandingkan dengan Pantai Samas,
Pandansimo, dan Kuwaru. Hal ini disebabkan adanya material gumuk pasir
yang lebih banyak dibandingkan dengan pantai lainnya sehingga dapat
menghalangi abrasi pantai.

Alih Fungsi Lahan

Peningkatan kebutuhan penduduk akan penyediaan perumahan, fasilitas
pendidikan, kegiatan usaha menyebabkan banyak terjadi alih fungsi lahan
terutama dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan
banyak terjadi terutama di kawasan perkotaan, sedangkan dari sisi fungsinya
wilayah Kabupaten Bantul sebagai daerah produksi pertanian yang produktif
untuk DIY

Kawasan Pantai Selatan

Kegiatan yang melebihi daya dukung di pantai selatan berpotensi
menimbulkan ancaman lingkungan berupa abrasi dan hilangnya potensi
gumuk pasir. Kegiatan tersebut seperti tambak udang, perkembangan

bangunan akibat kegiatan wisata, dan lainnya
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b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang

ingin dicapai, dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian

berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang

akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas,
dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan,
dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah cita-cita

untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1.

Sehat, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan
jasmani, rohani dan sosial.

Cerdas, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan
intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri,
memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam
kehidupan sosial.

Keagamaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman,
menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
Kemanusiaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling
menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

Kebangsaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa
patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk mewujudkan
pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum
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mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh

karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya

serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan
memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten

Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk

mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka

dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN
melalui percepatan reformasi birokrasi;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas,
terampil dan berkepribadian luhur;

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat;

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan
pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, aman,

harmonis, dan bersatu serta berbudaya istimewa.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah
dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu)
periode RPIJMD ke depan (RPIJIMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021).

Dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah
ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator
Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun

2016-2021, merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul
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beserta Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai tujuan dan merupakan Ikhtisar
Hasil (Outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan
fungsi Perangkat Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, yang digunakan
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Uraian prioritas pembangunan daerah, kemudian diturunkan dalam
penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini
bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target
yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).
Berpijak dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah, berikut disajikan Tujuan,
Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama serta Target
Tahunan beserta realisasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya dalam 1
(satu) periode RPJMD tahun 2016-2021, sebagai berikut :
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Tabel 1.1.9 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Sasaran Daerah dan Indikator Sasaran Daerah beserta target Indikator
Sasaran Daerah Tahun 2016 — 2021 Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
KONDISI
NO MISI TUJUAN INTDLIJJKS\;'\?R ?DAASSE:'_I;I II\SIRISIZ\QL?‘R SATUAN RPIMD KAOv’:l/,a:_SI TARGET dan REALISASI CAPAIAN AKHIR
2016 | 2017 [ 2018 [ 2019 [ 2020 | 2021
1 Meningkatkan tata | Mewujudkan tata | Indeks Tata | Terwujudnya Indeks Tata | Klasifikasi T 60 65 70 75 80 85
kelola pemerintahan | kelola Kelola penyelenggaraan Kelola RPIMD (Baik) (Baik) (Baik) (Baik) (Sangat
yang baik, efisien dan | pemerintahan Pemerintahan pemerintahan Pemerintahan 11/2016 Baik)
bebas KKN melalui | yang baik, efisien | (Indonesia daerah yang | (Indonesia R N/A 74,5 75 79.6
percepatan reformasi | dan bebas KKN Governance berkualitas Governance (Baik) (Baik) (Baik)
birokrasi Index/IGI) Index/IGI T 75 8,0 8,5 8,5
RPIMD (Baik) | (Baik) ‘(BSa_ngat (Sa_ngat
19/2018 ak) 1 Baik)
R 7.72 7,72 7,13 -
(Baik) | (Baik) | (Baik)
2 Meningkatkan kualitas | Mewujudkan Indeks Terwujudnya Umur Harapan | Tahun RPJMD T 73.31 73.32 73.33
sumber daya manusia | peningkatan Pembangunan derajat kesehatan | Hidup 11/2016 R 73,24
yang sehat, cerdas, | kualitas  hidup | Manusia (IPM) masyarakat yang RPIJMD T 73,6 73,65 73,70 73,70
terampil dan | masyarakat. tinggi 19/2018 R 73,77 73,86 73,89
berkepribadian luhur Terwujudnya Angka Harapan | Tahun RPIMD [ T 15 15,6 15,8 15,9
akses dan mutu | Lama Sekolah 11/2016 R 15 13,55
pendidikan  yang RPIMD | T 1523 [ 1538 | 1554 15,54
berkualitas 19/2018 R 15,15 15,17 15,38
3 Mewujudkan Meningkatkan Angka Turunnya Jumlah | Angka Persen RPJMD T 14,41 12,16 11,41 10,66
kesejahteraan kesejahteraan Kemiskinan Masyarakat Kemiskinan 11/2016 R 15,16 14,55
masyarakat difokuskan | masyarakat Kurang Mampu RPIJMD T 10,86 9,59 8,32 8,32
pada percepatan 19/2018 R 12,92 13,5 14,04
pengembangan Pertumbuhan Terwujudnya Pertumbuhan Persen RPJMD T 5,25 5,45 55 5,6
perekonomian  rakyat Ekonomi perekonomian Ekonomi 11/2016 | R | 51 5,06
dan ~ pengentasan daerah yang RPIMD | T 545 | 55 5,6 5,6
kemiskinan berkualitas 19/2018 [R 5,53 497
Gini Ratio Angka RPJMD T 0,3149 0,3065 0,3025
11/2016 R 0,3177 0,3967
RPIJMD T 0,39 0,37 0,37
19/2018 R 0,448 0,38 0,441
Terwujudnya Pertumbuhan Persen RPJMD T 8 10 10
destinasi jumlah 11/2016 R 4,85
Eaerlsata ~ yang kgnjungan RPIMD T 22 24 24
erdaya saing dan | wisata 19/2018 R 20,07
unggul
Terciptanya Cakupan Persen RPJMD T 30 35 40 50
industri kreatif | industri kreatif 11/2016 R 22 41,11 42,9
yang berkualitas RPJMD T 45 50 50
19/2018 R 46,2 46,2 50,02
Terpenuhinya Pertumbuhan Persen RPJMD T 0,1005 0,1010 0,1015 | 0,102 0,1025 | 0,103
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kebutuhan pangan | produksi 11/2016 R 0,1001
masyarakat tanaman RPJMD T 0,1030 0,1030
pangan 19/2018 R 2,76
Pertumbuhan Persen RPJMD T 1,125
produksi 11/2016 R 0,75
tanaman RPJMD T 1,125 1,125
holtikultura 19/2018 R 1,27
Pertumbuhan Persen RPJMD T 0,35
produksi 11/2016 R 0,09
tanaman RPJMD T 0,35 0,35
perkebunan 19/2018 | R 0,57
Pertumbuhan Persen RPJMD T 1
produksi 11/2016 R 0,45
daging  (sapi, T 1 1
kambing, RPJMD R 1,85
domba, kuda, 19/2018
unggas)
Terpenuhinya Pertumbuhan Persen RPJMD T 1,5
kebutuhan produksi 11/2016 R 1,20
perikanan perikanan RPIMD T 1,50 1,50
masyarakat 19/2018 | R 189
Meningkatkan kapasitas | Menjaga  daya | Indeks Kualitas | Terpenuhinya Indeks Klasifikasi RPJMD T 80
dan  kualitas sarana | dukung alam dan | Lingkungan sarana prasarana | Kepuasan 11/2016 R N/A
prasarana umum, | lingkungan hidup | Hidup publik dan | Masyarakat T 80 80
pemanfaatan untuk prasarana  dasar | Terhadap RPJMD R 79,02
pengelolaan sumberdaya | pembangunan masyarakat Layanan 19/2018
alam dengan | berkelanjutan Infrastruktur
memperhatikan Terwujudnya Indeks Kualitas | Angka RPJMD T 72
kelestarian  lingkungan lingkungan hidup | Lingkungan 11/2016 R 38
hidup dan pengelolaan yang berkualitas Hidup RPJMD T 72 72
resiko bencana 19/2018 R 66,87
Terciptanya Desa Tangguh | Persen RPJMD T 33,34
kesadaran Bencana 11/2016 R | 18
masyarakat dalam T 52 52
kesiap-siagaan ?;%g R 52,00
bencana
Terwujudnya Presentase Persen RPJMD T 85
kesesuaian Kesesuaian 11/2016 R 79
pemanfaatanruang | Pemanfaatan RPIMD T 80 80
Ruang 19/2018 R 75,50
Meningkatkan tata | Mewujudkan Angka Terwujudnya Angka Persen RPJMD T 0,027
kehidupan  masyarakat | rasa aman dan | Kriminalitas ketentraman dan | Kriminalitas 11/2016 R | 0,04
Bantul yang agamis, | nyaman dalam ketertiban RPIMD T 0,060 0,060
nasionalis, aman, | kehidupan masyarakat 19/2018 R 0,07
progresif dan harmonis, | masyarakat
serta berbudaya | Mewujudkan Indeks Terwujudnya Indeks Angka RPJMD T 70 80 90
istimewa budaya sebagai | Pembangunan pelestarian ~ dan | Pembangunan 11/2016 R | 35
identitas spesifik | Kebudayaan pengembangan Kebudayaan RPJMD T 65 70 75 75
daerah budaya daerah 19/2018 | R 69,7 | 67,52 | 70,13

Sumber : RPIMD Perubahan Perda 19/2018 Tabel 5.1; R= Realisasi; T=Target
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d. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021 merupakan sasaran yang
sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021.

Seiring dengan dinamika yang terjadi, pada triwulan Il Tahun 2021,
Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan Perubahan RKPD
Tahun 2021. Hal tersebut sejalan dengan mandat Permendagri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan
bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal 343 tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui
tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan
luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
setelah RPIJMD ditetapkan.
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Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 telah ditetapkan menjadi
Bencana Nasional Non Alam melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang
ditindaklanjuti dengan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul oleh Bupati Bantul melalui
Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 dan telah diperpanjang sesuai
dengan perkembangan kondisi daerah. Sebagai upaya penanganan pandemi di
tahun 2021, pemerintah pusat telah menggalakkan vaksinasi COVID-19 dan
pemenuhan sarana prasana kesehatan serta perlindungan sosial sehingga
diperlukan refocusing anggaran tahun 2021.

Perubahan terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada
Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai
berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 pada tanggal 15
Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid —19) dan Dampaknya. Tindak lanjut dari
peraturan tersebut, diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 yang melandasi refocusing anggaran pada semua perangkat
daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 pada tanggal 19 Juli
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Menindaklanjuti
PMK tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan
Bupati Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021 pada tanggal 22 Juli 2021. Peratuan Bupati ini mengatur penyaluran
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BKK ke semua Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk pendampingan
pelaksanaan PPKM serta mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi. Untuk
mendukung hal tersebut, sudah dilakukan pembaharuan laporan penanganan
Covid-19 per minggu setiap hari rabu dari sebelumnya dilakukan setiap
tanggal 14 per bulan termasuk laporan keuangan untuk pelaksanaan
vaksinas.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah DIY melalui Dana Keistimewaan
menyepakati Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan
Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada
Kabupaten Bantul Tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid-19.
Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada
tanggal 12 Agustus 2021, dengan melakukan perubahan anggaran
bersumber Dana Keistimewaan pada perangkat daerah pengampu
kewenangan keistimewaan urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan
dan tata ruang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun
2021. Adanya Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini
menyebabkan adanya perubahan pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 yang
sebelumnya telah disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 11 tahun 2016 tentang RPIMD 2016-2021, RKPD tahun 2021,
IKU dan APBD tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan
PK Perubahan Tahun 2021 sebagai berikut :
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Tabel 1.1.10 Kinerja Awal Tahun 2021 dan Perubahan Target Kinerja pada Perjanjian
Kinerja Perubahan Tahun 2021.

Target Perjanjian Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan tahun 2021
Awal Perubahan
1 Terwujudnya Indeks Tata Kelola klasifikasi 8,5 8,5 (Sangat
penyelenggaraan Pemerintahan (Indonesia Baik)
pemerintahan daerah Governance Index/IGI)
yang berkualitas
2 Terwujudnya derajat Umur Harapan Hidup tahun 73,70 73,70
kesehatan masyarakat
yang tinggi
3 Terwujudnya akses dan | Angka Harapan Lama tahun 15,354 15,3
mutu pendidikan sekolah
yang berkualitas
4 Turunnya Masyarakat Angka Kemiskinan persen 8,32 135
Yang Kurang
Mampu
5 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi persen 5,60 3,12
perekonomian daerah Pemerataan Pendapatan | persen/ 0,37 0,37
yang berkualitas (Gini Ratio) angka
6 Terwujudnya destinasi Pertumbuhan Jumlah persen 24 24
pariwisata yang berdaya | Kunjungan Wisataan
saing dan unggul
7 Terciptanya industri Cakupan Industri Kreatif | persen 50 50
kreatif yang berkualitas
8 Terpenuhinya Pertumbuhan produksi persen 0,1030 0,1030
Kebutuhan Pangan tanaman pangan.
Masyarakat Pertumbuhan produksi persen 1,125 1,125
tanaman hortikultura
Pertumbuhan produksi persen 0,35 0,35
tanaman perkebunan
Pertumbuhan produksi persen 1 1
daging (sapi, kambing,
domba, kuda, unggas).
9 Terpenuhinya Pertumbuhan Produksi persen 1,50 1,50
Kebutuhan Perikanan Perikanan
Masyarakat
10 | Terpenuhinya sarana Indeks Kepuasan klasifikasi 78 78
prasarana publik dan Masyarakat Terhadap
prasarana dasar Layanan Infrastruktur
masyarakat
11 | Terwujudnya Indeks Kualitas angka 72 72
lingkungan hidup yang | Lingkungan Hidup
kualitas
12 | Terciptanya kesadaran Desa Tangguh Bencana | persen 52 52
masyarakat dalam
kesiapsiagaan bencana
13 | Terwujudnya Presentase Kesesuaian persen 80 75
kesesuaian pemanfaatan | Pemanfaatan Ruang
ruang
14 | Terwujudnya Angka Kriminalitas persen 0,060 0,060
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
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Target Perjanjian Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan tahun 2021
Awal Perubahan
15 | Terwujudnya Indeks Pembangunan angka 75 70

pelestarian dan
pengembangan budaya
daerah

Kebudayaan

Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2021; Bappeda, 2022

Program Pembangunan Pemerintah Berdasarkan Dokumen Perencanaan

Jangka Menengabh.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan
untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah
dengan rumusan indikator Kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan
program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah
kebijakan yang ditetapkan.Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan
Dokumen Perencanaan Tahunan. Suatu program pembangunan daerah
merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan
dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan
daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya
mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program
prioritas yang bersifat strategis. Adapun penentuan program prioritas daerah
Kabupaten Bantul periode Tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel 1.1.11
sebagai berikutt :
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Tabel 1.1.11 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul pada Tabel 6.8 RPJMD Perubahan 2016-2021 Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul No.19 Tahun 2018

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2021

e Sasaran Daerah Perangkat Daerah Kondisi Kond_|5| Daerah Elan e Penanggung Jawab
Awal Akhir
1 Indeks Tata Kelola | Nilai Maturitas SPIP Level 1 Level 3 Program Peningkatan Sistem Fungsi Penunjang INSPEKTORAT
Pemerintahan (1,92) (3,3) Pengawasan Internal dan Lainnya (Fungsi
(Indonesia Pengendalian Kebijakan KDH Penunjang
Governance Pengawasan)
Index/IGI) Persentase pemenuhan | 84% 91,30% Program peningkatan kapasitas | Fungsi Penunjang BKPP
kompetensi Aparatur sumber daya aparatur Kepegawaian serta
Pendidikan dan
Pelatihan
Nilai Evaluasi Kinerja 57,3 75 Program Layanan Pengadaan Fungsi Penunjang SETDA
SKPD Barang dan Jasa Pemerintah Lainnya (Fungsi
Penunjang
Perumusan
Kebijakan)
Indeks Kepuasan 78.13% 84% Program Peningkatan Sistem Fungsi Penunjang SETDA
Masyarakat Manajemen dan Prosedur Lainnya (Fungsi
Birokrasi Pemerintah Penunjang
Program Pelayanan dan Perumusan
Rehabilitasi Kesejahteraan Kebijakan)
Sosial
Program Peningkatan Kualitas
Kehumasan dan Keprotokolan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Nilai Evaluasi Kinerja 3,2 3,8 Peningkatan Kapasitas Fungsi Penunjang SETDA
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Lainnya (Fungsi
Pemerintah Daerah Daerah Penunjang
(Sangat (Sangat Penyelenggaraan Otonomi Perumusan
Tinggi) Tinggi) Daerah Kebijakan)
Program Pengembangan
Kebijakan Perekonomian
Daerah
Penyusunan Kebijakan




Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Indikator Kinerja — — Program Pembangunan .
e Sasaran Daerah Perangkat Daerah Kondisi Kond_|5| Daerah 2k Lrusa) Penanggung Jawab
Awal Akhir

Kerjasama Daerah

Program Pengembangan

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Persentase SKPD yang 27% 70% Program penyelamatan dan Kearsipan DINAS
menyelenggaraan pelestarian dokumen/arsip PERPUSTAKAAN DAN
kearsipan sesuai standar daerah Program Perbaikan ARSIP DAERAH
dengan nilai baik Sistem Administrasi Kearsipan
Indeks Kepuasan 73% 82% Program Pembinaan dan Fungsi Penunjang BKPP
Aparatur Pengembangan Aparatur Kepegawaian Serta

Pendidikan dan
Pelatihan

Persentase Layanan 56,88% 85% Program optimalisasi Penanaman Modal DPMPT
Perijinan dan Non pemanfaatan teknologi informasi
Perijinan Tepat Waktu Program Peningkatan Kapasitas

Kinerja Aparatur Pemerintahan
Indeks Kepuasan 77 80,5 Program Peningkatan Penanaman Modal DPMPT
Masyarakat Pengelolaan Perijinan
Indeks Kepuasan 60% 90% Program peningkatan pelayanan | Fungsi Penunjang KECAMATAN
Masyarakat masyarakat Pemerintahan Umum
Kecamatan
Prosentase SKPD yang 60% 90% Program Pengembangan Komunikasi dan DINAS KOMUNIKASI
menerapkan layanan Komunikasi, Informasi dan Informatika DAN INFORMATIKA
unggulan Digital Media Massa
Government Service Program Fasilitasi Peningkatan
(DGS) SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

Program pengkajian dan

penelitian bidang informasi dan

komunikasi
Rata-rata cakupan N/A 92% Program Penataan Administrasi Kependudukan dan DINAS
kepemilikan dokumen Kependudukan Catatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN
Administrasi PENCATATAN SIPIL
Kependudukan
Persentase Instansi yang | N/A 95% Proram Keserasian
Memanfaatkan Data Kebijakan
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Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Indikator Kinerja — — Program Pembangunan .
N Sasaran Daerah Perangkat Daerah Kondisi Kond_|5| Daerah S ey Penanggung Jawab
Awal Akhir
Penduduk Disdukcapil Kependudukan
Indeks Kepuasan 79% 81% Program Pengelolaan
Masyarakat Data Kependudukan
Persentase Penegakan 100% 72% Program Pemeliharaan Ketentraman, SATPOL PP
Perda Kantrantibmas Dan Pencegahan | Ketertiban, Dan
Tindak Kriminal Perlindungan
Program Penegakan Perda Masyarakat
Persentase pemilih yang | 70,5% 75% Program pendidikan Ketentraman, KANTOR KESATUAN
berpartisipasi politik masyarakat Ketertiban, Dan BANGSA DAN POLITIK
Perlindungan
Masyarakat
Persentase pencapaian 22% 22% Program Peningkatan kapasitas Fungsi Penunjang SEKRETARIAT DPRD
prolegda Lembaga DPRD Lainnya (Fungsi
Penunjang
Perumusan
Kebijakan)
Nilai Akuntabilitas 79 (BB) 82 (A) Program peningkatan sistem Fungsi Penunjang SETDA
Kinerja Pemerintah akuntabilitas kinerja pemerintah | Lainnya (Fungsi
(AKIP) daerah Penunjang
Program Penyelenggaraan dan Perumusan
pembinaan pemerintah desa Kebijakan)
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan dan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentase Ratarata N/A 95% Program Perencanaan Fungsi Penunjang BAPPEDA
capaian Pembangunan Daerah. Perencanaan
Sasaran Daerah Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
Persentase Rata-rata N/A 91,50% Program pengendalian Fungsi Penunjang BAPPEDA
capaian target kinerja Perencanaan Pembangunan Perencanaan
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Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Perangkat Daerah

No Kondisi Kondisi Bidang Urusan
Sasaran Daerah Perangkat Daerah Awal Akhir Daerah Penanggung Jawab
program OPD Daerah
Persentase Desa dengan | 80% 100% Program pembinaan Fungsi Penunjang KECAMATAN
penyelesaian APBDes pemerintahan umum kecamatan | Pemerintahan Umum
tepat waktu
Rata-rata persentase 70% 90% Program pemberdayaan Fungsi Penunjang KECAMATAN
kesesuaian APBDes masyarakat Pemerintahan Umum
dengan RPJMDes
Persentase realisasi 60% 100% Program Pembinaan Sosial Fungsi Penunjang KECAMATAN
program prioritas Kemasyarakatan Kecamatan Pemerintahan Umum
Musrenbang Kecamatan
Persentase Belanja 58,90% 45% Program Peningkatan Kapasitas | Fungsi Penunjang SETDA
Pegawai dan Kualitas Kelembagaan Lainnya (Fungsi
Penunjang
Perumusan
Kebijakan)
Opini Pemeriksaan BPK | 1 (WTP) 1 (WTP) Program Peningkatan Kapasitas | Fungsi Penunjang BKAD
Sumber Daya Aparatur Lainnya (Fungsi
Program Peningkatan dan Penunjang
Pengembangan Pengelolaan Keuangan)
Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang
Daerah
Persentase PAD 20,21% 26% Program Peningkatan dan Fungsi Penunjang BKAD
terhadap Pendapatan Pengembangan Lainnya (Fungsi
Daerah Penunjang Keuangan
Persentase PAD 16,18% 21,00% Pengelolaan Keuangan Daerah
terhadap Belanja Daerah
2 Umur Harapan AKI 87.5/100.000 | 85/100.000 Program Peningkatan Kesehatan DINAS KESEHATAN
Hidup KH KH keselamatan ibu melahirkan dan

anak

Program Upaya kesehatan
masyarakat
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Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Perangkat Daerah

No Kondisi Kondisi Bidang Urusan
Sasaran Daerah Perangkat Daerah Awal Akhir Daerah Penanggung Jawab
AKB 8,35/ 8,0/ Program Peningkatan pelayanan | Kesehatan DINAS KESEHATAN
1.000 KH 1.000 KH kesehatan anak Balita
Net Death Rate 18,98/ 16,5/ Program Peningkatan pelayanan | Kesehatan RSUD PANEMBAHAN
1 1 rumah sakit SENOPATI
pasien pasien Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paruparu/
rumah sakit mata
Rata-rata jumlah jiwa 3.34 jiwa 3,04 jiwa Program Keluarga Berencana Keluarga Berencana DINAS
dalam keluarga dan Keluarga PENGENDALIAN
Program Pelayanan Kontrasepsi | Sejahtera PENDUDUK, KB,
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DAN
DESA
Prevalensi Balita Gizi 0,38% 0,37% Program Perbaikan gizi Kesehatan DINAS KESEHATAN
Buruk masyarakat
Ketersediaan Energi 3.072 3.1 Program Peningkatan Ketahanan | Ketahanan Pangan DINAS PERTANIAN,
kkal/ kapita/ kkal/ kapita/ Pangan(Pertanian /Perkebunan) PANGAN, KELAUTAN
hari hari DAN PERIKANAN
Ketersediaan Protein 77,80 78,36
kkal/ kapita/ kkal/ kapita/
hari hari
Skor Pola Pangan 93,1 93,16
Harapan
Angka Kesakitan/ 150/ 110/ Program Pengembangan Kesehatan DINAS KESEHATAN
Insiden Rate (IR) DBD 100.000 100.000 lingkungan sehat
penduduk penduduk
Prevalensi Penderita <0,5 0,1 Program Pencegahan dan Kesehatan DINAS KESEHATAN
HIV penanggulangan penyakit
menular
Persentase prestasi 24% 30% Program Pembinaan dan Kepemudaan dan DINAS PENDIDIKAN,
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Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Perangkat Daerah

pendidikan dasar 9 tahun

e Sasaran Daerah Perangkat Daerah KX\?V(::ISI I?Er?ilfl Daerah ZDEEn s Penanggung Jawab
olahraga tingkat Pemasyarakatan Olahraga PEMUDA DAN
propinsi (POPDA/ Olahraga. OLAHRAGA
Pekan Olah Raga Program peningkatan sarpras
Pelajar) yang diikuti olahraga

3 Angka Harapan Angka Partisipasi Kasar | APK APK SD: Program wajib belajar Pendidikan DINAS PENDIDIKAN,

Lama sekolah dan Angka Partisipasi SD:94,5% 96,5% pendidikan dasar 9 tahun PEMUDA DAN
Murni APK SMP: 96% OLAHRAGA
SMP:91,5% APM SD:
APM 84,65%
SD:83,02% SMP: Program peningkatan mutu
pendidik dan tenaga
kependidikan
SMP:67,64% | 68,20% Program manajemen pelayanan
pendidikan
Angka Melanjutkan (Ke | ke SMP Ke SMP: Program wajib belajar Pendidikan DINAS PENDIDIKAN,
SMP/ SLTA) 100% 100%, ke pendidikan dasar 9 tahun PEMUDA DAN
SMA: 100% (Jenjang SMP) OLAHRAGA
ke SMA
90.13%
Angka Rata-Rata Lama | 8.74 tahun 9 tahun Program wajib belajar
Sekolah pendidikan dasar 9 tahun
Peringkat rata-rata nilai Ranking Ranking Program Peningkatan Prestasi
USM SD/MI IV DIY (SD) | I DIY (SD) Akademik
Peringkat rata-rata nilai | Ranking Il Ranking |
UN SMP/MTs DIY (SMP) DIY (SMP)
Jumlah Prestasi Non 5 Buah 26 Buah
Akademik Tk Nasional
Persentase Peningkatan | 28% 33% Program Pengembangan Budaya | Perpustakaan DINAS
Baca dan Pembinaan PERPUSTAKAAN
Pemustaka yang Perpustakaan, DAN KEARSIPAN
berkunjung ke
Perpustakaan
Persentase kelulusan SD:99.9% SD: 100 Program wajib belajar Pendidikan DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN
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Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Perangkat Daerah

No Kondisi Kondisi Bidang Urusan
Sasaran Daerah Perangkat Daerah Awal Akhir Daerah Penanggung Jawab
SMP:100 SMP:100 Program peningkatan mutu OLAHRAGA
pendidik dan tenaga
kependidikan
% Program manajemen pelayanan
pendidikan
Angka Putus Sekolah SD 0.02% SD:0,02% Program wajib belajar
SMP: SMP: pendidikan dasar 9 tahun
0,02% 0,02%
APK PAUD APK APK PAUD: | Program Pendidikan
PAUD: 98,95% Anak Usia Dini
98,78%
4 Angka Kemiskinan | Angka Pengangguran 4,1% 2,8% Program Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan DISNAKERTRANS
dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Persentase kategori 13,9% 12,49% Program Penyiapan Tenaga Pengendalian DINAS
keluarga kurang Pendamping Kelompok Bina Penduduk dan PENGENDALIAN
sejahtera Keluarga Keluarga Berencana PENDUDUK, KB, PMD
Nilai Tukar Petani 101,1 102 Program Peningkatan Ketahanan | Pertanian DINAS PERTANIAN,
Pangan (Pertanian/Perkebunan) PKP
Persentase Penyandang 14% 12,50% Program Pelayanan Dan Sosial DINAS SOSIAL,
Masalah Kesejahteraan Rehabilitasi Kesejahteraan PEMBERDAYAAN
Sosial Sosial PEREMPUAN DAN
Program Pemberdayaan Fakir PERLINDUNGAN
Miskin, Komunitas Adat ANAK
Terpencil (KAT), dan PMKS
Lainnya
Indeks Desa 85 24 Program Peningkatan Partisipasi | Pemberdayaan DINAS
Membangun Masyarakat Dalam Membangun | Masyarakat dan Desa | PENGENDALIAN
Desa
Program Peningkatan PENDUDUK, KB, PMD
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
5 Pertumbuhan Pertumbuhan Ekspor 6,85% 7% Program Peningkatan dan Perdagangan DINAS
Ekonomi Pengembangan Ekspor PERDAGANGAN

Kabupaten Bantul Tahun 2021




Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Perangkat Daerah

No Kondisi Kondisi Bidang Urusan
Sasaran Daerah Perangkat Daerah Awal Akhir Daerah Penanggung Jawab
Jumlah Pasar Tipe A, 0 4 unit Program Penataan Pasar Rakyat | Perdagangan DINAS
Program Pemberdayaan PERDAGANGAN
Pedagang
Pertumbuhan PDRB N/A 5,95 % Program peningkatan efisiensi Perdagangan DINAS
Sub Kategori perdagangan dalam negeri PERDAGANGAN
Perdagangan Program perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan
Pertumbuhan Investasi 8,43 % 9,5% Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal DINAS PENANAMAN
Investasi Dan Realisasi Investasi MODAL DAN
Program Peningkatan Promosi PELAYANAN
Dan Kerjasama Investasi TERPADU
Percepatan Belanja 51% 75% Program Peningkatan dan Fungsi Penunjang BKAD
Pemerintah Pengembangan Pengelolaan Lainnya (Fungsi
Keuangan Daerah Penunjang
Keuangan)
6 Pemerataan Upah Mininum Rp. 1.163.800 | Rp.1.773.479 | Program Perlindungan Ketenagakerjaan DISNAKERTRANS
Pendapatan (Gini Kabupaten Pengembangan Lembaga
Ratio) Ketenagakerjaan
Program Penempatan
Tenaga Kerja
Jumlah Usaha Mikro N/A 180 unit Program Penciptaan Iklim Usaha | Koperasi Usaha Kecil | DINAS KOPERASI,
yang Naik Kelas Usaha Kecil Menengah Yang dan Menengah USAHA KECIL
Kondusif MENENGAH, DAN
Program Pengembangan PERINDUSTRIAN
Kewirausahaan Dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Peningkatan tingkat N/A 10 unit Program Peningkatan Kualitas
Kesehatan Koperasi Kelembagaan Koperasi
7 Pertumbuhan Jumlah Kunjungan 2.500.114 6.780.706 Program Pengembangan Pariwisata DINAS PARIWISATA
Jumlah Kunjungan | Wisatawan orang orang Pemasaran Pariwisata
Wisataan Lama Tinggal 1,1 hari 2,2hari Program Pengembangan
Wisatawan Destinasi Pariwisata
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Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Perangkat Daerah

No Kondisi Kondisi Bidang Urusan
Sasaran Daerah Perangkat Daerah Awal Akhir Daerah Penanggung Jawab
Program Pengembangan
Kemitraan
8 Cakupan Industri Pertumbuhan Industri 1,56% 2% Program pengembangan industri | Perindustrian DINAS KOPERASI,
Kreatif kecil dan menengah USAHA KECIL
Program peningkatan kapasitas MENENGAH, DAN
IPTEK sistem produksi PERINDUSTRIAN
Cakupan Pengembangan | 0% 75% Program Potensi Energi Energi dan Sumber
Potensi Ketersediaan Daya Mineral
Energi

9 Pertumbuhan Produksi Tanaman 230.860 ton 232.272,99 Program Peningkatan Produksi Pertanian DINAS PERTANIAN,
produksi tanaman Pangan (padi, jagung, ton Pertanian/ Perkebunan
pangan. kedelai)

10 | Pertumbuhan Produksi Tanaman 14.363,65 ton | 15.502,70 ton PANGAN, KELAUTAN
produksi tanaman Hortikultura DAN PERIKANAN
hortikultura

11 | Pertumbuhan Produksi tanaman 14.458,93 ton | 14.655,19 ton
produksi tanaman Perkebunan
perkebunan

12 | Pertumbuhan Peningkatan Produksi 14.142,37 ton | 14.790,70 ton | Program Peningkatan Produksi
produksi daging daging Peternakan
(sapi, kambing, Program Pencegahan Dan
domba, kuda, Penanggulangan Penyakit
unggas). Ternak

13 | Pertumbuhan Peningkatan Produksi 12.106 ton 13.577 ton Program Pengembangan Kelautan dan DINAS PERTANIAN,
Produksi Perikanan Budidaya Perikanan Perikanan
Perikanan Program Pengembangan PANGAN, KELAUTAN

Perikanan Tangkap DAN PERIKANAN
Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

14 | Indeks Kepuasan Persentase Jalan 84,01% 76,08 % Program Rehabilitasi/ Pekerjaan Umum dan | DINAS PEKERJAAN
Masyarakat Kabupaten dalam Pemeliharaan Jalan Dan Penataan Ruang UMUM PERUMAHAN
Terhadap Layanan | kondisi mantap Jembatan DAN KAWASAN
Infrastruktur Persentase Gedung 76% 84% Program Pembangunan Gedung | Pekerjaan Umum dan | PERMUKIMAN

Pemerintah Kondisi
Baik

Penataan Ruang
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Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Perangkat Daerah

No Kondisi Kondisi Bidang Urusan
Sasaran Daerah Perangkat Daerah Awal Akhir Daerah Penanggung Jawab
Persentase Kawasan 42% 100% Program Pengembangan Kinerja | Perumahan Rakyat
kumuh Pengelolaan Sampah dan Kawasan
perkotaan yang Pemukiman
tertangani
Persentase kecukupan 78% 83,16% Program Pengembangan dan Pekerjaan Umum dan
air irigasi Pengelolaan Jaringan Irigasi, Penataan Ruang
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Program Pengembangan, Pekerjaan Umum dan
Pengelolaan, dan Konservasi Penataan Ruang
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
Persentase penurunan 5% 1,83% Program Peningkatan Pelayanan | Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN
kecelakaan lalu lintas Angkutan
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
15 | Indeks Kualitas Indeks Kualitas Air 30,69 56 Program Pengendalian Lingkungan Hidup DINAS LINGKUNGAN
Lingkungan Hidup | (IKA) Pencemaran Dan Perusakan HIDUP
Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara 46,47 90 Program Pengendalian
(IKUd) Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Indeks Tutupan Lahan 24,29 61,2 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam;
Program pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Volume sampah yang 410.000 m3 470.000 m® Program peningkatan kinerja
tertangani pengelolaan persampahan
16 | Desa Tangguh Persentase kecepatan 90% 100% Program Pencegahan Dini dan Urusan ketenteraman, | BPBD
Bencana Reaksi Penanggulangan Korban ketertiban umum, dan

Tanggap Darurat
Bencana yang
memenuhi respon time
15 menit

Bencana Alam

pelindungan
masyarakat
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Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Perangkat Daerah

No Kondisi Kondisi Bidang Urusan
Sasaran Daerah Perangkat Daerah Awal Akhir Daerah Penanggung Jawab
Persentase Sekolah 2,19% 5,20% Program Pencegahan Dini dan
Siaga Bencana Penanggulangan Korban
Persentase Relokasi N/A 100% Bencana Alam
Warga
Presentase penanganan 13,52% 47,68% Program pengendalian banjir Urusan Pekerjaan DINAS PEKERJAAN
banjir Umum dan Penataan UMUM P,K, dan P
Ruang
17 | Presentase Jumlah dokumen tata N/A 4 Program Perencanaan Penataan Ruang DINAS PERTANAHAN
Kesesuaian ruang yang sudah Tata Ruang DAN TATA RUANG
Pemanfaatan diperdakan
Ruang Persentase cakupan 70% 80% Program pemanfaatan ruang Penataan Ruang DINAS PERTANAHAN
pengendalian tata ruang Program Pengendalian tata DAN TATA RUANG
ruang
Cakupan Sertifikasi N/A 100% Program Peningkatan Pelayanan | Pertanahan
Tanah Pertanahan
18 | Angka Jumlah intoleransi di N/A 0 Kasus Program Kemitraan Urusan KANTOR KESATUAN
Kriminalitas masyarakat pengembangan wawasan Ketenteraman, BANGSA DAN POLITIK
kebangsaaan Ketertiban Umum,
Dan Pelindungan
Masyarakat
Persentase Penyelesaian | 0% 100% Program Peningkatan Keamanan | Urusan SATPOL PP
Pelanggaran K3 dan Kenyamanan Lingkungan Ketenteraman,
Program Pemberdayaan Ketertiban Umum,
masyarakat untuk menjaga Dan Pelindungan
ketertiban dan keamanan Masyarakat
Program Peningkatan Ketertiban
dan Keamanan
Rasio Kekerasan 0,38 0,38 Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan DINAS SOSIAL,
Perempuan dan Anak Hidup dan Perlindungan Perempuan dan PEMBERDAYAAN
Perempuan dan Anak Perindungan Anak PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN
ANAK
Jumlah Pemuda Pelopor | 4 Orang 4 Orang Program Peningkatan upaya Kepemudaan dan DINAS PENDIDIKAN,
penumbuhan kewirausahaan dan | Olahraga PEMUDA DAN
kecakapan hidup Pemuda OLAHRAGA
19 | Indeks Cakupan Pelestarian N/A 30% Program Pengelolaan Kebudayaan DINAS KEBUDAYAAN
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Kon%?:ialan Kmfg)ﬁ Sisi Program Pembangunan Bidang Urusan Perangkat Daerah
Sasaran Daerah Perangkat Daerah . Daerah Penanggung Jawab
Awal Akhir
Pembangunan adat dan tradisi Keragaman Budaya
Kebudayaan Cakupan Perlindungan N/A 24% Program Pengembangan Nilai
Warisan Budaya Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
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f. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan
Tahunan.
Tabel 1.1.12 Matriks Kegiatan tahun Anggaran 2021 berdasarkan RKPD Perubahan tahun

2021 Peraturan Bupati Bantul No 66 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Uraian Urusan, Perangkat Daerah Anggaran Setelah o
) Realisasi %
Program dan Kegiatan Perubahan
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 752.925.134.668,00 699.649.960.724,00 92,92
PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH 752.925.134.668,00 699.649.960.724,00 92,92
RAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 326.468.973.843,00 300.271.751.933,00 91,98
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 843.540.300,00 810.130.120,00 96,04
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 321.602.838.554,00 296.230.857.310,00 92,11
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 28.000.000,00 93,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.012.722.671,00 1.616.026.848,00 80,29
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.227.270.853,00 1.067.639.070,00 86,99
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 752.601.465,00 519.098.585,00 68,97
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 237.966.390.308,00 224.518.710.929,00 94,35
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 120.266.620.050,00 115.899.565.308,00 96,37
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 68.894.492.718,00 67.397.847.500,00 97,83
Pertama
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 42.863.056.400,00 35.714.754.237,00 83,32
(PAUD)
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.942.221.140,00 5.506.543.884,00 92,67
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1.969.968.700,00 1.851.942.050,00 94,01
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 1.738.450.960,00 1.633.764.310,00 93,98
Pendidikan Dasar
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 231.517.740,00 218.177.740,00 94,24
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA 186.519.801.817,00 173.007.555.812,00 92,76
KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik 186.519.801.817,00 173.007.555.812,00 92,76
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 545.859.639.218,00 509.880.580.273,28 93,41
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN 315.072.374.762,00 285.113.098.012,28 90,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 168.549.752.483,00 157.667.576.533,50 93,54
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 329.860.340,00 318.155.370,00 96,45
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 109.367.704.033,00 105.281.642.367,00 96,26
Administrasi Umum Perangkat Daerah 846.969.600,00 535.107.330,00 63,18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.242.751.080,00 3.056.691.286,00 94,26
Pemerintahan Daerah
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah
Program dan Kegiatan

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

1.028.520.940,00

968.770.461,00

94,19

Peningkatan Pelayanan BLUD

53.733.946.490,00

47.507.209.719,50

88,41

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

132.516.583.593,00

114.329.528.110,78

86,28

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

18.733.689.000,00

16.677.265.254,78

89,02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

105.100.215.232,00

90.366.267.282,00

85,98

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan

secara Terintegrasi

1.517.706.000,00

1.494.318.450,00

98,46

Penerbitan 1zin Rumah Sakit Kelas C, D dan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

7.164.973.361,00

5.791.677.124,00

80,83

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

12.205.288.665,00

11.719.445.747,00

96,02

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di
Wilayah Kabupaten/Kota

114.743.980,00

107.065.170,00

93,31

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

2.639.966.019,00

2.477.044.958,00

93,83

Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9.450.578.666,00

9.135.335.619,00

96,66

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

722.644.640,00

678.576.871,00

93,90

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat

Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

69.449.000,00

67.099.000,00

96,62

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin

Produksi, untuk Produk Makanan Minuman

Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri

Rumah Tangga

164.185.000,00

164.037.500,00

99,91

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara
lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)

357.853.640,00

323.023.371,00

90,27

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

5.000.000,00

5.000.000,00

100,00

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan
Produk Makanan Minuman Industri Rumah
Tangga

126.157.000,00

119.417.000,00

94,66

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1.078.105.381,00

717.970.750,00

66,60

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,

Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas

Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

255.252.000,00

225.308.000,00

88,27

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

313.608.750,00

200.163.750,00

63,83

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

509.244.631,00

292.499.000,00

57,44

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

230.787.264.456,00

224.767.482.261,00

97,39
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah
Program dan Kegiatan

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

39.806.317.783,00

37.061.405.215,00

93,10

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

39.806.317.783,00

37.061.405.215,00

93,10

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

186.190.946.673,00

183.557.684.133,00

98,59

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

22.778.615.716,00

20.949.204.311,00

91,97

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

163.412.330.957,00

162.608.479.822,00

99,51

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

4.790.000.000,00

4.148.392.913,00

86,61

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

4.790.000.000,00

4.148.392.913,00

86,61

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

161.204.682.172,00

150.855.234.671,00

93,58

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN

160.432.814.092,00

150.100.633.071,00

93,56

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

15.056.863.500,00

13.956.595.854,00

92,69

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

711.495.220,00

686.509.840,00

96,49

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

10.943.237.536,00

10.256.621.855,00

93,73

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.104.912.000,00

947.043.294,00

85,71

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

870.503.670,00

819.025.900,00

94,09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

1.426.715.074,00

1.247.394.965,00

87,43

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA)

20.020.532.616,00

18.834.014.545,00

94,07

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota

7.358.644.099,00

6.875.493.800,00

93,43

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

12.661.888.517,00

11.958.520.745,00

94,45

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM

10.046.943.240,00

9.785.308.240,00

97,40

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota

10.046.943.240,00

9.785.308.240,00

97,40

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

5.218.853.250,00

5.144.623.000,00

98,58

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota

5.218.853.250,00

5.144.623.000,00

98,58

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

3.262.138.165,00

3.137.190.000,00

96,17
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah Anggaran Setelah L
. Realisasi %
Program dan Kegiatan Perubahan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 3.262.138.165,00 3.137.190.000,00 96,17
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN 13.752.079.480,00 13.418.193.259,00 97,57
PERMUKIMAN
Penyelenggaraan Infrastruktur pada 13.752.079.480,00 13.418.193.259,00 97,57
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN 10.228.431.254,00 9.911.557.360,00 96,90
GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di 10.228.431.254,00 9.911.557.360,00 96,90
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
I1zin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 82.128.407.747,00 75.279.884.233,00 91,66
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 82.128.407.747,00 75.279.884.233,00 91,66
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 718.564.840,00 633.266.580,00 88,13
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil 492.205.120,00 437.993.620,00 88,99
Konstruksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa 226.359.720,00 195.272.960,00 86,27
Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 771.868.080,00 754.601.600,00 97,76
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN 49.000.000,00 49.000.000,00 | 100,00
LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN 477.436.580,00 460.170.100,00 96,38
PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah 190.386.000,00 189.158.000,00 99,35
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata 86.277.500,00 83.976.500,00 97,33
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan 121.409.340,00 107.707.140,00 88,71
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 79.363.740,00 79.328.460,00 99,96
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN 245.431.500,00 245.431.500,00 | 100,00
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
TATA RUANG
Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang 245.431.500,00 245.431.500,00 100,00
Strategis Kasultanan dan Kadipaten
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.482.281.589,00 5.253.824.275,00 95,83
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN 5.482.281.589,00 5.253.824.275,00 95,83
DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.616.111.589,00 2.463.446.775,00 94,16
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum 2.333.966.349,00 2.186.513.135,00 93,68
dan/atau Rumah Khusus
Penerbitan Izin Pembangunan dan 282.145.240,00 276.933.640,00 98,15
Pengembangan Perumahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.866.170.000,00 2.790.377.500,00 97,36
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 2.866.170.000,00 2.790.377.500,00 97,36

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)
Ha
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah

Anggaran Setelah

Penyelamatan, dan Penanganan Bahan

Program dan Kegiatan Perubahan el %
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 0,00 0,00
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 36.076.023.880,00 29.071.893.619,00 80,59
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12.321.532.645,00 11.403.632.692,00 92,55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 9.318.547.645,00 8.446.097.018,00 90,64
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 31.412.500,00 31.412.500,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.724.478.645,00 6.873.037.638,00 88,98
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 249.525.000,00 248.181.250,00 99,46
Administrasi Umum Perangkat Daerah 417.012.500,00 402.634.350,00 96,55
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 308.523.000,00 304.410.180,00 98,67
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 587.596.000,00 586.421.100,00 99,80
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENINGKATAN 3.002.985.000,00 2.957.535.674,00 98,49
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan 2.514.880.000,00 2.472.660.341,00 98,32
Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 488.105.000,00 484.875.333,00 99,34
dan Peraturan Bupati/Wali Kota
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 23.754.491.235,00 17.668.260.927,00 74,38
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.582.141.109,00 5.006.444.157,00 89,69
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 57.163.160,00 53.983.680,00 94,44
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.893.034.161,00 3.625.390.147,00 93,13
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 171.440.880,00 103.957.120,00 60,64
Administrasi Umum Perangkat Daerah 302.587.344,00 218.583.724,00 72,24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 1.200.000,00 0,00 0,00
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 207.728.360,00 184.715.108,00 88,92
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 948.987.204,00 819.814.378,00 86,39
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 15.936.190.341,00 10.460.660.430,00 65,64
Pelayanan Informasi Rawan Bencana 756.215.674,00 724.724.160,00 95,84
Kabupaten/Kota
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 13.776.808.626,00 8.392.789.610,00 60,92
Terhadap Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 1.374.966.041,00 1.330.144.160,00 96,74
Bencana
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan 28.200.000,00 13.002.500,00 46,11
Bencana
PROGRAM PENCEGAHAN, 2.236.159.785,00 2.201.156.340,00 98,43
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 2.224.122.285,00 2.189.333.840,00 98,44
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah

Anggaran Setelah

Program dan Kegiatan Perubahan el %
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan 12.037.500,00 11.822.500,00 98,21
Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 25.031.108.925,00 23.897.023.274,00 95,47
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 25.031.108.925,00 23.897.023.274,00 95,47
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6.566.654.195,00 5.916.985.199,00 90,11
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 153.941.980,00 152.839.247,00 99,28
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.375.601.221,00 4.792.585.131,00 89,15
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.661.749,00 4.642.500,00 99,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah 421.289.908,00 393.076.050,00 93,30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 253.875.798,00 230.943.167,00 90,97
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 357.283.539,00 342.899.104,00 95,97
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 994.260.963,00 991.361.237,00 99,71
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah 14.490.000,00 14.490.000,00 100,00
Kabupaten/Kota
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan 979.770.963,00 976.871.237,00 99,70
Sosial Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 11.534.840.480,00 11.098.745.328,00 96,22
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 11.090.953.230,00 10.683.404.828,00 96,33
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 443.887.250,00 415.340.500,00 93,57
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 5.346.868.760,00 5.309.927.990,00 99,31
SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 5.346.868.760,00 5.309.927.990,00 99,31
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN BENCANA 357.493.490,00 349.420.500,00 97,74
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 125.258.490,00 119.145.500,00 95,12
dan Sosial Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat 232.235.000,00 230.275.000,00 99,16
terhadap Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN 230.991.037,00 230.583.020,00 99,82
MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 230.991.037,00 230.583.020,00 99,82

Nasional Kabupaten/Kota

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 33.434.798.706,00 32.056.020.095,42 95,88
KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN 33.434.798.706,00 32.056.020.095,42 95,88
TRANSMIGRASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 9.365.349.646,00 8.358.934.711,46 89,25
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 68.394.990,00 68.285.161,16 99,84

Kinerja Perangkat Daerah
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah

Anggaran Setelah

Program dan Kegiatan Perubahan el %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.599.017.266,00 6.672.418.084,16 87,81
Administrasi Umum Perangkat Daerah 704.741.982,00 681.622.051,16 96,72
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 476.543.335,00 463.442.814,98 97,25
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 516.652.073,00 473.166.600,00 91,58
Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 2.135.449.360,00 2.074.831.461,90 97,16
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit 1.665.923.960,00 1.637.815.856,32 98,31
Kompetensi
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 150.613.650,00 150.478.400,00 99,91
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah 318.911.750,00 286.537.205,58 89,85
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 21.441.863.900,00 21.158.295.305,32 98,68
Pelayanan Antarkerja di Daerah 21.101.330.900,00 20.828.450.305,32 98,71
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 335.083.000,00 324.632.500,00 96,88
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) 5.450.000,00 5.212.500,00 95,64
di Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 492.135.800,00 463.958.616,74 94,27
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan 211.242.800,00 207.492.616,74 98,22
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 280.893.000,00 256.466.000,00 91,30
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.935.157.296,00 1.563.020.002,00 80,77
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 1.935.157.296,00 1.563.020.002,00 80,77
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER 176.078.500,00 168.307.035,00 95,59
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 14.647.000,00 14.647.000,00 100,00
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, 24.079.000,00 24.079.000,00 100,00
Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga 137.352.500,00 129.581.035,00 94,34
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 539.658.680,00 490.773.480,00 90,94
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan 52.230.000,00 40.672.500,00 77,87
Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 408.487.930,00 374.960.230,00 91,79
Perempuan Korban Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga 78.940.750,00 75.140.750,00 95,19
Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA 38.564.240,00 37.834.291,00 98,11

GENDER DAN ANAK
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah Anggaran Setelah L
. Realisasi %
Program dan Kegiatan Perubahan
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan 38.564.240,00 37.834.291,00 98,11
Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 404.598.500,00 402.878.140,00 99,57
Penguatan dan Pengembangan Lembaga 404.598.500,00 402.878.140,00 99,57
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS 776.257.376,00 463.227.056,00 59,67
ANAK
Penyediaan Layanan bagi Anak yang 776.257.376,00 463.227.056,00 59,67
Memerlukan Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 380.035.120,00 379.807.120,00 99,94
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN 380.035.120,00 379.807.120,00 99,94
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI 366.885.120,00 366.657.120,00 99,94
DAN KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 73.710.120,00 73.482.120,00 99,69
Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan 3.975.000,00 3.975.000,00 100,00
Pangan Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi 289.200.000,00 289.200.000,00 100,00
Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN 13.150.000,00 13.150.000,00 100,00
PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan 6.775.000,00 6.775.000,00 100,00
Pangan Kecamatan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan 6.375.000,00 6.375.000,00 100,00
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 10.069.675.385,00 8.817.086.306,00 87,56
PERTANAHAN
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 10.069.675.385,00 8.817.086.306,00 87,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.879.360.637,00 5.393.767.901,00 91,74
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.043.834.877,00 4.606.541.898,00 91,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah 260.160.624,00 231.007.050,00 88,79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 128.500.000,00 127.878.700,00 99,52
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 207.008.720,00 189.461.870,00 91,52
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 239.856.416,00 238.878.383,00 99,59
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 672.997.320,00 371.736.210,00 55,24
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 672.997.320,00 371.736.210,00 55,24
satu Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN 3.517.317.428,00 3.051.582.195,00 86,76
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
PERTANAHAN
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah 3.517.317.428,00 3.051.582.195,00 86,76
Kadipaten
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah
Program dan Kegiatan

Anggaran Setelah
Perubahan

Realisasi

%

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

28.493.524.519,00

27.516.547.498,07

96,57

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

28.493.524.519,00

27.516.547.498,07

96,57

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

13.318.158.464,00

12.718.316.389,00

95,50

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

12.557.500,00

12.552.500,00

99,96

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

10.270.369.619,00

9.745.598.533,00

94,89

Administrasi Umum Perangkat Daerah

334.417.147,00

333.394.150,00

99,69

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

702.857.620,00

663.279.479,00

94,37

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

1.997.956.578,00

1.963.491.727,00

98,27

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN
HIDUP

170.470.280,00

170.259.353,00

99,88

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

170.470.280,00

170.259.353,00

99,88

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

1.442.957.966,00

1.349.390.507,00

93,52

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1.128.572.966,00

1.036.687.757,00

91,86

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

314.385.000,00

312.702.750,00

99,46

PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

5.715.932.441,00

5.654.689.280,07

98,93

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota

5.715.932.441,00

5.654.689.280,07

98,93

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

14.970.000,00

14.830.000,00

99,06

Penyimpanan Sementara Limbah B3

14.970.000,00

14.830.000,00

99,06

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP I1ZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

17.700.000,00

17.700.000,00

100,00

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan
1zin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

17.700.000,00

17.700.000,00

100,00

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

266.182.500,00

265.140.000,00

99,61

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

266.182.500,00

265.140.000,00

99,61

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT

25.700.000,00

25.700.000,00

100,00

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

25.700.000,00

25.700.000,00

100,00

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

59.975.000,00

59.975.000,00

100,00
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah Anggaran Setelah L
. Realisasi %
Program dan Kegiatan Perubahan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 59.975.000,00 59.975.000,00 100,00
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 7.461.477.868,00 7.240.546.969,00 97,04
Pengelolaan Sampah 7.461.477.868,00 7.240.546.969,00 97,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 12.442.572.451,00 11.724.758.076,00 94,23
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 12.442.572.451,00 11.724.758.076,00 94,23
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 10.612.436.641,00 9.915.131.296,00 93,43
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 545.568.870,00 544.518.490,00 99,81
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.194.818.381,00 6.542.970.233,00 90,94
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 182.342.000,00 182.305.000,00 99,98
Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.488.166.630,00 1.470.980.540,00 98,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 558.515.000,00 552.893.750,00 98,99
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 221.328.760,00 211.936.835,00 95,76
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 421.697.000,00 409.526.448,00 97,11
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 572.550.080,00 565.935.320,00 98,84
Pelayanan Pendaftaran Penduduk 572.550.080,00 565.935.320,00 98,84
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 539.743.000,00 526.169.270,00 97,49
Pelayanan Pencatatan Sipil 354.695.680,00 352.370.180,00 99,34
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 185.047.320,00 173.799.090,00 93,92
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 626.036.890,00 625.716.580,00 99,95
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data Kependudukan dan 148.337.730,00 148.209.860,00 99,91
Pemanfaatan dan Penyajian Database
Kependudukan
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi 0,00 0,00 | #DIV/0!
Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi 477.699.160,00 477.506.720,00 99,96
Administrasi Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL 91.805.840,00 91.805.610,00 100,00
KEPENDUDUKAN
Penyusunan Profil Kependudukan 91.805.840,00 91.805.610,00 100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5.366.046.890,00 5.198.825.973,00 96,88
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 5.366.046.890,00 5.198.825.973,00 96,88
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN
DESA
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA 33.720.000,00 33.720.000,00 100,00
DESA
Fasilitasi Kerja sama antar Desa 33.720.000,00 33.720.000,00 100,00
PROGRAM ADMINISTRASI 1.493.420.750,00 1.421.722.750,00 95,20
PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 1.493.420.750,00 1.421.722.750,00 95,20
Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 3.838.906.140,00 3.743.383.223,00 97,51
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah
Program dan Kegiatan

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

%

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota

3.838.906.140,00

3.743.383.223,00

97,51

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

15.625.989.506,00

14.688.941.999,00

94,00

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN
DESA

15.625.989.506,00

14.688.941.999,00

94,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7.006.483.376,00

6.509.430.534,00

92,91

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

90.608.800,00

86.170.190,00

95,10

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

5.233.443.401,00

4.823.368.036,00

92,16

Administrasi Umum Perangkat Daerah

571.822.800,00

528.275.850,00

92,38

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

27.175.000,00

24.950.630,00

91,81

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

353.252.375,00

339.385.923,00

96,07

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

730.181.000,00

707.279.905,00

96,86

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

110.300.000,00

109.820.000,00

99,56

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

16.800.000,00

16.320.000,00

97,14

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

93.500.000,00

93.500.000,00

100,00

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)

6.453.626.130,00

6.094.956.465,00

94,44

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk
dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

2.412.620.880,00

2.331.333.665,00

96,63

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB)

838.475.000,00

834.789.500,00

99,56

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan
Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

2.325.513.250,00

2.073.016.300,00

89,14

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

877.017.000,00

855.817.000,00

97,58

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
(KS)

2.055.580.000,00

1.974.735.000,00

96,07

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

2.042.350.000,00

1.962.065.000,00

96,07

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

13.230.000,00

12.670.000,00

95,77
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah

Anggaran Setelah

Program dan Kegiatan Perubahan el %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 25.452.768.868,00 24.410.690.838,00 95,91
PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN 25.452.768.868,00 24.410.690.838,00 95,91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.476.779.251,00 6.775.165.488,00 90,62
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 81.409.000,00 81.399.000,00 99,99
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.097.088.868,00 5.412.151.367,00 88,77
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 174.750.000,00 174.750.000,00 100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.969.435,00 109.629.500,00 99,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 503.868.400,00 493.161.094,00 97,87
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 509.693.548,00 504.074.527,00 98,90
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 17.975.989.617,00 17.635.525.350,00 98,11
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 12.943.859.550,00 12.661.813.200,00 97,82
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 368.775.067,00 368.585.800,00 99,95
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.692.400.000,00 2.660.598.950,00 98,82
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu 1.440.150.000,00 1.430.994.900,00 99,36
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 158.200.000,00 152.327.500,00 96,29
Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek 270.105.000,00 264.405.000,00 97,89
Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan 102.500.000,00 96.800.000,00 94,44
Orang dalam Trayek Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 18.578.910.754,00 17.571.976.218,00 94,58
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18.578.910.754,00 17.571.976.218,00 94,58
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.317.002.352,00 6.561.454.310,00 89,67
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 102.793.250,00 94.340.750,00 91,78
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.568.233.854,00 4.962.671.009,00 89,12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 29.150.000,00 97,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah 879.959.786,00 844.801.902,00 96,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 254.530.449,00 249.591.950,00 98,06
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 481.485.013,00 380.898.699,00 79,11
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1.301.063.000,00 1.278.870.175,00 98,29
PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1.301.063.000,00 1.278.870.175,00 98,29
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 9.960.845.402,00 9.731.651.733,00 97,70
Pengelolaan e-government Di Lingkup 9.960.845.402,00 9.731.651.733,00 97,70
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 7.395.410.405,00 6.713.827.355,00 90,78

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah

Anggaran Setelah

Program dan Kegiatan Perubahan el %
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL 7.395.410.405,00 6.713.827.355,00 90,78
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6.130.204.855,00 5.462.295.100,00 89,10
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 60.132.000,00 59.678.102,00 99,25
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.937.850.305,00 4.340.516.736,00 87,90
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.186.500,00 14.886.500,00 98,02
Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.418.020,00 181.926.500,00 97,07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 157.603.000,00 136.223.000,00 86,43
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 502.335.000,00 474.683.778,00 94,50
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 269.680.030,00 254.380.484,00 94,33
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA 25.335.120,00 24.302.067,00 95,92
SIMPAN PINJAM
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk 25.335.120,00 24.302.067,00 95,92
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN DAN 79.705.120,00 79.021.716,00 99,14
PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, 79.705.120,00 79.021.716,00 99,14
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN 71.710.120,00 71.276.716,00 99,40
KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan 71.710.120,00 71.276.716,00 99,40
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 584.445.900,00 579.699.080,00 99,19
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi 400.773.900,00 397.990.240,00 99,31
Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro 183.672.000,00 181.708.840,00 98,93
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 65.814.540,00 65.725.356,00 99,86
PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 65.814.540,00 65.725.356,00 99,86
yang Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA 201.061.950,00 197.582.556,00 98,27
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan 201.061.950,00 197.582.556,00 98,27
melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 237.132.800,00 233.924.764,00 98,65
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi 237.132.800,00 233.924.764,00 98,65
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 7.717.808.121,00 7.084.295.696,00 91,79

PENANAMAN MODAL
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah

Anggaran Setelah

Program dan Kegiatan Perubahan el %
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 7.717.808.121,00 7.084.295.696,00 91,79
PELAYANAN TERPADU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6.515.038.211,00 6.028.936.440,00 92,54
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 10.500.000,00 10.475.000,00 99,76
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.600.510.121,00 4.153.561.989,00 90,28
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.100.000,00 14.350.000,00 95,03
Administrasi Umum Perangkat Daerah 965.233.205,00 950.787.960,00 98,50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 417.591.410,00 400.920.558,00 96,01
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 408.978.475,00 402.790.933,00 98,49
Urusan Pemerintahan Daerah
Penataan Organisasi 97.125.000,00 96.050.000,00 98,89
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 55.425.000,00 55.366.000,00 99,89
PENANAMAN MODAL
Pembuatan Peta Potensi Investasi 55.425.000,00 55.366.000,00 99,89
Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 154.550.000,00 153.432.500,00 99,28
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 154.550.000,00 153.432.500,00 99,28
yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 527.792.380,00 520.635.740,00 98,64
MODAL
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara 527.792.380,00 520.635.740,00 98,64
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENGENDALIAN 385.827.530,00 247.287.516,00 64,09
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 385.827.530,00 247.287.516,00 64,09
yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 79.175.000,00 78.637.500,00 99,32
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan 79.175.000,00 78.637.500,00 99,32
Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 12.550.254.378,00 11.196.812.657,00 89,22
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH 12.550.254.378,00 11.196.812.657,00 89,22
RAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 1.811.855.157,00 1.368.585.860,00 75,54
DAYA SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan 1.321.450.997,00 1.199.950.500,00 90,81
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi 490.404.160,00 168.635.360,00 34,39
Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 10.002.792.981,00 9.575.273.757,00 95,73
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 935.885.121,00 840.290.020,00 89,79

Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
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Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat 2.328.758.020,00 2.026.630.220,00 87,03
Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 817.803.120,00 807.928.320,00 98,79
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 5.810.606.240,00 5.800.132.717,00 99,82
Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 109.740.480,00 100.292.480,00 91,39
Rekreasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 735.606.240,00 252.953.040,00 34,39
KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 735.606.240,00 252.953.040,00 34,39
Kepramukaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 155.150.000,00 153.400.000,00 98,87
STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 155.150.000,00 153.400.000,00 98,87
PROGRAM PENYELENGGARAAN 155.150.000,00 153.400.000,00 98,87
STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup 155.150.000,00 153.400.000,00 98,87
Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.269.736.500,00 1.236.933.446,00 97,42
PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.269.736.500,00 1.236.933.446,00 97,42
PROGRAM PENYELENGGARAAN 1.269.736.500,00 1.236.933.446,00 97,42
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI
Penyelenggaraan Persandian untuk 775.736.500,00 753.803.031,00 97,17
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi 494.000.000,00 483.130.415,00 97,80
Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 48.583.277.173,00 45.649.754.348,00 93,96
KEBUDAYAAN
DINAS KESEHATAN 1.765.000.000,00 1.761.270.574,00 99,79
PROGRAM PENYELENGGARAAN 1.765.000.000,00 1.761.270.574,00 99,79
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi 1.765.000.000,00 1.761.270.574,00 99,79
Budaya
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 500.000.000,00 394.126.490,00 78,83
DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN 500.000.000,00 394.126.490,00 78,83
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 500.000.000,00 394.126.490,00 78,83
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 314.000.000,00 299.775.750,00 95,47
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
PROGRAM PENYELENGGARAAN 314.000.000,00 299.775.750,00 95,47
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 314.000.000,00 299.775.750,00 95,47
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 288.636.780,00 286.057.941,00 99,11
PROGRAM PENYELENGGARAAN 288.636.780,00 286.057.941,00 99,11
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan 288.636.780,00 286.057.941,00 99,11
Kebudayaan
DINAS KEBUDAYAAN 45.046.796.893,00 42.244.035.193,00 93,78
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4.996.146.074,00 4.402.426.873,46 88,12
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 103.750.000,00 95.626.100,00 92,17
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.972.209.274,00 3.460.614.197,00 87,12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.670.000,00 10.650.000,00 99,81
Administrasi Umum Perangkat Daerah 244.693.850,00 213.028.575,00 87,06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 388.640.950,00 379.246.826,00 97,58
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 276.182.000,00 243.261.175,46 88,08
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 40.050.650.819,00 37.841.608.319,54 94,48
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman 3.528.087.719,00 3.391.126.480,00 96,12
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya 1.224.394.400,00 1.099.977.292,54 89,84
Pengelolaan Taman Budaya 26.680.626.800,00 26.051.141.750,00 97,64
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 8.617.541.900,00 7.299.362.797,00 84,70
DINAS PARIWISATA 199.326.500,00 194.986.500,00 97,82
PROGRAM PENYELENGGARAAN 199.326.500,00 194.986.500,00 97,82
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi 199.326.500,00 194.986.500,00 97,82
Budaya
BADAN KESATUAN BANGSA DAN 469.517.000,00 469.501.900,00 100,00
POLITIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN 469.517.000,00 469.501.900,00 100,00
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KEBUDAYAAN
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 469.517.000,00 469.501.900,00 100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 6.813.579.825,00 6.056.973.661,00 88,90
PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.813.579.825,00 6.056.973.661,00 88,90
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6.051.679.425,00 5.321.214.311,00 87,93
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 1.450.000,00 1.450.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.295.342.745,00 4.587.250.837,00 86,63
Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.909.583,00 147.270.128,00 93,26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 232.160.960,00 228.915.884,00 98,60
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 364.816.137,00 356.327.462,00 97,67
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 761.900.400,00 735.759.350,00 96,57
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 343.732.900,00 338.795.400,00 98,56
Kabupaten/Kota
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat 418.167.500,00 396.963.950,00 94,93
Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 205.275.980,00 205.000.980,00 99,87
KEARSIPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 205.275.980,00 205.000.980,00 99,87
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 186.083.480,00 185.808.480,00 99,85
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah 113.630.240,00 113.380.240,00 99,78
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Arsip Statis Daerah 68.033.240,00 68.008.240,00 99,96
Kabupaten/Kota

Kabupaten Bantul Tahun 2021




Uraian Urusan, Perangkat Daerah

Anggaran Setelah

Program dan Kegiatan Perubahan el %
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi 4.420.000,00 4.420.000,00 100,00
Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN 19.192.500,00 19.192.500,00 100,00
PENYELAMATAN ARSIP
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah 19.192.500,00 19.192.500,00 100,00
Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki
Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2.014.027.270,00 1.999.764.650,00 99,29
KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN 2.014.027.270,00 1.999.764.650,00 99,29
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 203.528.800,00 203.016.460,00 99,75
TANGKAP
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 79.554.800,00 79.554.800,00 100,00
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat 123.974.000,00 123.461.660,00 99,59
Pelelangan Ikan (TPI)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 1.396.813.670,00 1.390.412.390,00 99,54
BUDIDAYA
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 281.155.000,00 281.013.500,00 99,95
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.115.658.670,00 1.109.398.890,00 99,44
PROGRAM PENGOLAHAN DAN 413.684.800,00 406.335.800,00 98,22
PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil 189.284.800,00 185.339.800,00 97,92
Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku 224.400.000,00 220.996.000,00 98,48
Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten / Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 16.546.284.378,00 15.921.725.916,00 96,23
PARIWISATA
DINAS PARIWISATA 16.546.284.378,00 15.921.725.916,00 96,23
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.933.399.358,00 7.551.856.531,00 95,19
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 105.129.242,00 105.020.858,00 99,90
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.309.791.878,00 6.011.462.667,00 95,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah 916.665.077,00 890.463.900,00 97,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 209.524.040,00 203.920.062,00 97,33
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 392.289.121,00 340.989.044,00 86,92
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 6.268.544.220,00 6.086.966.363,00 97,10
DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata 2.467.214.530,00 2.383.347.741,00 96,60
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata 3.771.329.690,00 3.673.618.622,00 97,41
Kabupaten/Kota
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.244.561.860,00 1.237.714.998,00 99,45
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1.244.561.860,00 1.237.714.998,00 99,45

Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota
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PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 1.099.778.940,00 1.045.188.024,00 95,04
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber 1.099.778.940,00 1.045.188.024,00 95,04
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 35.410.964.677,00 32.169.138.461,47 90,85
PERTANIAN
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN 35.410.964.677,00 32.169.138.461,47 90,85
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 26.685.613.077,00 23.886.054.200,47 89,51
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.951.639.567,00 21.392.825.092,00 89,32
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.550.000,00 15.000.000,00 54,45
Administrasi Umum Perangkat Daerah 337.074.407,00 301.437.950,00 89,43
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 855.131.000,00 732.162.000,00 85,62
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 794.626.591,00 737.387.483,00 92,80
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 719.591.512,00 707.241.675,47 98,28
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 2.594.605.440,00 2.535.211.551,00 97,71
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.033.099.580,00 998.194.151,00 96,62
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) 791.160.480,00 779.485.020,00 98,52
Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan 770.345.380,00 757.532.380,00 98,34
Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota Lain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN 4.178.816.000,00 4.103.229.178,00 98,19
PENGEMBANGAN PRASARANA
PERTANIAN
Pengembangan Prasarana Pertanian 34.670.000,00 34.670.000,00 100,00
Pembangunan Prasarana Pertanian 4,144,146.000,00 4,068.559.178,00 98,18
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN 702.992.040,00 688.826.109,00 97,98
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 62.602.500,00 61.582.500,00 98,37
Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan
Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran 478.350.540,00 470.088.880,00 98,27
Hewan dan Produk Hewan Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan 162.039.000,00 157.154.729,00 96,99
Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN DAN 42.904.000,00 41.104.000,00 95,80
PENANGGULANGAN BENCANA
PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 42.904.000,00 41.104.000,00 95,80
Pertanian Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.206.034.120,00 914.713.423,00 75,84
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 1.206.034.120,00 914.713.423,00 75,84
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 21.543.666.779,00 20.524.113.118,86 95,27
PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN 21.543.666.779,00 20.524.113.118,86 95,27
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN 13.513.284.465,00 12.719.463.779,00 94,13
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 52.750.000,00 50.882.500,00 96,46
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.089.905.835,00 10.319.333.979,00 93,05
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan 690.624.380,00 687.311.860,00 99,52
Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah 480.303.000,00 473.484.844,00 98,58
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 0,00 0,00
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 744.617.489,00 739.591.327,00 99,33
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 455.083.761,00 448.859.269,00 98,63
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PERIZINAN DAN 114.215.740,00 114.174.700,00 99,96
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, 114.215.740,00 114.174.700,00 99,96
Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko
Swalayan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA 7.247.544.056,00 7.127.681.144,86 98,35
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 6.077.289.706,00 5.971.372.893,00 98,26
Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana 1.170.254.350,00 1.156.308.251,86 98,81
Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah
Kerjanya
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG 146.692.860,00 144.630.300,00 98,59
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
Pengendalian Harga, dan Stok Barang 146.692.860,00 144.630.300,00 98,59
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 183.645.120,00 81.290.000,00 44,26
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui 183.645.120,00 81.290.000,00 44,26
Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi
Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM STANDARDISASI DAN 338.284.538,00 336.873.195,00 99,58
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, 338.284.538,00 336.873.195,00 99,58
Tera Ulang, dan Pengawasan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.745.464.050,00 1.712.823.748,00 98,13
PERINDUSTRIAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL 1.745.464.050,00 1.712.823.748,00 98,13
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN 1.704.153.930,00 1.672.596.248,00 98,15
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana 1.704.153.930,00 1.672.596.248,00 98,15
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA 41.310.120,00 40.227.500,00 97,38
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Penerbitan Izin Usaha Industri (1Ul), 1zin 41.310.120,00 40.227.500,00 97,38
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URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 256.897.570,00 252.547.039,58 98,31
TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA DAN 256.897.570,00 252.547.039,58 98,31
TRANSMIGRASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN 256.897.570,00 252.547.039,58 98,31
TRANSMIGRASI
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal 256.897.570,00 252.547.039,58 98,31
dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH 47.333.278.683,00 42.957.290.145,00 90,75
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 217.349.750,00 206.849.750,00 95,17
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN
DESA
PROGRAM PENYELENGGARAAN 217.349.750,00 206.849.750,00 95,17
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN****)
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 217.349.750,00 206.849.750,00 95,17
Keistimewaan
Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul 217.349.750,00 206.849.750,00 95,17
SEKRETARIAT DAERAH 46.471.369.833,00 42.137.441.495,00 90,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 31.148.876.477,00 28.594.148.762,00 91,80
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 28.000.000,00 21.360.000,00 76,29
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.624.830.606,00 17.208.426.442,00 92,40
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.067.500,00 71.605.000,00 95,39
Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.825.748.499,00 4.328.173.373,00 89,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.193.761.158,00 3.036.104.124,00 95,06
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 2.456.458.314,00 2.278.540.081,00 92,76
Urusan Pemerintahan Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional 885.837.260,00 867.874.792,00 97,97
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 95.000.000,00 78.745.000,00 82,89
Penataan Organisasi 203.675.250,00 198.538.750,00 97,48
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 760.497.890,00 504.781.200,00 66,38
Pimpinan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 10.610.321.410,00 9.262.843.376,00 87,30
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Administrasi Tata Pemerintahan 3.802.721.790,00 2.670.587.906,00 70,23
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 6.227.582.120,00 6.029.239.970,00 96,82
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 550.955.000,00 533.953.000,00 96,91
Fasilitasi Kerjasama Daerah 29.062.500,00 29.062.500,00 100,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 3.047.024.446,00 2.658.087.857,00 87,24
PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 818.697.366,00 818.278.150,00 99,95
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 459.909.040,00 452.136.500,00 98,31
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.003.930.540,00 639.173.207,00 63,67
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 764.487.500,00 748.500.000,00 97,91
PROGRAM PENYELENGGARAAN 1.665.147.500,00 1.622.361.500,00 97,43
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN****)
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.558.354.500,00 1.519.093.500,00 97,48
Keistimewaan
Peningkatan Budaya Pemerintahan 106.793.000,00 103.268.000,00 96,70
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah

Anggaran Setelah

DAERAH

Program dan Kegiatan Perubahan el %
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 223.320.000,00 222.697.000,00 99,72
DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN 223.320.000,00 222.697.000,00 99,72
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN****)

Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan 223.320.000,00 222.697.000,00 99,72

Kegiatan Keistimewaan
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 222.874.600,00 202.089.100,00 90,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN 222.874.600,00 202.089.100,00 90,67
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN****)

Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan 222.874.600,00 202.089.100,00 90,67

Kegiatan Keistimewaan
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN 198.364.500,00 188.212.800,00 94,88
DAN PELATIHAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN 198.364.500,00 188.212.800,00 94,88
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN=****)

Peningkatan Budaya Pemerintahan 198.364.500,00 188.212.800,00 94,88
SEKRETARIAT DPRD 48.075.851.021,00 37.546.452.454,00 78,10
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 48.075.851.021,00 37.546.452.454,00 78,10
RAKYAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 33.493.941.981,00 30.391.787.786,00 90,74
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 171.540.000,00 168.510.000,00 98,23

Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.312.086.174,00 4.806.144.838,00 90,48

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 230.000.000,00 107.570.000,00 46,77

Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.857.810.338,00 1.695.777.358,00 59,34

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 820.602.960,00 722.821.947,00 88,08

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1.148.485.117,00 481.294.525,00 41,91

Urusan Pemerintahan Daerah

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 22.681.614.592,00 22.215.416.182,00 97,94

Layanan Administrasi DPRD 271.802.800,00 194.252.936,00 71,47
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN 14.581.909.040,00 7.154.664.668,00 49,07
TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 3.136.144.250,00 1.273.688.250,00 40,61

DPRD

Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.320.692.000,00 597.541.500,00 45,24

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3.233.872.000,00 1.162.615.500,00 35,95

Peningkatan Kapasitas DPRD 3.409.498.990,00 2.644.653.800,00 77,57

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 1.189.644.200,00 780.486.750,00 65,61

Masyarakat

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik 432.942.500,00 105.581.500,00 24,39

DPRD

Pembahasan Kerja Sama Daerah 0,00 0,00

Fasilitasi Tugas DPRD 1.859.115.100,00 590.097.368,00 31,74

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN 10.660.254.627,00 9.308.507.711,50 87,32
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 10.660.254.627,00 9.308.507.711,50 87,32
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah Anggaran Setelah L
. Realisasi %
Program dan Kegiatan Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.821.146.297,00 6.722.768.645,20 85,96
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 43.903.770,00 39.654.350,00 90,32
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.371.032.997,00 5.707.255.579,00 89,58
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah 583.433.404,00 428.355.525,00 73,42
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 504.121.380,00 328.898.154,20 65,24
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 318.654.746,00 218.605.037,00 68,60
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, 1.769.194.930,00 1.621.591.224,00 91,66
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.280.170.730,00 1.143.605.224,00 89,33
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 297.278.700,00 291.568.500,00 98,08
Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 191.745.500,00 186.417.500,00 97,22
Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN 1.069.913.400,00 964.147.842,30 90,11
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 416.290.730,00 333.775.215,30 80,18
dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian 533.793.670,00 515.547.250,00 96,58
dan SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur 119.829.000,00 114.825.377,00 95,82
dan Kewilayahan
KEUANGAN 365.195.933.288,00 347.098.938.673,00 95,04
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 365.195.933.288,00 347.098.938.673,00 95,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 63.956.092.880,00 55.129.077.684,00 86,20
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 76.575.000,00 74.962.500,00 97,89
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.688.194.450,00 18.204.923.700,00 76,85
Administrasi Barang Milik Daerah pada 32.447.800.000,00 30.849.676.576,00 95,07
Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 468.270.750,00 418.725.000,00 89,42
Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.249.297.300,00 1.728.578.851,00 76,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 2.906.600.000,00 2.163.171.877,00 74,42
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1.111.548.430,00 995.760.353,00 89,58
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 1.007.806.950,00 693.278.827,00 68,79
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 289.730.314.518,00 283.033.651.111,00 97,69
DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana 537.349.500,00 378.947.500,00 70,52
Anggaran Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 423.340.000,00 357.229.818,00 84,38
Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan 368.702.620,00 339.520.058,00 92,09
Pelaporan Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan 288.400.922.398,00 281.957.953.735,00 97,77
Keuangan Daerah
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah

Anggaran Setelah

Kinerja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Perubahan el %
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 926.437.500,00 727.006.720,00 78,47
DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah 926.437.500,00 727.006.720,00 78,47
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 10.583.088.390,00 8.209.203.158,00 77,57
DAERAH

Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 10.583.088.390,00 8.209.203.158,00 77,57

KEPEGAWAIAN 14.574.534.933,00 10.718.468.593,00 73,54
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN 14.574.534.933,00 10.718.468.593,00 73,54
DAN PELATIHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 7.441.539.443,00 6.455.185.819,00 86,75
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 11.500.000,00 7.631.480,00 66,36

Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.149.844.933,00 5.594.574.302,00 90,97

Administrasi Umum Perangkat Daerah 539.553.750,00 210.127.910,00 38,94

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 315.110.760,00 295.381.122,00 93,74

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 425.530.000,00 347.471.005,00 81,66

Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.132.995.490,00 4.263.282.774,00 59,77

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 1.237.770.240,00 635.123.234,00 51,31

Kepegawaian ASN

Mutasi dan Promosi ASN 821.648.750,00 540.802.250,00 65,82

Pengembangan Kompetensi ASN 4,932.446.500,00 2.956.558.290,00 59,94

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 141.130.000,00 130.799.000,00 92,68

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 241.807.740,00 238.705.500,00 98,72
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 241.807.740,00 238.705.500,00 98,72
DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN 241.807.740,00 238.705.500,00 98,72
PENGEMBANGAN DAERAH

Pengembangan Inovasi dan Teknologi 241.807.740,00 238.705.500,00 98,72
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT DAERAH 11.798.272.635,00 10.741.065.170,00 91,04
INSPEKTORAT DAERAH 11.798.272.635,00 10.741.065.170,00 91,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 9.795.888.035,00 9.006.588.170,00 91,94
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.419.311.935,00 7.762.026.555,00 92,19

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 232.640.000,00 199.109.800,00 85,59

Administrasi Umum Perangkat Daerah 455.599.685,00 400.700.495,00 87,95

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 350.183.300,00 347.433.420,00 99,21

Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 338.153.115,00 297.317.900,00 87,92

Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 689.050.000,00 565.865.000,00 82,12
PENGAWASAN

Penyelenggaraan Pengawasan Internal 689.050.000,00 565.865.000,00 82,12
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, 1.313.334.600,00 1.168.612.000,00 88,98
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Pendampingan dan Asistensi 1.313.334.600,00 1.168.612.000,00 88,98

UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN 52.705.289.279,00 48.625.147.497,00 92,26
KAPANEWON PIYUNGAN 3.142.309.261,00 2.954.190.020,00 94,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.954.636.761,00 2.767.617.520,00 93,67
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00
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Anggaran Setelah

Program dan Kegiatan Perubahan el %
Administrasi Keuangan 2.327.471.261,00 2.153.121.998,00 92,51
Administrasi Umum Perangkat Daerah 298.700.880,00 298.700.880,00 100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 158.803.934,00 149.202.156,00 93,95
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 163.260.686,00 160.192.486,00 98,12
Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN 33.870.000,00 33.870.000,00 100,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 22.875.000,00 22.875.000,00 100,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 10.995.000,00 10.995.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 96.552.500,00 96.402.500,00 99,84
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 96.552.500,00 96.402.500,00 99,84
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 24.875.000,00 24.875.000,00 100,00
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 24.875.000,00 24.875.000,00 100,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 32.375.000,00 31.425.000,00 97,07
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 32.375.000,00 31.425.000,00 97,07
sesuai Penugasan Kepala Daerah
KAPANEWON DLINGO 3.076.610.973,00 2.773.660.048,00 90,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.925.098.473,00 2.622.485.048,00 89,65
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 4.250.000,00 4.250.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.189.901.973,00 1.918.035.257,00 87,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah 286.842.258,00 272.391.750,00 94,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 243.619.600,00 238.301.191,00 97,82
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 200.484.642,00 189.506.850,00 94,52
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 33.962.500,00 33.962.500,00 100,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 12.962.500,00 12.962.500,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 73.150.000,00 73.100.000,00 99,93
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 73.150.000,00 73.100.000,00 99,93
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 31.650.000,00 31.400.000,00 99,21
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 31.650.000,00 31.400.000,00 99,21
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 12.750.000,00 12.712.500,00 99,71
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12.750.000,00 12.712.500,00 99,71
sesuai Penugasan Kepala Daerah
KAPANEWON IMOGIRI 3.169.936.402,00 2.942.691.229,00 92,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.928.911.402,00 2.701.666.229,00 92,24
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00

Kinerja Perangkat Daerah
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Administrasi Keuangan 2.263.201.402,00 2.040.769.848,00 90,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah 300.731.356,00 300.589.000,00 99,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 187.500.782,00 184.106.915,00 98,19
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 172.377.862,00 171.100.466,00 99,26
Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN 44.700.000,00 44.700.000,00 100,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 41.100.000,00 41.100.000,00 100,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 152.600.000,00 152.600.000,00 100,00
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 111.100.000,00 111.100.000,00 100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 41.500.000,00 41.500.000,00 100,00
Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 23.600.000,00 23.600.000,00 100,00
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 23.600.000,00 23.600.000,00 100,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 20.125.000,00 20.125.000,00 100,00
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 20.125.000,00 20.125.000,00 100,00
sesuai Penugasan Kepala Daerah
KAPANEWON PANDAK 3.252.322.124,00 3.007.218.893,00 92,46
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.078.163.124,00 2.833.834.893,00 92,06
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 2.587.500,00 2.587.500,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.453.474.124,00 2.215.680.906,00 90,31
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 700.000,00 700.000,00 100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah 180.179.500,00 180.102.200,00 99,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 206.027.055,00 201.093.537,00 97,61
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 235.194.945,00 233.670.750,00 99,35
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 25.030.000,00 25.030.000,00 100,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 15.680.000,00 15.680.000,00 100,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 9.350.000,00 9.350.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 105.679.000,00 104.904.000,00 99,27
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 56.444.000,00 56.444.000,00 100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 49.235.000,00 48.460.000,00 98,43
Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 21.150.000,00 21.150.000,00 100,00
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 21.150.000,00 21.150.000,00 100,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 22.300.000,00 22.300.000,00 100,00
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 22.300.000,00 22.300.000,00 100,00

sesuai Penugasan Kepala Daerah
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KAPANEWON BANTUL 2.946.745.247,00 2.607.849.454,00 88,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.760.894.247,00 2.460.828.454,00 89,13
PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 3.000.000,00 2.250.000,00 75,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.103.724.052,00 1.862.059.863,00 88,51
Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.959.264,00 156.467.400,00 85,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 261.562.450,00 249.321.748,00 95,32
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 210.648.481,00 190.729.443,00 90,54
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 26.676.000,00 22.451.000,00 84,16
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 14.875.000,00 10.650.000,00 71,60
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 11.801.000,00 11.801.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 47.945.000,00 42.715.000,00 89,09
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 47.945.000,00 42.715.000,00 89,09
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 35.400.000,00 15.200.000,00 42,94
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 35.400.000,00 15.200.000,00 42,94
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 75.830.000,00 66.655.000,00 87,90
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 75.830.000,00 66.655.000,00 87,90
sesuai Penugasan Kepala Daerah
KAPANEWON KRETEK 3.239.984.398,00 2.980.352.781,00 91,99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.027.907.898,00 2.768.450.781,00 91,43
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.306.077.398,00 2.059.690.186,00 89,32
Administrasi Umum Perangkat Daerah 265.639.250,00 265.613.750,00 99,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 275.627.187,00 263.298.311,00 95,53
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 174.264.063,00 173.548.534,00 99,59
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 47.775.000,00 47.757.500,00 99,96
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 37.575.000,00 37.557.500,00 99,95
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 75.591.500,00 75.434.500,00 99,79
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 75.591.500,00 75.434.500,00 99,79
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 84.685.000,00 84.685.000,00 100,00
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 84.685.000,00 84.685.000,00 100,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 4.025.000,00 4.025.000,00 100,00
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4.025.000,00 4.025.000,00 100,00

sesuai Penugasan Kepala Daerah
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KAPANEWON BAMBANGLIPURO 3.131.865.698,00 2.882.558.008,00 92,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.851.201.598,00 2.601.894.008,00 91,26
PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 2.625.000,00 2.625.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.322.704.698,00 2.082.299.927,00 89,65
Administrasi Umum Perangkat Daerah 212.554.379,00 212.554.150,00 100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 140.207.830,00 132.427.240,00 94,45
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 173.109.691,00 171.987.691,00 99,35
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 31.800.000,00 31.800.000,00 100,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 26.050.000,00 26.050.000,00 100,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 5.750.000,00 5.750.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 98.059.350,00 98.059.250,00 100,00
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 98.059.350,00 98.059.250,00 100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 138.444.750,00 138.444.750,00 100,00
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 138.444.750,00 138.444.750,00 100,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 12.360.000,00 12.360.000,00 100,00
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 12.360.000,00 12.360.000,00 100,00
sesuai Penugasan Kepala Daerah
KAPANEWON JETIS 2.860.157.773,00 2.658.219.594,00 92,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.795.407.773,00 2.601.769.594,00 93,07
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 1.998.981.773,00 1.833.714.424,00 91,73
Administrasi Umum Perangkat Daerah 395.558.000,00 394.676.000,00 99,78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 227.527.121,00 212.091.991,00 93,22
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 168.240.879,00 156.187.179,00 92,84
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 20.537.500,00 19.187.500,00 93,43
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 11.350.000,00 10.000.000,00 88,11
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 9.187.500,00 9.187.500,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 36.562.500,00 29.612.500,00 80,99
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 36.562.500,00 29.612.500,00 80,99
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 6.375.000,00 6.375.000,00 100,00
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 6.375.000,00 6.375.000,00 100,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 1.275.000,00 1.275.000,00 100,00
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 1.275.000,00 1.275.000,00 100,00

sesuai Penugasan Kepala Daerah
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KAPANEWON KASIHAN 2.996.089.038,00 2.745.141.571,00 91,62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.815.589.838,00 2.564.725.691,00 91,09
PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.095.857.038,00 1.884.518.756,00 89,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah 275.163.080,00 273.252.700,00 99,31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 247.200.000,00 231.647.648,00 93,71
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 192.369.720,00 170.306.587,00 88,53
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 70.147.000,00 70.122.000,00 99,96
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 50.147.000,00 50.122.000,00 99,95
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 57.428.367,00 57.428.250,00 100,00
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 57.428.367,00 57.428.250,00 100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 51.646.000,00 51.635.630,00 99,98
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 51.646.000,00 51.635.630,00 99,98
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 1.277.833,00 1.230.000,00 96,26
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 1.277.833,00 1.230.000,00 96,26
sesuai Penugasan Kepala Daerah
KAPANEWON PLERET 2.874.507.538,00 2.707.229.631,00 94,18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.651.677.538,00 2.484.399.631,00 93,69
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.039.754.538,00 1.882.271.619,00 92,28
Administrasi Umum Perangkat Daerah 237.882.750,00 237.882.750,00 100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 142.581.000,00 133.983.270,00 93,97
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 224.459.250,00 223.261.992,00 99,47
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 35.415.000,00 35.415.000,00 100,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 19.915.000,00 19.915.000,00 100,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 15.500.000,00 15.500.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 102.315.000,00 102.315.000,00 100,00
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 91.295.000,00 91.295.000,00 100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 11.020.000,00 11.020.000,00 100,00
Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 70.550.000,00 70.550.000,00 100,00
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 70.550.000,00 70.550.000,00 100,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 14.550.000,00 14.550.000,00 100,00

PEMERINTAHAN UMUM
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Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 14.550.000,00 14.550.000,00 100,00
sesuai Penugasan Kepala Daerah

KAPANEWON PAJANGAN 3.139.719.306,00 3.006.393.465,00 95,75
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.026.051.806,00 2.893.038.465,00 95,60
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 7.645.000,00 7.645.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.332.623.785,00 2.208.833.529,00 94,69
Administrasi Umum Perangkat Daerah 172.124.499,00 171.897.000,00 99,87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 194.423.000,00 188.970.436,00 97,20
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 319.235.522,00 315.692.500,00 98,89
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 17.262.500,00 17.062.500,00 98,84
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 8.487.500,00 8.287.500,00 97,64
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 8.775.000,00 8.775.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 67.105.000,00 67.045.000,00 99,91
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 67.105.000,00 67.045.000,00 99,91
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 7.200.000,00 7.162.500,00 99,48
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 7.200.000,00 7.162.500,00 99,48
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 22.100.000,00 22.085.000,00 99,93
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 22.100.000,00 22.085.000,00 99,93
sesuai Penugasan Kepala Daerah
KAPANEWON SANDEN 2.738.500.597,00 2.526.044.984,00 92,24
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.596.015.347,00 2.386.364.734,00 91,92
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 1.891.413.597,00 1.696.418.896,00 89,69
Administrasi Umum Perangkat Daerah 169.975.000,00 162.608.950,00 95,67
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 13.649.000,00 13.550.000,00 99,27
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 301.699.592,00 295.339.930,00 97,89
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 217.178.158,00 216.346.958,00 99,62
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 36.942.750,00 36.925.250,00 99,95
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 36.942.750,00 36.925.250,00 99,95
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 26.497.500,00 23.797.500,00 89,81
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.497.500,00 23.797.500,00 89,81
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 28.135.000,00 28.072.500,00 99,78
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 28.135.000,00 28.072.500,00 99,78
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 50.910.000,00 50.885.000,00 99,95

PEMERINTAHAN UMUM
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Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 50.910.000,00 50.885.000,00 99,95
sesuai Penugasan Kepala Daerah

KAPANEWON SEDAYU 3.180.543.696,00 2.948.020.886,00 92,69
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.033.743.696,00 2.802.620.886,00 92,38
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 5.130.000,00 5.097.500,00 99,37
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.312.001.746,00 2.095.400.709,00 90,63
Administrasi Umum Perangkat Daerah 352.018.500,00 349.322.200,00 99,23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 197.537.250,00 187.147.321,00 94,74
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 167.056.200,00 165.653.156,00 99,16
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 32.800.000,00 32.800.000,00 100,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 18.800.000,00 18.800.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 63.500.000,00 62.600.000,00 98,58
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 63.500.000,00 62.600.000,00 98,58
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 10.500.000,00 10.000.000,00 95,24
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 10.500.000,00 10.000.000,00 95,24
sesuai Penugasan Kepala Daerah
KAPANEWON SEWON 3.392.072.501,00 3.091.462.123,00 91,14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.299.867.501,00 3.005.257.123,00 91,07
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.506.158.319,00 2.228.437.762,00 88,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah 338.325.635,00 330.241.350,00 97,61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 230.751.800,00 223.446.786,00 96,83
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 219.631.747,00 218.131.225,00 99,32
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 24.050.000,00 24.050.000,00 100,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 12.100.000,00 12.100.000,00 100,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 11.950.000,00 11.950.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 43.825.000,00 37.825.000,00 86,31
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 43.825.000,00 37.825.000,00 86,31
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 24.330.000,00 24.330.000,00 100,00
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 24.330.000,00 24.330.000,00 100,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 0,00 0,00 | #DIV/0!

PEMERINTAHAN UMUM
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Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 0,00 0,00 | #DIV/0!
sesuai Penugasan Kepala Daerah

KAPANEWON SRANDAKAN 2.876.242.797,00 2.616.371.839,00 90,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.601.470.297,00 2.353.182.339,00 90,46
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 4.600.000,00 4.300.000,00 93,48
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.078.506.797,00 1.847.622.658,00 88,89
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.649.000,00 2.649.000,00 100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.745.400,00 175.179.280,00 99,11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 163.176.280,00 153.483.081,00 94,06
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 175.792.820,00 169.948.320,00 96,68
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 42.500.000,00 42.500.000,00 100,00
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 35.500.000,00 35.500.000,00 100,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 89.490.000,00 78.266.500,00 87,46
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 89.490.000,00 78.266.500,00 87,46
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 121.632.500,00 121.273.000,00 99,70
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 121.632.500,00 121.273.000,00 99,70
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 21.150.000,00 21.150.000,00 100,00
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 21.150.000,00 21.150.000,00 100,00
sesuai Penugasan Kepala Daerah
KAPANEWON BANGUNTAPAN 3.505.928.593,00 3.294.822.646,00 93,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.319.413.593,00 3.119.500.246,00 93,98
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.587.408.593,00 2.414.891.406,00 93,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah 309.499.750,00 306.285.750,00 98,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 213.394.066,00 194.368.561,00 91,08
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 204.011.184,00 198.854.529,00 97,47
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 39.087.500,00 39.074.900,00 99,97
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 27.837.500,00 27.837.500,00 100,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 11.250.000,00 11.237.400,00 99,89
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 119.940.000,00 108.797.500,00 90,71
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 119.940.000,00 108.797.500,00 90,71
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 25.487.500,00 25.487.500,00 100,00
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 25.487.500,00 25.487.500,00 100,00

Ketenteraman dan Ketertiban Umum
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PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 2.000.000,00 1.962.500,00 98,13
PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2.000.000,00 1.962.500,00 98,13
sesuai Penugasan Kepala Daerah
KAPANEWON PUNDONG 3.181.753.337,00 2.882.920.325,00 90,61
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3.084.113.337,00 2.788.412.825,00 90,41
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 1.020.000,00 1.020.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.339.983.837,00 2.084.999.048,00 89,10
Administrasi Umum Perangkat Daerah 336.173.314,00 297.663.286,00 88,54
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 219.037.633,00 218.471.658,00 99,74
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 187.898.553,00 186.258.833,00 99,13
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN 17.992.500,00 17.367.500,00 96,53
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 11.050.000,00 10.525.000,00 95,25
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 6.942.500,00 6.842.500,00 98,56
Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN 65.357.500,00 62.925.000,00 96,28
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 65.357.500,00 62.925.000,00 96,28
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 8.602.500,00 8.602.500,00 100,00
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 8.602.500,00 8.602.500,00 100,00
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 5.687.500,00 5.612.500,00 98,68
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5.687.500,00 5.612.500,00 98,68
sesuai Penugasan Kepala Daerah
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.288.326.161,00 6.026.317.323,00 95,83
BADAN KESATUAN BANGSA DAN 6.288.326.161,00 6.026.317.323,00 95,83
POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.793.401.761,00 2.540.281.124,00 90,94
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.318.225.761,00 2.066.847.583,00 89,16
Administrasi Umum Perangkat Daerah 159.044.943,00 159.006.750,00 99,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 70.414.517,00 70.413.000,00 100,00
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 106.811.040,00 106.184.191,00 99,41
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 124.505.500,00 123.429.600,00 99,14
Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 410.289.300,00 409.014.300,00 99,69
PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 410.289.300,00 409.014.300,00 99,69
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI 2.330.972.100,00 2.323.920.900,00 99,70

POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
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Uraian Urusan, Perangkat Daerah Anggaran Setelah

N o
Program dan Kegiatan Perubahan Realisasi Y%

MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 2.330.972.100,00 2.323.920.900,00 99,70
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 39.800.000,00 39.798.500,00 100,00
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 39.800.000,00 39.798.500,00 100,00
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN 468.551.000,00 467.990.999,00 99,88
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 468.551.000,00 467.990.999,00 99,88
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN 245.312.000,00 245.311.500,00 100,00
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 245.312.000,00 245.311.500,00 100,00
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

2.397.439.695.420,00 | 2.226.674.195.105,18 92,88

Sumber : RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021, Bappeda; BPKPAD Kab. Bantul; akses transaksi pada aplikasi
simral.bppt.go.id/bantulkab/2021 tanggal 22 Februari 2021.; Data diolah

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
a. Latar Belakang

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat disebutkan
dalam prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui
penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka
SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur,
dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah,
yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan
Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara

minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis
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Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan
mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan
jelas dalam peraturan pemerintah dan tidak didelegasikan lebih lanjut ke dalam
peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar
maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang yang sesuai dengan
jenis layanan SPM. Pengaturan oleh kementerian terkait merupakan pengaturan
mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah
distandarkan serta merupakan barang dan/atau jasa yang berhak diperoleh setiap
warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu
pelayanan dasar. Mekanisme penerapan SPM dilaksanakan melalui: (i)
pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai
standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii)
penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan
pemenuhan pelayanan dasar, yang seluruhnya diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah mengacu pada peraturan teknis kementerian terkait. Perubahan
paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja daerah.
Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja
daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Penetapan prioritas
belanja daerah dan diikuti dengan implementasi penerapan layanan SPM sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan, merupakan wujud atas penjaminan hak
konstitusional warga negara. Terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara seusai
dengan ketentuan penerapan SPM merupakan salah satu tolok ukur Kinerja
penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menjabarkan secara
rinci perihal penerapan SPM yang wajib dilaksanakan di daerah, meliputi daerah
provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan di masing-masing
tingkatan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat bahwa tiap
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pemerintahan daerah memiliki kemampuan keuangan daerah, sumber daya
manusia, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, maka
tiap daerah memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan penerapan
SPM. Merujuk pada hakikat penerapan SPM adalah memberikan jaminan
kepada warga negara untuk terpenuhi hak dasarnya supaya dapat menjalani
kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri,
maka menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah
daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama
dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat dalam

pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.
b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
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10.

11.

12.

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan
Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun
2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 68); dan

Keputusan Bupati Bantul Nomor 292 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul.

Kebijakan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah

penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
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RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat
Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan perubahan terhadap
dokumen RPJMD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Perubahan terhadap RPJMD dilakukan
sebagai implikasi dari adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan
pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan
sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan penyesuaian melalui
perubahan perangkat daerah dan berdampak pada perubahan atau penyesuaian
indikator maupun target kinerja. Kebijakan nasional berikutnya adalah terbitnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga diperlukan
adanya perubahan substansi dan sistematika RPJMD dikarenakan adanya
perbedaan substansi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang telah disusun dan
ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kebijakan umum daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD
Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 belum sepenuhnya menggambarkan bahwa
penerapan SPM menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah yang
tercermin dalam target Kkinerja indikator Kkinerja program kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan terhadap RPJMD yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebenarnya merupakan momentum yang
tepat untuk merumuskan indikator dan target penerapan SPM ke dalam RPJMD
perubahan sebagai wujud penerapan SPM sebagai salah satu prioritas
pembangunan daerah. Hal tersebut belum dapat dilakukan karena pada saat
penyusunan RPJMD perubahan, belum ada ketentuan mengenai standar teknis
penerapan SPM yang bisa dijadikan panduan. Pada Tahun 2019 Pemerintah

Kabupaten Bantul telah mengupayakan dan melaksanakan kegiatan
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

penyandingan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPIJMD Perubahan
maupun RKPD yang mendukung pelaksanaan penerapan SPM.

Urusan pemerintahan yang menjadi ruang lingkup SPM berdasarkan PP
Nomor 2 Tahun 2018 adalah urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar.
Urusan pemerintahan ini menjadi urusan yang bersifat mandatory dan menjadi
kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjadikan urusan wajib pelayanan
dasar sebagai prioritas daerah didalam perencanaan daerah dan ditetapkan dalam
dokumen RPJMD. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan RPJMD
Perubahan tahun 2016-2021, dimana urusan wajib pelayanan dasar menjadi
prioritas daerah. Hal ini dapat terlihat dari pagu indikatif yang telah ditetapkan
untuk tahun 2016-2021 yang berkisar antara 70-80% tiap tahunnya, sebagaimana
ditampilkan pada Grafik 1.1.2

B Urusan Wajib Pelayanan Dasar B Non Urusan Wajib Pelayanan Dasar Total RPJIMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pagu Indikatif

Grafik 1.1.2 Pagu Indikatif urusan wajib pelayanan dasar dan urusan non wajib
pelayanan dasar dalam RPJMD perubahan 2016-2021

d. Arah Kebijakan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Belanja Daerah
merupakan suatu dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun.
Rancangan KUA wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan rancangan KUA berdasarkan
RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
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Negeri setiap tahun. Penyusunan rancangan KUA tahun 2021 mendasarkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja
yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah
untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai kondisi keuangan
pemerintah daerah meliputi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan
APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan
pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang harus menjadi acuan bagi
setiap Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program/kegiatan
pembangunan. Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinergi
yang harmonis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal menjamin sinkronisasi
program dan kegiatan maka Penyusunan KUA tahun 2021 juga mengacu pada
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021.

KUA disusun dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran
prioritas pembangunan daerah. KUA tahun anggaran 2021 memuat strategi dan
prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur
melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Bantul pada setiap urusan pemerintahan daerah, disertai dengan proyeksi
pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan
pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Dalam hal ini sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, program dan kegiatannya
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dikelompokkan ke dalam 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib
Non Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pilihan, 2 Unsur Pendukung, 4 Unsur
Penunjang, 1 Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan (Kecamatan), dan Urusan
Pemerintahan Umum (kesatuan bangsa dan politik).

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun
dengan pendekatan prestasi kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang
mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang
direncanakan. Setiap anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk
melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang
jelas dan terukur. Salah satu kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten
Bantul adalah memprioritaskan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan
urusan wajib sebagai suatu upaya memenuhi kewajiban dalam peningkatan
pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial,
fasilitas umum yang layak serta pengentasan kemiskinan.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul sebagai prioritas daerah dalam rancangan KUA belum
seluruhnya tercermin dalam target kinerja indikator program kegiatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini dikarenakan penyusunan
rancangan KUA mengacu pada RKPD yang disusun berdasarkan RPJMD
Perubahan tahun 2016-2021 dimana pada saat penyusunan belum terdapat
petunjuk teknis penyusunan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Namun demikian, urusan wajib pelayanan
dasar sebagai ruang lingkup layanan SPM menjadi prioritas daerah dalam
penyusunan Dokumen KUA tahun 2021 yang disusun oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukan dengan besaran plafon anggaran urusan
wajib pelayanan dasar pada Dokumen KUA Murni sebesar Rp
1.344.215.746.566,00 atau 59,20% dari total plafon anggaran sebesar Rp
2.270.795.487.736,00. Perbandingan plafon anggaran urusan wajib pelayanan
dasar terhadap total plafon anggaran ditunjukkan pada Grafik 1.1.3
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

— |

= URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
= UNSUR PENGAWASAN
= UNSUR KEWILAYAHAN

| 014% |
0,35%

= UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

= URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
= UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

= URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Grafik 1.1.3 Plafon Indikatif urusan wajib pelayanan dasar dan urusan non

wajib pelayanan dasar dalam KUA tahun 2021 (Sumber : Dokumen
KUA 2021, BKAD; Data Diolah)

Seiring dengan dinamika yang terjadi, pada triwulan Il Tahun 2021,
Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan Perubahan APBD.
Sesuai dengan ketentuan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa perubahan APBD
dapat dilakukan apabila terjadi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA,;

2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;

4. keadaan darurat; dan
keadaan luar biasai.

Pandemi Covid-19 pada Tahun 2021 masih terjadi dan mempengaruhi
seluruh aspek kehidupan di dunia. Sebagai upaya penanganan pandemi di tahun

2021, pemerintah pusat telah menggalakkan vaksinasi Covid-19 dan pemenuhan
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sarana prasana kesehatan serta perlindungan sosial sehingga diperlukan

refocusing anggaran tahun 2021.

Perubahan terhadap kebijakan umum APBD Tahun 2021 didasarkan pada
Perubahan RKPD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan pada beberapa hal,
sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 pada tanggal 15
Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid —19) dan Dampaknya. Tindak lanjut dari
peraturan tersebut, diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 yang melandasi refocusing anggaran pada semua perangkat
daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 pada tanggal 19 Juli
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Menindaklanjuti
PMK tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada
tanggal 22 Juli 2021. Peraturan Bupati ini mengatur penyaluran BKK ke
semua Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk pendampingan pelaksanaan
PPKM serta mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi. Untuk mendukung
hal tersebut, sudah dilakukan pembaharuan laporan penanganan Covid-19
per minggu setiap hari rabu dari sebelumnya dilakukan setiap tanggal 14 per
bulan termasuk laporan keuangan untuk pelaksanaan vaksinasi.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah DIY melalui Dana Keistimewaan

menyepakati Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan
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Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada
Kabupaten Bantul Tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid-19.
Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada
tanggal 12 Agustus 2021, dengan melakukan perubahan anggaran
bersumber Dana Keistimewaan pada perangkat daerah pengampu
kewenangan keistimewaan urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan
dan tata ruang.

Perubahan Belanja Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021 difokuskan

untuk percepatan penanganan Covid-19 dan optimalisasi belanja rutin perangkat

daerah. Kebijakan belanja daerah secara terperinci diarahkan sebagai berikut :

1.
2.
3.

belanja untuk penanganan pandemi Covid-19;

menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas;

fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat vyaitu
pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sesuai dengan prioritas
yang sudah ditetapkan;

pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung sistem informasi
yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan;

optimaslisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus
(Dana Alokasi Khusu, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak
Rokok, Dana Insentif Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, kapitasi dan
BLOD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku;

menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai sebagai dasar pemberian
tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;

meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;
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10.

11.
12.

13.

peningkatan kualitas pendidikan melalui biaya operasional kepada SD/MI
dan SMP/MTS Negeri/ Swasta, serta tambahan perbaikan bagi guru di
Sekolah Negeri/ Swasta.

menerapkan reformasi birokasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual,
mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan
pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
penganggaran kembali sisa anggaran BLUD pada RSUD dan Puskesmas;
penganggaran kembali Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan
Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/ Kota pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

Pergeseran antar rekening, kegiata, dan program.

Arah kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2021 sebagaimana

disebutkan di atas, secara umum mendukung penerapan SPM di daerah yaitu

pada angka 2 dan angka 4 yang menunjukkan bahwa belanja daerah diarahkan

untuk menjamin terlaksananya program prioritas, serta diarahkan pada

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Angka 3, angka 6, angka 9, angka 11,

dan angka 12 secara khusus juga menunjukkan dukungan terhadap penerapan

SPM vyaitu pada bidang urusan pendidikan, bidang urusan kesehatan, dan bidang

urusan pekerjaan umum.
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CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari

berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak

swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Makro

No Indikator Kinerja Makro SR [TMEE  (CEEEED AIEm Kli_r?glrj'a
- Tahun 2020 Tahun 2021 % )J

1. Indeks Pembangunan Manusia 80,01 80,28 0,337 %

2. Angka Kemiskinan 13.5 14.04 3,85 %

3. Angka Pengangguran 4.06 4.04 -0,493 %

4. Pertumbuhan Ekonomi -1.66 4.97 399,398 %

5. Pendapatan per Kapita (PDRB 26.538.959,39 28.128.898,40 5.991 %
per Kapita ADHB)

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini 0,418 0,441 5.502 %
Ratio)

Sumber : *)BPS, 2022; data diolah

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai
fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut
menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal
memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

United Nations Development Programme dalam terbitan laporan tahunannya
(Human Development Index — HDI) menegaskan bahwa “manusia dan

kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu
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negara, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. HDI juga dapat digunakan untuk
mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara
dengan tingkat Gross National Income - GNI per kapita yang sama dapat
menghasilkan hitungan pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan ini dapat
memicu perdebatan tentang prioritas kebijakan pemerintah (Human Development
Reports, 2019).

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep
pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga
memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan
bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai
tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan.

Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (growth oriented), namun setidaknya
pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab
kebutuhan masyarakat (people need oriented).

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar,
yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan
(knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Dimensi umur
panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir
(UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir
untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat
kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan
indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS
menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam
menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal
yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil
disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli
(purchasing power parity). IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk
melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat

kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu
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tingkat kecepatan dan status pencapaian.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan
dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan
untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun
perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk
melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Capaian Nilai IPM Kabupaten Bantul (Grafik 2.1.1dan Grafik 2.1.2) selama
lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami
peningkatan mulai dari 78,67 pada tahun 2017 hingga mencapai 80,28 atau berada
pada capaian “sangat tinggi” (IPM>80; berdasarkan kriteria dari United Nations
Development Programme (UNDP)) pada tahun 2021. Nilai capaian ini mengalami
peningkatan sebesar 0,27 bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan
nilai 80,01. Dibandingkan dengan level IPM Provinsi D.L.Y yang pada tahun 2021
tercapai sebesar 80,22, nilai IPM Kabupaten Bantul tercapai lebih tinggi 0,06.

80,28

80,01 80,01

79,45

78,67

2017 2018 2019 2020 2021
Bantul D.l. Yogyakarta

Grafik 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul dan
Provinsi D.l. Yogyakarta Tahun 2017 — 2021 (Sumber : BPS Kabupaten
Bantul, 2022 (data diolah))

Capaian IPM Kabupaten apabila dibandingkan dengan capaian 4 kabupaten/
kota lain dalam 1 Provinsi di Daerah Istimewa Y ogyakarta masih berada di peringkat

ke tiga selama lima tahun terakhir sejak tahun 2017, dibawah nilai capaian IPM pada
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Kabupaten Sleman dengan nilai IPM 84,00 pada tahun 2021 sebagai peringkat ke
dua dan Kota Yogyakarta dengan nilai IPM 87,18 pada tahun 2021 sebagai
peringkat pertama (Grafik 2.1.2).

86,65 86,61 87,18
85,49 86,11 4
69,96 69,98 70,16
68,73 69,24
2017 2018 2019 2020 2021
Bantul Kulonprogo Gunungkidul Sleman e==a==Kota Yogyakarta

Grafik 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) Kabupaten/ Kota dalam satu

Provinsi di D.l. Yogyakarta Tahun 2017 — 2021 (Sumber : BPS Kabupaten
Bantul, 2022 (data diolah))

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat ditentukan oleh ketiga
dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup
sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial
tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari
perkembangan empat indikator (Tabel 2.1.2) yang mencirikan ketiga dimensi, yakni
usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran
riil per kapita yang secara rata-rata semakin membaik dari tahun ke tahun , meskipun
pada capaian pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bantul mengalami
penurunan pada tahun 2020 akibat terdampak pandemi Covid-19, namun pada tahun
2021 kembali meningkat seiring dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanganan pandemi dan pemulihan
perekonomian masyarakat. Kegiatan vaksinasi yang gencar dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul diasumsikan memberikan dampak positif bagi kondisi
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psikologis masyarakat yaitu mengurangi kepanikan atau ketakutan masyarakat dan
menimbulkan rasa optimis masyarakat terhadap tingkat kesembuhan dan kekebalan
terhadap virus Covid-19 sehingga masyarakat kembali beraktivitas yang berdampak

pada bangkitnya perekonomian di Kabupaten Bantul..

Tabel 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Bantul menurut Komponen,

2017-20221
Tahun
Komponen Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Usia Harapan
Hidup (UHH) Tahun 73,56 73,66 73,77 73,86 73,89
Harapan Lama
Sekolah (HLS) Tahun 14,74 15,03 15,15 15,17 15,38
Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) Tahun 9,2 9,35 9,54 9,55 9,57
Pengeluaran Rp*1000/
Riil per Kapita orang/ 14.995 15.386 15.636 15.517 15.545
tahun
M B 7867 79,45 8001 800l 8028
Pe”‘:m“ha” % 0,32 0,99 0,70 0,00 0,34

(Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2022 (data diolah))

Perkembangan IPM ditinjau dari komponen penyusunnya (Tabel 2.1.2)
dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami perkembangan yang positif pada semia
komponen penyusun IPM. Pada tahun 2021 dimensi umur yang panjang dan sehat
mengalami kenaikan (UHH) sebesar 73,89 tahun, meningkat 0,03 tahun bila
dibandingkan tahun 2020 yang tercapai sebesar 73,86. Pada dimensi pengetahuan,
capaian pada tahun 2021 terhadap indikator HLS dan RLS masing-masing sebesar
15,38 tahun dan 9,57 tahun, meningkat sebesar 0,21 tahun pada indikator HLS dan
0,02 tahun pada indikator RLS bila dibandingkan dengan tahun 2020. Dimensi
standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Riil Perkapita juga
mengalami kenaikan sebesar Rp 28.000,-/orang/tahun bila dibandingkan dengan
tahun 2020 atau tercapai sebesar Rp 15.545.000,-/orang/tahun.Ditinjau dari laju
Pertumbuhan IPM, sejak tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari
tahun ke tahun dan pertumbuhan nilai IPM mengalami pertumbuhan yang positif
sebesar 0,34% pada tahun 2021 dari tahun 2020.
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2.1.2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah kompleks yang terjadi di seluruh
wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Bantul. Dimensi persoalan
kemiskinan sangat terkait dengan berbagai aspek seperti kesenjangan pendapatan
penduduk, pengangguran, kriminalitas, kebodohan, ketimpangan, dan permasalahan
sosial lainnya. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan selalu menjadi primadona yang
mewarnai proses pembangunan di semua wilayah. Keberhasilan pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah atau kesuksesan kepemimpinan di suatu wilayah sering
dikaitkan dan diukur dengan kemampuan untuk menurunkan angka kemiskinan di
wilayah tersebut.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang
tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak
lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi kegagalan
pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani
kehidupan sosial. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi
kekurangan pangan, sandang, dan papan. Namun, kemiskinan juga berarti
keterbatasan akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh
kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan/pendidikan, kesehatan,
informasi, teknologi, dan modal.

Dilihat dari penyebabnya, secara garis besar kemiskinan dapat diungkapkan,
sebagai berikut. Pertama, kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan
keadaan alam suatu daerah yang miskin. Kedua, kemiskinan budaya vyaitu
kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya, dan perilaku penduduk di
daerah itu mendukung kemiskinan. Ketiga, kemiskinan struktur adalah kemiskinan
yang disebabkan keadaan struktur pemerintah, struktur pendistribusian fasilitas yang
membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.

Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya menyangkut jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan juga berkaitan dengan ukuran lain
seperti indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index atau P1) dan indeks

keparahan kemiskinan (poverty severity index atau P2). Indeks kedalaman
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kemiskinan (P1) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks
keparahan kemiskinan (P2) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara
penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas
kemiskinan. Dengan ukuran P1 dan P2 dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan
dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga
batas garis kemiskinan.

Tabel 2.1.3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju
Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2017 - 2021

Garis Jumlah Persentase Laju Angka
Tahun Kemiskinan (Rp/ pen_dliJ((_juk Pengil:(c.iuk Kemiskinan
Kapita/ bulan) miskin Miskin (%)
(*1000) (%)
2017 Rp347.476,00 139,67 14,07 -3,30%
2018 Rp369.480,00 134,84 13,43 -4,55%
2019 Rp381.538,00 131,15 12,92 -3,80%
2020 Rp405.613,00 138,66 13,5 4,49%
2021 Rp418.265,00 146,98 14,04 4,00%

(Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2022 (data diolah))
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Grafik 2.1.3 Tingkat Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/ Kota dalam provinsi
D.l. Yogyakarta tahun 2017 — 2021 (Sumber : BPS DIY, 2022. Data Diolah).

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bantul menunjukkan variasi yang
cenderung menurun pada tahun 2017 — 2019 (Tabel 2.1.3 dan Grafik 2.1.3). Pada
tahun 2020 tingkat kemisikinan di Kabupaten Bantul sebesar 13,5% kembali
mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 14,04%, hal ini juga terjadi
dalam wilayah Kabupaten/ Kota lain di dalam Provinsi D.l. Yogyakarta sebagai
akibat dari dampak Pandemi. Sejak tahun 2020 jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Bantul terus meningkat dari 131,5 ribu jiwa pada tahun 2019 meningkat
menjadi 138,66 ribu jiwa pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 146,98 ribu
jiwa, atau mengalami kenaikan sebesar 4% dimana laju pertumbuhan yang bernilai
positif pada angka kemiskinan ini dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang
berdampak negatif bagi laju pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten
Bantul bila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain dalam wilayah Provinsi D.I.
Yogyakarta menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Sleman dan Kota
Yogyakarta yang masing masing memiliki capaian 8,64% dan 7,69%.

Dari capaian Indikator makro Angka Kemiskinan bila dibandingkan dengan
target pencapaian pada dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 (Tabel 1.1.9)
sebesar 8,32% dan target pencapaian pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021
(Tabel 1.1.10) sebesar 13,5%, maka dapat dikatakan bahwa target pada kedua
dokumen perencanaan tersebut belum dapat tercapai 100%.
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2.1.3. Angka Pengangguran

Konsep dan definisi ketenagakerjaan dan penggangguran Badan Pusat Statistik
merujuk pada konsepsi The Labour Force Concept yang disarankan oleh
International Labor Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua
kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya,
penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan
utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan
Bukan Angkatan Kerja.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang mana mereka tak punya
pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan
mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari
pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), dan
mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (sesuai konsep ILO,
hal. 97 “An ILO Manual on Concepts and Methods”).

Pengangguran tidak semata masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial.
Pengangguran juga bukan masalah individu, tetapi juga menjadi masalah masyarakat
dan pemerintah. Bila angka pengangguran cukup besar bukan tidak mungkin
menimbulkan kerawanan berbagai tindakan kriminal dan gejolak sosial, kemiskinan,
dan bahkan lebih luas merambah chaos politik bagi pemerintahan.

Setiap manusia membutuhkan pangan, sandang, dan papan untuk bertahan
hidup. Manusia juga butuh biaya untuk interaksi sosial dengan lingkungannya agar
diterima di masyarakat. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan hidup bila tidak
bekerja, karena Tuhan juga mewajibkan manusia untuk mencari nafkah untuk
kehidupan dirinya. Demikian pula berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar
semua penduduknya bekerja. Melalui bekerja berarti seseorang memiliki produksi.
Oleh karena itu seberapa pun hasil yang didapat dari bekerja akan lebih baik dari
pada tidak memiliki produksi sama sekali.
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Grafik 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2017-
2021 (Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; Data Diolah)

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten bantul selama 5 tahun terakhir
bersifat fliktuatif. Capaian angka pengangguran Kabupaten Bantul pada tahun 2021
mengalami penurunan sebesar 0,02% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun
2020 sebesar 4,06% (Grafik 2.1.4). Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja, sehingga
keberhasilan menekan pertambahan jumlah angkatan kerja akan berpengaruh positif
terhadap TPT.

Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan
pengangguran. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan persentase penduduk yang
bekerja sebesar 0,02% atau meningkat dari 95,94% penduduk yang bekerja pada
tahun 2020 menjadi 95,96% penduduk yang bekerja pada tahun 2021. Peningkatan
jumlah penduduk yang bekerja ini berakibat pada persentase penduduk yang
menganggur berkurang sebesar 0,02% atau turun dari 4,06% di tahun 2020 menjadi
4,04% pada tahun 2021.
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Tabel 2.1.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis
Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2017- 2021

. . Tahun
Jenis Kegiatan Utama
2017 2018 2019 2020 2021

I. Angkatan Kerja 72,21 73,66 73,01 74,45 71,64
1. Bekerja 96,88 97,24 96,93 95,94 95,96
2. Pengangguran 3,12 2,76 3,07 4,06 4,04
Il. Bukan Angkatan Kerja 27,79 26,34 26,99 25,55 28,36
1. Sekolah 29,92 27,51 30,96 31,97 28,93
2. Mengurus Rumah Tangga 60,46 59,71 57,58 57,41 57,08
3. Lainnya 9,62 12,78 11,46 10,62 14
Jumlah 100 100 100 100 100

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) 72,21 73,66 73,01 74,45 71,64
Tingkat Pengangguran 3,12 2,76 3,07 4,06 4,04

Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022;

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi atau Economic Growth bisa diartikan sebagai upaya
untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output suatu
wilayah dengan pengukuran tertentu. Biasanya, teknik pengukuran yang digunakan
adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). Para ahli memberikan definisi yang bervariasi sesuai dengan sudut pandang
masing-masing. Misalnya, menurut Prof. Simon Kuznets pertumbuhan ekonomi
merupakan kenaikan kenaikan kapasitas jangka panjang dari suatu negara yang
bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang keperluan ekonomi untuk
penduduknya. Sedangkan, Harrod-Domar menjelaskan bahwa konsep pertumbuhan
ekonomi modern saat ini sangat berkaitan dengan pembentukan investasi. Semakin
tinggi investasi yang terjadi di suatu wilayah maka akan semakin baik perekonomian
yang terjadi di wilayah tersebut. Konsep lainnya yaitu mengharuskan input agar
menghasilkan output yang lebih banyak. Konsep ini yang menjadi perbedaan
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara umum. Pembangunan
ekonomi harus disertai dengan penggantian kelembagaan dalam menghasilkan

output.
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Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah
pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Sedangkan laju pertumbuhan
ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan dalam
perubahan output nasional. Dalam praktiknya, perubahan output dalam pertumbuhan
ekonomi sering digunakan sebagai bahan analisis ekonomi jangka pendek suatu
negara. Jadi, bahan analisa ekonomi ini akan sangat penting untuk menggagas prinsip

ekonomi satu negara.

2017 2018 2019 2020 2021

Bantul D.l.Yogyakarta

Grafik 2.1.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha

tahun 2017-2021 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.l. Yogyakarta
(Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; Data diolah)

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi,
indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi pada daerah
yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB)
dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat dua jenis PDB/ PDRB yaitu
: a) PDB/PDRB atas dasar harga berlaku, yang menggambarkan nilai tambah barang
dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas
dasar harga berlaku (ADHB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur
ekonomi; dan b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (ADHK)
yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga
yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB ADHK dapat digunakan untuk
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mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kapasitas perekonomian Kabupaten Bantul terus mengalami pertumbuhan ke
arah positif sejak tahun 2017 hingga mencapai puncaknya sebesar 5,53% pada tahun
2019 (Grafik 2.1.5). Selanjutnya Perekonomian di Kabupaten Bantul mengalami
kontraksi atau tumbuh negatif sebagai akibat dampak Pandemi Covid-19 pada tahun
2020 dengan pertumbuhan -1,66%, kemudian mengalami rebound di tahun 2021
dengan pertumbuhan sebesar 4,97% (

Tabel 2.1.5 dan Grafik 2.1.5) atau mengalami pertumbuhan positif sebesar
399,4% dari tahun 2020. Pada tahun 2020 perlambatan ekonomi Kabupaten Bantul
disumbang oleh 10 sektor lapangan usaha (sektor Pertambangan dan Penggalian;
Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdangangan besar
dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa
Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan
Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Lainnya-Tabel 2.1.5), sedangkan pada tahun 2021
hanya sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian saja yang mengalami

tumbuh negatif dengan capaian sebesar -5,14%.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul berdasarkan PDRB
Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten
Bantul Tahun 2017 - 2021

TAHUN
LAPANGAN USAHA 2017 2018 2019 2020 2021

A Pertanian,Kehutanan,dan 2,50 2,00 0,13 4,80 1,60

Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 0,06 1,57 -0,27 -11,32 -5,14
C Industri Pengolahan 6,39 5,53 548  -4,76 0,71
D Pengadaan Listrik dan Gas 3,99 485 4,83 -1,77 4,43
E Pengadaan Air,Pengelolaan 3,18 4,80 8,62 0,61 5,67

Sampah,Limbah,dan Daur Ulang
F Konstruksi 593 7,39 5,08 -13,78 10,68

G Perdagangan Besar dan 579 5,59 511 -4,20 1,23
Eceran;Reparasi  Mobil dan
Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 3,88 551 6,45 -12,58 3,25
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TAHUN
LAPANGAN USAHA 2017 2018 2019 2020 2021
| Penyediaan Akomodasi dan 570 6,69 8,77 -11,55 7,19

Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 587 6,20 727 19,89 16,21
K Jasa Keuangan dan Asuransi 282 659 10,00 -241 2,03
L Real Estat 497 541 6,51 0,23 0,27
M, N Jasa Perusahaan 427 537 7,38 -14,40 6,69
0] Administrasi Pemerintah, 498 4,44 3,21 -1,96 0,00

Pertanahan dan Jaminan Sosial

Wajib
P Jasa Pendidikan 5,16 6,08 6,65 3,79 3,57
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 513 4,74 7,18 18,86 4,49

Sosial
R, S, Jasa Lainnya 561 7,14 6,09 -11,21 11,82
T, U

Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)Q 510 547 553 -166 4,97

Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022.

2.1.5. Pendapatan Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi
semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian,
pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga
dalam rumah tangga tersebut. Dalam mengumpulkan data pendapatan, BPS
melakukan pendekatan melalui data pengeluaran. Hal ini disebabkan tingginya resiko
bias jawaban responden jika ditanya pendapatannya. Salah satu data pengeluaran
rumah tangga yang dikumpulkan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas). Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai
tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase
pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat
perekonomian penduduk.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non
makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola
pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan

makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat
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untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya
digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengukuran indikator
makro sesuai dengan Manual Penyusunan LPPD tahun 2021 menggunakan data
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB), dimana PDRB perkapita ADHB merupakan nilai PDRB ADHB dibagi

dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Tabel 2.1.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Jenis Lapangan Usaha
Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2021

PDRB ADHB pada Tahun
LAPANGAN USAHA (miliar rupiah)
2020 2021
A Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan 3.683,46 3.832,11
B Pertambangan dan Penggalian 123,20 119,34
C Industri Pengolahan 3.889,95 4.060,52
D Pengadaan Listrik dan Gas 37,05 38,71
E Pengadaan Air,Pengelolaan 20,99 22,46
Sampah,Limbah,dan Daur Ulang
F Konstruksi 2.225,06 2.524,20
G Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi 2.212,69 2.299,19
Mobil dan Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 1.164,90 1.238,65
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 2.808,52 3.134,01
Minum
J Informasi dan Komunikasi 2.286,83 2.711,77
K Jasa Keuangan dan Asuransi 752,41 807,17
L Real Estat 1.806,41 1.847,61
M, N Jasa Perusahaan 112,01 121,94
0] Administrasi Pemerintah,Pertanahan dan 2.020,55 2.092,92
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 1.933,00 2.046,64
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 598,07 638,99
R,S, T, JasaLainnya 486,22 554,60
U
Produk Domestik Regional Bruto (miliar rupiah) 26.161,31 28.090,84
Jumlah Penduduk (jiwa) 985.770 998.647
PDRB ADHB per Kpita (Rp/ jiwa/ tahun) 26.538.959,39 28.128.898,40
Laju Kinerja Tahun 2021 5,991%

Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; Data Diolah
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2.1.6.

Capaian laju kinerja Pendapatan per Kapita Kabupaten Bantul (Tabel 2.1.6)
yang dihitung atas dasar PDRB ADHB pada tahun 2021 sebesar 5,991% atau
Pendapatan per Kapita penduduk Kabupaten Bantul meningkat sebesar Rp
1.589.939,01/tahun dari Pendapatan perkapita Rp 26.538.959,39/tahun pada tahun
2020 menjadi Rp 28.128.898,40/tahun. Peningkatan laju kinerja Pendapatan per
Kapita ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB pada seluruh sektor
lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ke arah positif, kecuali pada sektor
lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yang mengalami pertumbuhan ke
arah negatif dari nilai Rp 123,20 miliar pada tahun 2020, turun menjadi Rp 119,34

miliar.

Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 merencanakan pencapaian pembangunan
inklusif yaitu pembangunan dengan pemerataan dan manfaat pembangunan mampu
dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu manfaat pembangunan yang dirasakan
oleh masyarakat berupa peningkatan pendapatan dan kecilnya kesenjangan tingkat
pendapatan. Pengukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat
ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah, salah satunya adalah
Indeks Gini atau Rasio Gini (Gini Ratio).

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan
pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka
Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang
semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan
yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio
bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki
segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Gini Ratio diupayakan agar
mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar
penduduk..

Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Bantul mengalami perkembangan
yang fluktuatif sejak tahun 2017 (Grafik 2.1.6). Angka Gini Ratio pada tahun 2017
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tercatat sebesar 0,413, kemudian naik hingga puncaknya sebesar 0,448 pada tahun
2018. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 trend tingkat ketimpangan pendapatan
penduduk turun menjadi sebesar 0,428 dan 0,418, dan kembali naik sebesar 0,441
pada tahun 2021.

Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika
nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai
antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika
nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Nilai
Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Bantul berada pada
tingkatan Moderat sejak tahun 2017. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kebijakan
khusus dari Pemerintah Kabupaten bantul untuk mengatasi tingkat kesenjangan

pendapatan yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

2017 2018 2019 2020 2021
BANTUL DIy Linear (BANTUL)

Grafik 2.1.6 Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.l. Yogyakarta Tahun 2017
— 2020 (Sumber : BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2022; Data diolah)
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2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2.1 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Bantul Tahun 2021

No Pen:Jer:;:::han In‘:(lzla:::aﬁl?gg:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
1 Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
.| Jumlah Satuan 534 Jumlah TK belum terakreditasi = 14,
Pendidikan Anak Usia Jumlah RA belum terakreditasi=12,
Dini Terakreditasi (Negeri Total TK dan RA (treakreditasi dan
dan Swasta) belum terakreditasi = 560)
.| Jumlah peserta didik 22.719 Pemerintah  Kabupaten Bantul
PAUD vyang menerima 1. Laporan Individu Sekolah dan memberikan layanan perlengkapan
perlengkapan dasar DAPODIK Dinas Pendidikan, dasar kepada peserta didik PAUD
peserta didik dari Kepemudaan dan Olahraga melalui dana BOP.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
.| Jumlah peserta didik 368 |2. Data Penduduk Semester 2 Pembebasan biaya pendidikan
PAUD yang menerima Dinas Kependudukan dan jenjang PAUD di Kabupaten Bantul
pembebasan biaya Pencatatan Sipil Kabupaten diberikan kepada siswa yang
pendidikan Bantul bersekolah di sekolah negeri.
.| Jumlah kebutuhan 1.762 Jumlah kebutuhan minimal
minimal pendidik PAUD pendidik pada PAUD diasumsikan
berdasarkan banyaknya jumlah
rombongan belajar pada PAUD baik
negeri maupun swasta
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No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Output)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

3)

(5)

(6)

(7)

Jumlah pendidik pada
PAUD

2.278

Jumlah pendidik PAUD
yang memiliki ijazah
diploma empat (D-1V)
atau sarjana (S1) bidang
pendidikan anak usia
dini, kependidikan lain
atau psikologi dan
sertifikat profesi guru
pendidikan anak usia dini

1.842

Guru TK =2046; Guru RA =232

Jumlah kepala sekolah

PAUD vyang memiliki
ijjazah D-IV atau S1,
sertifikat pendidik dan
surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan
kepala satuan PAUD non-

formal dari lembaga
pemerintah yang
berwenang.

495

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang

berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Jumlah SD dan
Negeri Terakreditasi

SMP

=394+ 113
=507

Jumlah peserta didik
jenjang sekolah dasar
(Negeri dan Swasta) yang
menerima perlengkapan

71.777

SD + Ml terakreditasi = 394
SMP + MTS terakreditasi = 113

1. Laporan Individu Sekolah dan

DAPODIK Dinas Pendidikan,

Peserta didik SD/MI Laki-laki =
37.258; Perempuan = 34.519

Pemerintah  Kabupaten Bantul
memberikan layanan perlengkapan
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . N
NOMN pemerneatian Keluaran (Output) S AT Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah

Jumlah peserta didik
jenjang sekolah
menengah pertama
(Negeri dan Swasta) yang
menerima perlengkapan
dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah

9.186

Jumlah peserta didik
pada jenjang sekolah

dasar (Negeri dan
Swasta) yang menerima
pembebasan biaya
pendidikan

49.178

Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bantul

Data Penduduk Semester 2
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Bantul

dasar kepada peserta didik melalui
dana BOS.

Pengisian Capaian Kinerja IKK
Output pada aplikasi merupakan
hasil penjumlahan dari capaian
pada tingkat partsisipasi warga
negara usia 7-12 tahun dan usia 13-
15 tahun

Peserta didik SMP/ MTS Laki-laki =
4.359

Peserta didik Perempuan =4.827
Pemerintah  Kabupaten Bantul
memberikan layanan perlengkapan
dasar kepada peserta didik melalui
dana BOS

Pengisian Capaian Kinerja IKK
Output pada aplikasi merupakan
hasil penjumlahan dari capaian
pada tingkat partsisipasi warga
negara usia 7-12 tahun dan usia 13-
15 tahun

Pembebasan biaya pendidikan
jenjang SD/MI di Kabupaten Bantul
diberikan kepada peserta didik
yang bersekolah di sekolah negeri.
Pemerintah  Kabupaten Bantul
belum memberikan bantuan biaya
pendidikan bagi peserta didik yang
bersekolah di sekolah swasta.
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
NoN e mermeatian Keluaran (Output) B e Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

Jumlah peserta didik
pada jenjang sekolah
menengah pertama
(Negeri dan Swasta) yang
menerima pembebasan
biaya pendidikan

6.854

Jumlah kebutuhan
minimal pendidik pada
jenjang sekolah dasar
(Negeri dan Swasta)

3.498

Jumlah kebutuhan
minimal pendidik pada
jenjang sekolah

1.388

hasil penjumlahan dari
pada tingkat partsisipasi

15 tahun

Pengisian Capaian Kinerja
Output pada aplikasi merupakan

negara usia 7-12 tahun dan usia 13-

hasil penjumlahan dari
pada tingkat partsisipasi

15 tahun

Pembebasan biaya pendidikan
jenjang SMP/MTS di Kabupaten
Bantul diberikan kepada peserta
didik yang bersekolah di sekolah
negeri. Pemerintah Kabupaten
Bantul belum memberikan bantuan
biaya pendidikan bagi peserta didik
yang bersekolah di sekolah swasta.

Pengisian Capaian Kinerja
Output pada aplikasi merupakan

negara usia 7-12 tahun dan usia 13-

Jumlah kebutuhan
berdasarkan banyaknya

yang berstatus Negeri

pendidik pada SD/ MI diasumsikan

rombongan belajar SD/ Ml baik

Swasta

Jumlah kebutuhan

pendidik pada  SMP/
diasumsikan berdasarkan

Kabupaten Bantul Tahun 2021




Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
menengah pertama banyaknya jumlah rombongan

(Negeri dan Swasta)

8.| Jumlah pendidik pada 5.621
jenjang sekolah dasar

9.| Jumlah pendidik pada 3.029
jenjang sekolah
menengah pertama
(Negeri dan Swasta)

10 Jumlah kebutuhan 398
minimal tenaga
kependidikan pada
jenjang sekolah dasar
(Negeri dan Swasta)

11 Jumlah kebutuhan 120
minimal tenaga
kependidikan pada
jenjang sekolah
menengah pertama
(Negeri dan Swasta)

12/ Jumlah tenaga 272
kependidikan pada
jenjang sekolah dasar
(Negeri dan Swasta)

13 Jumlah tenaga 93
kependidikan pada
jenjang sekolah
menengah pertama

(Negeri dan Swasta)

belajar SMP/ MTS baik yang
berstatus Negeri maupun Swasta

Diasumsikan bahwa kebutuhan
tenaga kependidikan pada jenjang
SD/ MI adalah 1 untuk masing-
masing sekolah (negeri maupun
swasta). Jumlah SD/MI Negeri =
284; Jumlah SD/MI Swasta = 114

Diasumsikan bahwa kebutuhan
tenaga kependidikan pada jenjang
SMP/ MTS adalah 1 untuk masing-
masing sekolah (negeri maupun
swasta). Jumlah SMP/MTS Negeri =
56; Jumlah SMP/MTS Swasta = 64

Data jumlah penjaga Sekolah
berdasarkan status GTK
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No Per:er::::han Int:r:::aﬁ'?ggipﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7

14 Jumlah pendidik pada 5.287 Jumlah Pendidik pada SD (Negeri
jenjang sekolah dasar dan Swasta) = 4.822
(Negeri dan Swasta) yang Jumlah Pendidik pada MI (Negeri
memiliki ijazah diploma dan Swasta) = 465
empat (D-1V) atau sarjana
(S1) dan sertifikat
pendidik

15 Jumlah pendidik pada 2.878 Jumlah Pendidik pada SMP (Negeri
jenjang sekolah dan Swasta) = 2.203
menengah pertama Jumlah Pendidik pada MTS (Negeri
(Negeri dan Swasta) yang dan Swasta) = 675
memiliki ijazah diploma
empat (D-1V) atau sarjana
(S1) dan sertifikat
pendidik

16 Jumlah kepala sekolah 351 Jumlah Kepala Sekolah pada SD
pada jenjang sekolah (Negeri dan Swasta) = 318
dasar (Negeri dan Jumlah Kepala Sekolah pada MI
Swasta) yang memiliki (Negeri dan Swasta) = 33
ijjazah D-IV atau S1,
sertifikat pendidik dan
surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah

17 Jumlah kepala sekolah 107 Jumlah Kepala Sekolah pada SMP

pada jenjang sekolah
menengah pertama
(Negeri dan Swasta) yang
memiliki ijazah D-IV atau
S1, sertifikat pendidik

(Negeri dan Swasta) = 83
Jumlah Kepala Sekolah pada MTS
(Negeri dan Swasta) = 24
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . N
NOMN pemerneatian Keluaran (Output) S AT Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

dan surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah

18 Jumlah tenaga 789
penunjang lainnya pada
jenjang sekolah dasar
(Negeri dan Swasta) yang
memiliki ijazah
SMA/sederajat
19 Jumlah tenaga 676
penunjang lainnya pada
jenjang sekolah
menengah pertama

(Negeri dan Swasta) yang
memiliki ijazah
SMA/sederajat

Tenaga Administrasi pada SD/MI =
520; Petugas Perpustakaan SD/MI =
194; Laboran SD/MI = 5; Admin/
lainnya SD/MI =70

Tenaga Administrasi pada SMP/
MTS = 535; Petugas Perpustakaan
pada SMP/ MTS = 66; Laboran pada
SMP/ MTS = 14; Admin/ lainnya
pada SMP/ MTS = 61

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

1.| Jumlah SD dan SMP | =294+ 113
Negeri Terakreditasi = 507
2.| Jumlah peserta didik 503
jenjang sekolah dasar
yang menerima
perlengkapan dasar
peserta didik dari
Pemerintah Daerah
3.| Jumlah peserta didik 29.896
jenjang sekolah

menengah pertama yang
menerima perlengkapan

1.

Laporan Individu Sekolah dan
DAPODIK Dinas Pendidikan,

SD + Ml terakreditasi = 294
SMP + MTS terakreditasi = 113

Peserta didik SD/MI Laki-laki = 464;
Perempuan = 39

Pemerintah  Kabupaten Bantul
memberikan layanan perlengkapan
dasar kepada peserta didik melalui
dana BOS

Peserta didik SMP/ MTS Laki-laki =
15.709

Peserta didik Perempuan =14.193
Pemerintah  Kabupaten Bantul
memberikan layanan perlengkapan
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
NoN e mermeatian Keluaran (Output) B e Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah

Jumlah peserta didik
pada jenjang sekolah
dasar yang menerima
pembebasan biaya
pendidikan

400

Jumlah peserta didik
pada jenjang sekolah
menengah pertama yang
menerima pembebasan
biaya pendidikan

21.381

Jumlah kebutuhan
minimal pendidik pada
jenjang sekolah dasar

3.498

Jumlah kebutuhan
minimal pendidik pada
jenjang sekolah
menengah pertama

1.388

Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bantul

Data Penduduk Semester 2
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Bantul

dasar kepada peserta didik melalui
dana BOS

Pembebasan biaya pendidikan
jenjang SD/MI di Kabupaten Bantul
diberikan kepada peserta didik
yang bersekolah di sekolah negeri.
Pemerintah  Kabupaten Bantul
belum memberikan bantuan biaya
pendidikan bagi peserta didik yang
bersekolah di sekolah swasta.

Pembebasan biaya pendidikan
jenjang SMP/MTS di Kabupaten
Bantul diberikan kepada peserta
didik yang bersekolah di sekolah
negeri. Pemerintah Kabupaten
Bantul belum memberikan bantuan
biaya pendidikan bagi peserta didik
yang bersekolah di sekolah swasta.

Jumlah kebutuhan minimal
pendidik pada SD/ Ml diasumsikan
berdasarkan banyaknya jumlah
rombongan belajar SD/ MI baik
yang berstatus Negeri maupun
Swasta

Jumlah kebutuhan minimal
pendidik pada SMP/  MTS
diasumsikan berdasarkan
banyaknya jumlah rombongan
belajar SMP/ MTS baik vyang
berstatus Negeri maupun Swasta
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
8.| Jumlah pendidik pada 5.621
jenjang sekolah dasar
9.| Jumlah pendidik pada 3.029
jenjang sekolah
menengah pertama
10 Jumlah kebutuhan 398 Diasumsikan bahwa kebutuhan
minimal tenaga tenaga kependidikan pada jenjang
kependidikan pada SD/ MI adalah 1 untuk masing-
jenjang sekolah dasar masing sekolah (negeri maupun
swasta). Jumlah SD/MI Negeri =
284; Jumlah SD/MI Swasta = 114
11| Jumlah kebutuhan 120 Diasumsikan bahwa kebutuhan
minimal tenaga tenaga kependidikan pada jenjang
kependidikan pada SMP/ MTS adalah 1 untuk masing-
jenjang sekolah masing sekolah (negeri maupun
menengah pertama swasta). Jumlah SMP/MTS Negeri =
56; Jumlah SMP/MTS Swasta = 64
12 Jumlah. . tenaga 272 Data jumlah penjaga Sekolah
kependidikan pada
L berdasarkan status GTK
jenjang sekolah dasar
13 Jumlah tenaga 93
kependidikan pada
jenjang sekolah
menengah pertama
14 Jumlah pendidik pada 5.287 Jumlah Pendidik pada SD (Negeri

jenjang sekolah dasar
yang memiliki ijazah
diploma empat (D-1V)
atau sarjana (S1) dan
sertifikat pendidik

dan Swasta) = 4.822
Jumlah Pendidik pada MI (Negeri
dan Swasta) = 465
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No Per:er::::han Int:r:::aﬁ'?ggipﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

15 Jumlah pendidik pada 2.878 Jumlah Pendidik pada SMP (Negeri
jenjang sekolah dan Swasta) = 2.203
menengah pertama yang Jumlah Pendidik pada MTS (Negeri
memiliki ijazah diploma dan Swasta) = 675
empat (D-1V) atau sarjana
(S1) dan sertifikat
pendidik

16 Jumlah kepala sekolah 351 Jumlah Kepala Sekolah pada SD
pada jenjang sekolah (Negeri dan Swasta) = 318
dasar yang memiliki Jumlah Kepala Sekolah pada MI
ijjazah D-IV atau S1, (Negeri dan Swasta) = 33
sertifikat pendidik dan
surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah

17 Jumlah kepala sekolah 107 Jumlah Kepala Sekolah pada SMP
pada jenjang sekolah (Negeri dan Swasta) = 83
menengah pertama yang Jumlah Kepala Sekolah pada MTS
memiliki ijazah D-IV atau (Negeri dan Swasta) = 24
S1, sertifikat pendidik
dan surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah

18 Jumlah tenaga 789 Tenaga Administrasi pada SD/MI =
penunjang lainnya pada 520; Petugas Perpustakaan SD/MI =
jenjang sekolah dasar 194; Laboran SD/MI = 5; Admin/
yang memiliki ijazah lainnya SD/MI = 70
SMA/sederajat

19 Jumlah tenaga 676 Tenaga Administrasi pada SMP/

penunjang lainnya pada

MTS = 535; Petugas Perpustakaan
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

(1) (2) (3) (5) (6) (7)
jenjang sekolah pada SMP/ MTS = 66; Laboran pada
menengah pertama yang SMP/ MTS = 14; Admin/ lainnya
memiliki ijazah pada SMP/ MTS =61
SMA/sederajat

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi

dalam pendidikan kesetaraan

Jumlah satuan
pendidikan  kesetaraan
terakreditasi (Negeri dan
Swasta)

16

Jumlah peserta didik
pendidikan  kesetaraan
(Negeri dan Swasta) yang
menerima perlengkapan
dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah

2.021

Jumlah peserta didik
pendidikan  kesetaraan
(Negeri dan Swasta) yang
menerima pembebasan
biaya pendidikan

271

Jumlah kebutuhan
minimal pendidik pada
satuan pendidikan
kesetaraan (Negeri dan
Swasta)

130

DAPODIK Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bantul

Data Penduduk Semester 2
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Bantul

Jumlah Total Lembaga Kesetaraan
di Kabupaten Bantul = 26;
Akreditasi A = 3; Akreditasi B = 3;
Akreditasi C = 3; Terakreditasi = 7;
Belum Akreditasi = 10

SKB merupakan Satuan Pendidikan
Kesetaraan Negeri dengan jumlah
peserta didik = 271

Jumlah kebutuhan minimal
pendidik pada jenjang pendidikan
kesetaraan diasumsikan
berdasarkan banyaknya jumlah
rombongan belajar yang ada di
pendidikan kesetaraan, baik Negeri
maupun swasta
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci
Pemerintahan Keluaran (Output)
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
5.| Jumlah pendidik pada 403
satuan pendidikan
kesetaraan (Negeri dan
Swasta)
6.| Jumlah pendidik pada 345 Jumlah Pendidik dengan ijazah D-IV
satuan pendidikan =320; ijazah S1 =25
kesetaraan (Negeri dan
Swasta) yang memiliki
ijazah diploma empat (D-
IV) atau sarjana (S1)
7.| Jumlah kepala sekolah 351
pada jenjang sekolah
dasar yang memiliki
ijjazah D-IV atau S1,
sertifikat pendidik dan
surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah
8.| Jumlah kepala sekolah 17
pada satuan pendidikan
kesetaraan (Negeri dan
Swasta) yang memiliki
ijazah D-IV atau S1

No Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

2 Kesehatan Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

1.| Jumlah RS  Rujukan 16
kabupaten/kota yang
memenuhi sarana,
prasarana dan alat

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . N
NOMN pemerneatian Keluaran (Output) S AT Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

kesehatan (SPA) sesuai
standar

Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang t

erakreditasi

Jumlah RS dibina dan
dipersiapkan
akreditasinya

16

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Persentase ibu hamil men

dapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

untuk pelayanan
antenatal

Jumlah dukungan logistik 11.779
kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM kesehatan 400

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

untuk pelayanan
persalinan sesuai standar

Jumlah dukungan logistik 11.779
kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM kesehatan 400

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

untuk pelayanan
neonatal esensial sesuai
standar

Jumlah dukungan logistik 11.713
kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM kesehatan 301

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

| Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Jumlah dukungan logistik 56.311
kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM kesehatan 423

untuk pelayanan
kesehatan balita sesuai
standar

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah dukungan logistik
kesehatan yang tersedia

114.343

Jumlah SDM kesehatan
untuk pelayanan
kesehatan anak usia
pendidikan dasar sesuai
standar

359

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrin

ing kesehatan sesuai standar

Jumlah dukungan logistik
kesehatan yang tersedia

664.592

Jumlah SDM kesehatan
untuk pelayanan
kesehatan sesuai standar

438

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas menda

patkan skrining kesehatan sesuai standar

Jumlah dukungan logistik
kesehatan yang tersedia

145.380

Jumlah SDM kesehatan
untuk pelayanan
kesehatan sesuai standar

393

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
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No Per:er::::han Int:la:::alilr(lg:::plzl:)nm Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah dukungan logistik 61.916

kesehatan yang tersedia

Jumlah SDM kesehatan 361 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

untuk pelayanan

kesehatan sesuai standar

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah dukungan logistik 22.646

kesehatan yang tersedia

Jumlah SDM kesehatan 395 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
untuk pelayanan

kesehatan sesuai standar

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Jumlah dukungan logistik 2.489

kesehatan yang tersedia

Jumlah SDM kesehatan 233 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
untuk pelayanan

kesehatan sesuai standar

Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Jumlah dukungan logistik 3.370

kesehatan yang tersedia

Jumlah SDM kesehatan 263 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
untuk pelayanan

kesehatan sesuai standar

| Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Jumlah dukungan logistik 14.231
kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM kesehatan 306 | Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
untuk pelayanan
kesehatan sesuai standar
3 Pekerjaan Umum

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan

Kabupaten /Kota

Luas kawasan 893,56 Ha Luas awal sebagai dasar
permukiman rawan perhitungan digunakan luas
banjir di WS kewenangan kawasan permukiman rawan banjir
Kabupaten /kota (ha) tahun 2014, dengan realisasi

Panjang sungai di
kawasan permukiman
yang rawan banjir di WS
kewenangan
kabupaten/kota (m)

21.847,18 meter

Luas kawasan
permukiman sepanjang
pantai yang rawan abrasi
erosi dan akresi di WS
kewenangan
kabupaten/kota (ha)

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul

penanganan setiap tahun hingga
tahun 2021

Kabupaten Bantul tidak
mempunyai kewenangan dalam
pembangunan infrastruktur

pelindung/ pengaman permukiman
sepanjang pantai rawan abrasi
dalam wilayah sungai kabupaten
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . N
NOMN pemerneatian Keluaran (Output) S AT Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

Panjang pantai di
kawasan  permukiman
yang rawan abrasi, erosi,
akresi di WS kewenangan
Kabupaten /kota (m)

2.261, 11 meter

Rencana Tata
Pengaturan air dan tata
pengairan /rencana
pengelolaan sumber
daya air WS Kewenangan
Kabupaten /kota

Ada

Rencana Teknis tata
pengaturan air dan tata
pengairan /rencana
pengelolaan sumber
daya air kewenangan
Kabupaten /kota

Ada

Wilayah sungai Progo-Opak-Serang
(Lampiran 1, Tabel 1.2 Permen
PUPR No.04/PRT/M/ 2015) yang
bermuara di wilayah pantai
kabupaten Bantul masuk dalam
wilayah sungai lintas provinsi yang
menjadi  kewenangan  Menteri
Pekerjaan umum dan Perumahan
Rakyat

Keputusan Bupati Bantul Nomor
434 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pola Tanam Dan Tata Tanam
Global Detail Pada Musim Hujan
Tahun 2020/2021 Dan Musim
Kemarau Tahun 2021

Pada manual penyusunan LPPD
2021 halaman 114, pengisian IKK
ini menggunakan rumus Ada/
Tidak, namun pada aplikasi
https://elppd.kemendagri.go.id/
form yang tersedia untuk input
data hanya dapat digunakan untuk
input data numerik, sehingga
pengisian menggunakan angka 1 =
Ada, 0 = Tidak
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Data prasarana dan 0 Kabupaten Bantul tidak
sarana pengaman pantai mempunyai kewenangan dalam
dan sungai milik pembangunan infrastruktur

pemerintah  Kabupaten
/kota

pelindung/ pengaman permukiman
sepanjang pantai rawan abrasi
dalam wilayah sungai kabupaten

Wilayah sungai Progo-Opak-Serang
(Lampiran 1, Tabel 1.2 Permen
PUPR No0.04/PRT/M/ 2015) yang
bermuara di wilayah pantai
kabupaten Bantul masuk dalam
wilayah sungai lintas provinsi yang
menjadi  kewenangan  Menteri
Pekerjaan umum dan Perumahan
Rakyat

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman
pantai di WS Kewenangan Kabupaten /Kota

Luas kawasan
permukiman rawan
banjir di WS kewenangan
kabupaten/kota (ha)

893,56 Ha

Panjang sungai di
kawasan permukiman
yang rawan banjir di WS
kewenangan
kabupaten/kota (m)

21.847,18 meter

Luas kawasan
permukiman sepanjang

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul

Bantul tidak
kewenangan dalam

Kabupaten
mempunyai
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
pantai yang rawan abrasi pembangunan infrastruktur

erosi dan akresi di WS
kewenangan kabupaten
/kota (ha)

Panjang pantai di
kawasan permukiman yg
rawan abrasi, erosi,
akresi di WS kewenangan
kabupaten /kota (m)

Rencana Tata
Pengaturan air dan tata
pengairan/rencana
pengelolaan sumber
daya air WS Kewenangan
kabupaten /kota

Ada

Rencana Teknis tata
pengaturan air dan tata
pengairan /rencana
pengelolaan sumber
daya air kewenangan
kabupaten /kota

Ada

pelindung/ pengaman permukiman
sepanjang pantai rawan abrasi
dalam wilayah sungai kabupaten

Wilayah sungai Progo-Opak-Serang
(Lampiran 1, Tabel 1.2 Permen
PUPR No.04/PRT/M/ 2015) yang
bermuara di wilayah pantai
kabupaten Bantul masuk dalam
wilayah sungai lintas provinsi yang
menjadi  kewenangan  Menteri
Pekerjaan umum dan Perumahan
Rakyat

Keputusan Bupati Bantul Nomor
434 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pola Tanam Dan Tata Tanam
Global Detail Pada Musim Hujan
Tahun 2020/2021 Dan Musim
Kemarau Tahun 2021

Pada manual penyusunan LPPD
2021 halaman 114, pengisian IKK ini
menggunakan rumus Ada/ Tidak,
namun pada aplikasi
https://elppd.kemendagri.go.id/
form yang tersedia untuk input data
hanya dapat digunakan untuk input
data numerik, sehingga pengisian
menggunakan angka 1 = Ada, 0 =
Tidak
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No Per:er::::han Int:r:::aﬁ'?ggipﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

(1) (2) (3) (5) (6) (7
Data prasarana dan Kabupaten Bantul tidak
sarana pengaman pantai mempunyai kewenangan dalam
dan sungai milik pembangunan infrastruktur
pemerintah  kabupaten pelindung/ pengaman permukiman
/kota sepanjang pantai rawan abrasi

dalam wilayah sungai kabupaten

Wilayah sungai Progo-Opak-Serang
(Lampiran 1, Tabel 1.2 Permen
PUPR No0.04/PRT/M/ 2015) yang
bermuara di wilayah pantai
kabupaten Bantul masuk dalam
wilayah sungai lintas provinsi yang
menjadi  kewenangan  Menteri
Pekerjaan umum dan Perumahan
Rakyat

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota

yang dilayani oleh jaringan irigasi

Persentase
jaringan irigasi
dalam kondisi baik

panjang
primer

80.029
96.724

x 100%

=82,74

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul

Total Panjang Saluran lIrigasi Primer =
Saluran Pasangan (91.046 m) + Saluran
Pasangan Sebelah (773 m) + Saluran
Tanah (4.545 m) =96.724 m

Perbaikan Saluran lIrigasi Primer = 742
m

Kerusakan Saluran lIrigasi Primer =
12.119m

Saluran Irigasi Primer dalam Kondisi
Baik = 96.724—((773+4.545)+(12.119-
742)) = 80.029 m
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Persentase panjang | 116.974 100% Total Panjang Saluran Irigasi Sekunder =
jaringan irigasi sekunder | 140.877 ° Saluran Pasangan (124.289 m) +
dalam kondisi baik Saluran Pasangan Sebelah (2.830 m) +
= 83,03 Saluran Tanah (13.758 m) = 140.877 m
Kerusakan Saluran lIrigasi Sekunder =
12.115m
Perbaikan Saluran lIrigasi Sekunder =
4.800 m
Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi
Baik = 140.877—-
((2.830+13.758)+(12.115-4.800)) =
116.974 m
Persentase panjang | 185.803 100% Data Rekap Penelusuran Jaringan | Jaringan Irigasi Desa dalam Kondisi
jaringan irigasi tersier | 1.246.900 x 0 Irigasi sumber Dinas Pertanian, | Baik =50.569,282 m
dalam kondisi baik Pangan, Kelautan dan Perikanan
=14,90 Kabupaten Bantul Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

dalam Kondisi Baik =135.234,671 m

Total Jaringan Tersier =

1.246.900,390

Irigasi

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten /kota

Pemenuhan dokumen Ada
RISPAM kabupaten /kota
Tersusun dan Tidak

ditetapkannya

Dinas Pekerjaan Umum dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul

Peraturan Bupati Bantul Nomor 139
Tahun 2021 tentang Rencana Induk
Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten
Bantul Tahun 2021

Kabupaten Bantul sampai dengan
saat ini  belum mempunyai
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
NoN e mermeatian Keluaran (Output) B e Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

JAKSTRADA Kabupaten
/Kota

Jumlah BUMD dan atau
UPTD Kabupaten /Kota
penyelenggaran SPAM

Ada

Jumlah izin yang
diberikan kepada Badan
Usaha untuk melakukan
penyelenggaraan SPAM

Jumlah  kerja  sama
penyelenggaran  SPAM
dengan pemerintah
Pusat dan Pemerintah
daerah lain.

Peraturan Bupati Bantul tentang
Kebijakan dan Strategi Daerah
Pennyelenggaraan SPAM

Peraturan  Daerah  Kabupaten
Bantul Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Projotamansari

Kabupaten Bantul sampai dengan
saat ini belum pernah menerbitkan
izin terkait dengan badan usaha

yang menyelenggarakan SPAM
untuk  pemenuhan  kebutuhan
sendiri

Perjanjian Kerjasama SPAM

Regional Kartamantul

Persentase jumlah rumah

tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domesti

Jumlah rumah dengan
akses unit pengolahan
setempat untuk kegiatan
pemenuhan pelayanan
dasar menggunakan
SPALD-S

317.900

Jumlah rumah dengan
akses sambungan rumah
untuk kegiatan
pemenuhan pelayanan

15.230

Dinas Pekerjaan Umum dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci
Pemerintahan Keluaran (Output)
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
dasar menggunakan
SPALD-T
3.| Jumlah rumah dengan 333.130
akses unit pengolahan
setempat dan  data
jumlah rumah dengan
akses sambungan rumah
untuk kegiatan
pemenuhan pelayanan
dasar menggunakan
SPALD-S dan SPALD-T
4.| Jumlah  rumah vyang 129
sudah menerima
pelayanan jasa
penyedotan lumpur tinja
5. Jumlah  rumah vyang 129
sudah menerima
pelayanan jasa
pengolahan lumpur tinja
6.| Jumlah rumah vyang 15.230
sudah menerima
pelayanan jasa
pengolahan air limbah
domestik
7.| Kinerja penyediaan | 317.900
pelayanan SPALD S akses | 317.900
dasar

No Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

x 100%

=100%

8.| Kinerja penyediaan | 129 100%
pelayanan SPALD S akses | 129 x ?
aman
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

tunggal dan rumah deret

Bantul

No Perrll‘:rl;rs\::han Im:;:r:::;:"?;z:plz:)nc' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
=100%
9.| Kinerja penyediaan | 3.124 100%
pelayanan SPALD T akses | 58.931 x ’
aman
=5,30%
10 Kinerja penyediaan unit | 317.900 100%
pengolahan setempat 317.900 x °
=100%
11 Kinerja penyediaan 1 x 100%
sarana pengangkutan | 3
lumpur tinja
=33,33%
12 Kinerja penyediaan ﬂ x 100%
prasarana  pengolahan | 870
lumpur tinja
=6,89%
13 Kinerja penyediaan | 15.230 100%
sambungan rumah yang | 15.230 x 0
tersambung ke IPALD
=100%
14 Kinerja penyediaan jasa 129 ©100%
penyedotan lumpur tinja | 317.900
=0,04%
Rasio kepatuhan IMB Kabupaten /Kota
1.| Rasio bangunan gedung x 100% Dinas Pekerjaan Umum dan
(kecuali rumah tinggal | 14.948 0 Kawasan Permukiman Kabupaten
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . N
NOMN pemerneatian Keluaran (Output) S AT Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

sederhana) vyang laik
fungsi

=0,86%

Jumlah IMB yang
diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten
/Kota  dalam  tahun
eksisting

2.281

Penetapan Peraturan
Daerah tentang
Bangunan /Gedung

Ada

Penetapan Keputusan
Bupati /Walikota tentang
Tim Ahli
Bangunan/Gedung

Ada

Jumlah bangunan
gedung yang ditetapkan
oleh Bupati /Walikota
untuk dilindungi dan
dilestarikan

37

Jumlah bangunan
gedung yang ditetapkan
oleh Bupati/Walikota
untuk kepentingan
strategis daerah provinsi

Jumlah bangunan
gedung negara milik

53

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2011 tentang Bangunan Gedung,

Surat Keputusan Bupati Bantul
Nomor 361 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Tim Profesi Ahli
Bangunan Gedung Kabupaten
Bantul Tahun 2021

Daftar Cagar Budaya berupa
Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2019-2039

1. Makam Raja-raja Mataram di

Imogiri
2. Panggung Krapyak
3. Masjid Pathok Nagoro (2)
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No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Output)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

3)

(5)

(6)

(7)

Pemerintah  Kabupaten
/Kota

Jumlah bangunan
gedung negara milik
pemerintah  Kabupaten
/kota yang dipelihara
/dirawat

53

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten /Kota

Panjang jalan
berdasarkan yang
ditetapkan kepala daerah
dalam SK jalan
kewenangan Kabupaten
/Kota

624,47 km

Panjang jalan  yang
dibangun

690 meter

Panjang jembatan vyg 40 meter
dibangun

Panjang jalan  yang 3,635 Km
ditingkatkan (struktur

/fungsi)

Panjang jembatan yang 0

diganti /dilebarkan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul

Keputusan Bupati Bantul No. 265
tahun 2017, tentang Status Jalan
Kabupaten di Kabupaten Bantul

Pembangunan  Jalan menuju
Kawasan Industri Piyungan, dengan
lokasi Dusun Payak Cilik,
Kapanewon Piyungan, dengan
Sumber Dana BKK DIY

Pembangunan Jembatan Kawasan
Industri Piyungan, dengan lokasi
Dusun Payak Cilik, Kapanewon
Piyungan, dengan Sumber Dana
BKK DIY

Peningkatan Struktur/ Fungsi pada
Jalan Sambean - Sambikerep

Pemerintah Kabupaten Bantul pada
tahun 2021 tidak melaksanakan
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No Per:er::::han Int:r:::aﬁ'?ggipﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
pekerjaan rehabiltasi Jembatan
karena refocusing anggaran untuk
penanganan Covid-19
Panjang jalan yang 6,865 Km
direkonstruksi atau
direhabilitasi
Panjang jembatan yang 0 Pemerintah Kabupaten Bantul pada
direhabilitasi tahun 2021 tidak melaksanakan
pekerjaan rehabiltasi Jembatan
karena refocusing anggaran untuk
penanganan Covid-19
Panjang jalan yang 109,86 Km
dipelihara
Panjang jembatan yang 566 meter

dipelihara

Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang memiliki

sertifikat kompetensi

Jumlah Pelatihan Tenaga
operator /teknisi /analis
di wilayah Kabupaten
/Kota

5 Angkatan Pelatihan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul

Jumlah tenaga kerja 1.286 orang
operator/teknisi/analis

yang terlatih di wilayah

kabupaten/kota

Jumlah tenaga kerja 1.279 orang

konstruksi terlatih yang
tersertifikasi
operator/teknisi/analis

Data Pelatihan dan Sertifikasi
Tukang Plumbing dengan jumlah
peserta 150 orang dan jumlah
peserta lulus tersertifikasi 148
orang
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
NoN e mermeatian Keluaran (Output) B e Sumber Data Keterangan
(2) (2) (3) (5) (6) (7)
di wilayah
kabupaten/kota

Terselenggaranya Sistem
Informasi Pembina Jasa
Konstruksi Cakupan
kabupaten/kota yang
aktif dengan data
termutakhir

Ada

Tersedianya data dan
informasi potensi pasar
jasa konstruksi di wilayah
kabupaten/kota  untuk
tahun berjalan yang
bersumber dari APBD
Kab/Kota

Ada

Tersedianya data dan
informasi potensi pasar
jasa konstruksi di wilayah
kabupaten/kota  untuk
tahun berjalan yang
bersumber dari APBN

Ada

Tersedianya data dan
informasi potensi pasar
jasa konstruksi di wilayah

Pada manual penyusunan LPPD
2021 halaman 130, pengisian IKK ini
menggunakan rumus Ada/ Tidak,
namun pada aplikasi
https://elppd.kemendagri.go.id/
form yang tersedia untuk input data
hanya dapat digunakan untuk input
data numerik, sehingga pengisian
menggunakan angka 1 = Ada, 0 =
Tidak

Rekap Rencana Umum Pengadaan

https://Ipse.pu.go.id/eproc4d/lelang
Pada tahun 2021 terdapat 3
pekerjaan dengan sumber dana
APBN vyaitu : 1. Pembangunan/
Revitalisasi Pasar  Rakyat; 2.
Pembangunan Embung Imogiri 2; 3.
Peningkatan Kapasitas IPA Kap.
20L/det SPAM IKK Selopamioro

Pada tahun 2021 tidak terdapat
pasar konstruksi yang bersumber
dari dana Perusahaan Swasota
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci
Pemerintahan Keluaran (Output)
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
kabupaten/kota  untuk melalui CSR (Corporate Social
tahun  berjalan yang Responsibility)
bersumber dari
pendanaan lainnya
8.| Tersedianya data dan Ada Data dan informasi Paket Pekerjaan
informasi paket Jasa Konstruksi dapat diakses
pekerjaan jasa konstruksi melalui www.lpse.bantulkab.go.id
sesuai  kewenangannya
yang sudah dan sedang
dilaksanakan oleh badan
usaha jasa konstruksi
yang termutakhir secara
berkala
9.| Tersedianya data dan Ada
profil OPD sub-urusan
jasa konstruksi
kabupaten/kota
10 Tersedianya data dan Ada Tersedia data pelatihan dan
informasi pelatihan sertifikasi Tukang Plumbing yang
tenaga operator dan dilaksanakan dalam 5 angkatan
teknisi/analis konstruksi dengan jumlah peserta 30 orang
di wilayah tiap angkatan dan total jumlah
kabuapten/kota yang peserta lulus tersertifikasi sebanyak
dilaksanakan sendiri atau 148
melalui kerjasama
dengan Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan
Kerja (LPPK) yang
diregistrasi oleh menteri
yang membidangi jasa
konstruksi, asosiasi

No Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
NoN e mermeatian Keluaran (Output) B e Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

profesi, perguruan tinggi
dan instansi pemerintah
lainnya.

11

Tersedianya data dan
informasi tenaga kerja
konstruksi yang terlatih
di wilayah
kabupaten/kota yang
dibuktikan dengan
sertifikat pelatihan
operator dan
teknisi/analis

Ada

12

Tersedianya data dan
informasi tenaga kerja
konstruksi terlatih yang
tersertifikasi
operator/teknisi/analis
di wilayah kab/kota

Ada

13

Tersedianya data dan
informasi badan usaha
yang mendapatkan
pembinaan di wilayah
kabupaten/kota

Ada

14

Tersedianya data dan
informasi pemenuhan
komitmen permohonan
IUJK badan usaha dan
TDUP yang disetujui

Ada

15

Tersedianya data dan
informasi hasil

Ada

Tersedia data tenaga kerja
konstruksi terlatih  berdasarkan
Asosiasi di Kabupaten Bantul Tahun
2021; dengan jumlah tenaga
terlatih sebanyak 1.286 orang dan
tersertifikasi ~ ssebanyak  1.279
orang.

Dalam pelaksanaan pelatihan dan
pensertifikatan tenaga kerja
konstruksi DPUPKP dan asosiasi
tenaga kerja konstroksi didampingi
oleh LPJK

Tersedia Data badan usaha yang
mendapatkan pembinaan sebanyak
25 Perusahaan

Tersedia data Pemenuhan
Komitmen IUJK OSS tahun 2021
sebanyak 25 Perusahaan

Tersedia data dan informasi
pengawasan terhadap jasa
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
pengawasan konstruksi di Kabupaten Bantul

ketidaksesuaian jenis,
sifat, klasifikasi, layanan
usaha, bentuk dan/atau
kualifikasi usaha dengan

kegiatan  usaha jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan
pengawasannya
16 Tersedianya data dan Ada
informasi kecelakaan
konstruksi pada proyek
yang menjadi
kewenangan
pengawasannya
17 Tersedianya data dan Ada
informasi hasil
pengawasan
ketidaksesuaian jenis,

sifat, klasifikasi, layanan
usaha, bentuk dan/atau
kualifikasi usaha dengan
segmentasi pasar jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan
pengawasannya

sebanyak 320 Paket Pekerjaan
Konstruksi

Tersedia data kecelakaan konstriksi
dengan jumlah 0 kecelakan pada
pengawasan terhadap 320 paket
pekerjaan konstruksi yang
dilaksanakan pada tahun 2021.

Tersedia data dan informasi
pengawasan terhadap jasa
konstruksi di Kabupaten Bantul
sebanyak 320 Paket Pekerjaan
Konstruksi

18

Jumlah badan usaha yang
memiliki [UJKN di wilayah

485 Badan Usaha

kab/kota
19 Jumlah usaha 0
perseorangan yang

Dinas Pekerjaan Umum dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul

Berdaasarkan Surat Keterangan
Kepala Dinas PUPKP No. 600/00220
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

No Perr:J;:;rs\::han Im:;:r:::;:"?;z:p::;‘c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
memiliki TDUP di wilayah tanggal 31 Januari 2022 bahawa di
kabupaten/kota Kabupaten Bantul tidak terdapat
usaha perseorangan yang memiliki
TDUP di wilayah Kabupaten Bantul
20 Jumlah badan usaha yang 127 Perusahaan

memiliki  TUJKN  yang
terlibat dalam proyek di
wilayah Kab/Kota

21 Jumlah badan usaha yang 25 Perusahaan
mendapatkan
pembinaan di wilayah
Kab/Kota

22 Jumlah pemenuhan 25 Perusahaan

komitmen permohonan
IUJK badan usaha dan
TDUP yang disetujui

23 Jumlah pengawasan 320 Perusahan
terkait ketidaksesuaian
jenis, sifat, klasifikasi,
layanan usaha, bentuk
dan/atau kualifikasi
usaha dengan kegiatan
usaha jasa konstruksi
yang menjadi
kewenangan
pengawasannya

24 Jumlah kecelakaan 0 Kecelakaan
konstruksi pada proyek
yang menjadi
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
kewenangan
pengawasannya
25 Jumlah pengawasan 320 Perusahan | Dinas Pekerjaan Umum dan
terkait ketidaksesuaian Kawasan Permukiman
jenis, sifat, klasifikasi,
layanan usaha, bentuk
dan/atau kualifikasi
usaha dengan
segmentasi pasar jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan
pengawasannya
4 Perumahan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Rakyat 1.| Jumlah  rumah vyang 1.319 Data Jumlah Rumah dalam kawasan
berada pada kawasan zona merah pada 10 Kalurahan
rawan bencana dan
rencana penanganannya
2.| Jumlah rumah vyang 0 Berdasarkan Surat Keterangan
terkena bencana alam Kepala Badan Penanggulangan
3.| Jumlah RT, KK dan lJiwa 0 Bencana Daerah Kabupaten Bantul
korban yang rumahnya Badan Penanggulangan Bencana No. 663/0286 tanggal 24 Februari
terkena bencana alam Daerah Kabupaten Bantul 2022 menerangkan bahwa : 1.
4.| Jumlah  unit  rumah 0 Pada tahun 2020-2021 di wilayah
korban bencana yang Kabupaten Bantul tidak terjadi
direhabilitasi sesuai bencana alam yang berdampak
dengan rencana aksi pada kerusakan berat dan bersifat
5.] Jumlah unit  rumah 0 masif terhadap permukiman
korban bencana yang penduduk; 2. Pada tahun 2021

dibangun kembali sesuai

dengan rencana aksi

tidak ditargetkan dan tidak
dilaksanakan layanan penyediaan
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No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Output)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

3)

(5)

(6)

(7)

Jumlah  unit  rumah
korban bencana yang
dibangun baru/relokasi
sesuai dengan rencana
aksi

Jumlah unit dan lokasi
rumah sewa yang akan
menjadi tempat tinggal
sementara korban
bencana

Jumlah RT, KK dan lJiwa
korban bencana yang
terfasilitasi

Jumlah, luasan dan lokasi
pencadangan lahan

19.500 m?

dan rehabilitasi rumah layak huni
bagi korban bencana

Luasan dan lokasi pencadangan
lahan terletak pada 10 dusun
dengan kapasitas rumah

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemer

intah kabupaten/kota

Jumlah rumah tangga
penerima layanan yang
telah mendapatkan
fasilitasi ganti kerugian
aset properti
berdasarkan rencana
pemenuhan SPM

5

Jumlah rumah tangga
penerima kegiatan
layanan yang belum
mendapatkan fasilitasi
penggantian hak atas

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul

Fasilitasi penyediaan rumah layak
huni bagi masyarakat terdampak
relokasi program pemerintah
dilaksanakan dengan pemberian
Stimulan Bahan Bangunan
terhadap 5 KK
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Jumlah rumah tangga
penerima layanan yang

belum mendapatkan
penyediaan rumah layak
huni berdasarkan
rencana pemenuhan
SPM

Jumlah total luasan (Ha)
pengadaan tanah

No Perrll‘:rl;rs\::han Im:;:r:::;:"?;z:p::;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
tanah dan/atau
bangunan berdasarkan
rencana pemenuhan
SPM
Jumlah rumah tangga
penerima kegiatan
layanan subsidi uang
sewa berdasarkan
rencana pemenuhan
SPM
Jumlah rumah tangga Fasilitasi penyediaan rumah layak
penerima kegiatan huni bagi masyarakat terdampak
layanan  yang telah relokasi ~ program  pemerintah
mendapatkan dilaksanakan dengan pemberian
penyedlaan rumah layak Badan Penanggulangan Bencana Stimulan Bahan Bangunan
huni berdasarkan terhadap 5 KK
Daerah Kabupaten Bantul
rencana pemenuhan
SPM

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
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No Per:er::::han Int:r:::aﬁ'?ggipﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

Jumlah  luasan  (Ha) 196,19 Ha

kawasan  permukiman

kumuh < 10 Ha

Jum!ah unit peningkatan 314 Unit Dinas Pekerjaan Umum dan

kualitas RTLH .

Kawasan Permukiman

Jumlah  luasan  (ha) 89,51 Ha

penanganan

infrastruktur ~ kawasan

kumuh

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Jumlah rumah di 373.893 Unit

kab/kota

Jumlah unit Peningkatan 314 Unit

Kualitas RTLH

Jumlah rumah tidak layak 3.246 Unit

huni

Jumlah rumah yang tidak 0 Unit Berdasarkan SK Kepala Dinas

dihuni

Dinas Pekerjaan Umum dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul

Rasio rumah dan KK

333.130

373.893

=0,89

PUPKP Kabupaten Bantul Nomor
056/PERKIM-648/2020 bahwa di
Kabupaten Bantul terdapat 6.381
unit RTLH yang secara keseluruhan
dihuni oleh pemilik/ penghuni RTLH
tersebut

Data Kependudukan berdasarkan
publikasi Agregat Kependudukan
Semester 2 Tahun 2021 oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . N
NOMN pemerneatian Keluaran (Output) S AT Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

Jumlah rumah
pembangunan baru

54 Unit

Jumlah perumahan yang s

udah dilengkapi PSU (Prasar

ana, Sarana dan Utilitas Umum)

Jumlah perumahan yang
terfasilitasi PSU

279 Perumahan

Jumlah unit rumah yang
sudah  difasilitasi  air
minum

19.634 Unit Rumah

Jumlah unit rumah yang
terfasilitasi jalan
lingkungan

19.634 Unit Rumah

Jumlah unit rumah yang
terfasiltasi akses sanitasi
(on site / off site)

19.634 Unit Rumah

Jumlah perumahan yang
terfasilitasi RTNH

14 Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum dan

Jumlah unit rumah yang
terfasilitasi akses PJU

19.634 Unit Rumah

Kawasan Permukiman Kabupaten
Bantul

Jumlah pengembang
yang tersertifikasi

0 Pengembang

Jumlah pengembang 21 Pengembang
yang teregistrasi

Jumlah pengembang 14 Pengembang
yang mendapat

penyuluhan atau

pelatihan

Jumlah unit rumah pada 279
Perumahan di Kabupaten Bantul
sebanyak 19.634 Unit Rumah
sudah terfasilitasi PSU Air Minum,
Jalan Lingkungan, dan akses
sanitasi

Jumlah unit rumah pada 279
Perumahan di Kabupaten Bantul
sebanyak 19.634 Unit Rumah sudah
terfasilitasi akses PJU

Belum ada pengembang
ttersertifikasi di Kabupaten Bantul
pada tahun 2021

21 Pengembang teregistrasi pada
Asosiasi REI Yogyakarta
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..

No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7
5 Urusan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Ketenteraman, Jumlah pelanggaran dan

Ketertiban pengaduan  trantibum

13 Pel

Umum Dan dalam Kab/Kota vyang 313 Pelanggaran

Perlindungan ditangani

Masyarakat Jumlah Satlinmas vyang Jumlah Satlinmas yang terlatih dan

terlatih dan dikukuhkan

6.646 Orang

Jumlah Perda dan
Perkada yang ditegakkan

18 Perda

Jumlah Polisi Pamong
Praja yang  memiliki
kualitas sebagai PPNS

3 Polisi Pamong Praja

Tersedianya SOP dalam 18 SOP
penegakan Perda dan

Perkada serta

penanganan  gangguan

trantibum

Tersedianya sarana 16 Jenis

prasarana minimal

Stuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul

dikukuhkan terdiri atas 6.547
Satlinmas; dan 99 Sarlinmas Rescue
Istimewa

Terdapat 25 Perda yang memuat
sanksi dan 18 Perda yang
ditegakkan.

9 Jenis sarana dan 7 Jenis Prasarana

Jumlah warga negara yang

3 memperoleh layanan informasi rawan bencana

Persentase penyelesaian

dokumen KRB sampai
dengan dinyatakan
sah/legal

62 100%
100 X 07

=62%

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul

Progress Penyelesaian KRB yang
belum dilaksanakan : 1. Penyajian
Dokumen (28%); 2. Legalisasi dalam
bentuk Perda/Perkada (10%)
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Persentase jumlah | 897.306 ©100% Bencana Alam : Target 61.634 Jiwa,
penduduk di kawasan | 897.306 realisasi 61.634 Jiwa.
rawan bencana yang
memperoleh informasi | = 100% Bencana Non Alam Covid-19,
rawan bencana sesuai Target 897.306, Realisasi 897.306
jenis ancaman bencana
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Persentase penyelesaian | 65 o Progress Penyelesaian RPB yang
dokumen RPB sampai | 100 x100% belum dilaksanakan : 1. Penyajian
dinyatakan sah/legal Dokumen (25%); 2. Legalisasi dalam
=65% bentuk Perda/Perkada (10%)
Persentase penyelesaian 1. Penilaian Bahaya 3,33%
dokumen Renkon sampai | = 30% 2. Penentuan Kejadian 3,33%
dinyatakan sah/legal 3. Pengembangan Skenario 3,33%
4. Penetapan Kebijakan  dan
Strategi 6,67%
5. Perencanaan Sektoral 8,33%
6. Sinkronisasi/ Harmonisasi 5%
Badan Penanggulangan Bencana . .
7. Formalisasi (Peraturan Bupati)
Daerah Kabupaten Bantul 0%
Persentase jumlah 184 £ 100% 1. Pelatihan Aparatur target 187
aparatur dan warga | 805.444 orang, terealisasi 140 orang.
negara yang ikut 2. Pelatihan Warga Negara target
pelatihan =0,85% 805.306, terealisasi 6.676
Perse.ntase warga negara 6.676 £100%
yang ikut pelatihan 805.306
=0,83%
Persentase warga negara | 956.513 £ 100%
yang mendapat layanan | 956.513
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) () (3) (5) (6) (7)

pusdalops
penanggulangan
bencana dan
prasarana
penanggulangan
bencana

sarana

=100%

Persentase warga negara yang mendapat peralatan

perlindungan

Tsunami gz;gg £ 100%
=58,87%
22.100

Longsor e x 100%
=34,88%

i 19.500

Banjir iy x 100%
=79,40%

Jumlah total =

62.050 100%

122662 X 07

=50.59 %

Tsunami

Terdapat 29 titik EWS tsunami; 1
bangunan TES di pantai baru
Longsor:

3 EWS longsor di Imogiri; 5 EWS di
Piyungan

Banijir:

4 titik EWS banijir

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Persentase  kecepatan
respon kurang dari 24

0

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021 tidak terdapat Kejadian
Luar Biasa (KLB)
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

(1) (2) (3) (5) (6) (7)
jam untuk setiap status
KLB
Persentase  kecepatan | 12 o 12 Rekomendasi Status Tanggap
respon kurang dari 24 | 12 x 100% Darurat Bencana Covid-19
jam untuk setiap status
darurat bencana =100%
Persentase jumlah | 1.537 o 1. Aparatur BPBD target 187,
petugas yang aktif dalam | 1.636 x100% realisasi 187
penanganan darurat 2. Relawan, target 1.449, realisasi
bencana =100% 1.350
Persentase jumlah | 56.696 o 1. Bencana Alam : 964 jiwa
korban berhasil dicari, | 56.696 x100% 2. Bencana Non Alam
ditolong dan dievakuasi Terkonfirmasi  54.253  jiwa,
terhadap kejadian | = 100% Meninggal Dunia 1.479 jiwa
bencana

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Jumlah dan jenis layanan
penyelamatan dan
evakuasi pada kondisi
membahayakan manusia
(operasi darurat non
kebakaran) oleh Dinas
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan di
kabupaten/kota

604

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul

Human Rescue : 43
Animal Rescue : 541
3. Penanganan Bencana : 20

N e

Tersedianya pos sektor
damkar yang dilengkapi
sarana prasarana
damkar, sarana

6 Pos Sektor Pemadam
Kebakaran

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bantul

6 Pos : Pos Bantul, Pos Kasihan,
Pos Banguntapan, Pos Imogiri, Pos
Sedayu dan Pos Pundong

Lokasi pos tidak berada di lokasi
kantor kecamatan
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) () (3) (5) (6) (7)

prasarana penyelamatan
di kantor kecamatan

Tersedianya aparatur
selama 24 (jam) yang
dilaksanakan secara
bergantian  (shift) di
kantor kecamatan

Ada

Pos Damkar yang

dilengkapi dengan
sarana/prasarana
damkar, sarana

prasarana penyelamatan
dan evakuasi di setiap
keluarahan/desa

Tidak Ada

Jumlah dan jenis sarana
prasarana pemadaman,

Tersedia sebagaimana
disampaikan dalam data

penyelamatan dan | dukung IKK Output
evakuasi

Jumlah aparatur 90 Orang
pemadam kebakaran

yang memenuhi Standar

Kualifikasi Pemadam

sebagaimana dimaksud

Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2009 tentang

Standar Kualifikasi
Aparatur Pemadam
Kebakaran

Tersedia Jadwal Piket Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
selam 24 jam

Sertifikat Pemadam | Kemendagri :
47 orang

Sertifikat Pemadam Il Kemendagri:
4 orang

Belum Bersertifikat: 39 orang
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

Jumlah relawan 25 orang pada 5 Desa/

kebakaran di bawah Kelurahan

binaan Dimas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan atau Badan Penanggulangan Bencana

perangkat daerah yang

Daerah Kabupaten Bantul

menyelenggarakan sub

urusan kebakaran

Jumlah peningkatan | 2 Jenis Pelatihan yang

kapasitas aparatur | dilaksanakan pada 6

pemadam kebakaran angkatan pelatihan
6 Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)

Jumlah layanan data dan
pengaduan yang dimiliki

3 Layanan
3 jenis data

Jumlah data penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng
yang masuk dalam data
terpadu FM dan OTM

7667 Data DTKS

Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Layanan :

1. layanan SLRT

2. Layanan TRC PMKS

3. Layanan TRC Kebencanaan
Data:

1. Data PMKS

2. Data PSKS

3. Data DTKS

Jumlah Tim Reaksi Cepat
yang dibentuk

2Tim

Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Ada SK TRC Penjangkauan PMKS
dan SK TAGANA
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci
Pemerintahan Keluaran (Output)
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
4.| Jumlah penyandang 14.833 Jiwa
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng
yang dijangkau
5.| Jumlah kendaraan roda 6 Kendaraan Roda 4
empat yang akses khusus
layanan kedaruratan
yang dimiliki
6.| Jumlah penyandang 1.709 orang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng
yang menerima paket
permakanan sesuai
standar gizi
7.| Jumlah rumah 1 Unit Shelter Kesejahteraan Sosial
singgah/shelter/tempat
tinggal sementara yang
dimiliki sesuai standar
8.| Jumlah penyandang 201 Orang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng
yang menerima paket
sandang
9.| Jumlah penyandang 204 Orang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng

No Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

Dinas Sosial Kabupaten Bantul
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . N
NOMN pemerneatian Keluaran (Output) S AT Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

yang memanfaatkan alat
bantu

10

Jumlah alat bantu yang
tersedia di rumah
singgah/ shelter

63 alat bantu

11

Jumlah paket perbekalan
Kesehatan yang tersedia

1.194 (dalam 5 jenis
perbekalan Kesehatan)

12

Jumlah penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng
yang memanfaatkan
paket perbekalan
kesehatan

28 Orang

13

Jumlah tenaga Kesehatan
yang disediakan di rumah
singgah

5 perawat

14

Jumlah pekerja sosial
professional  dan/atau
TKS dan/atau relawan
sosial yang disediakan

3.916 orang

15

Jumlah penyandang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng
yang mendapatkan
bimbingan fisik, mental
dan sosial sesuai standar
di keluarga, masyarakat,
Dinas Sosial, Rumah

368 Jiwa

Bekerjasama dengan LKS

Shelter Kesejahteraan Sosial

Jumlah PSKS di Kabupaten Bantul
terdiri dari WKSBM, PSM, TKSK,
TKPK, IPSM, LKS,LKSA, LK3, Karang
Taruna, Pensosmas, dIl (Data
terlampir)

bekerjasama dengan LKS
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci
Pemerintahan Keluaran (Output)
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Singgah/Shelter
dan/atau pusat
kesejahteraan social
16 Jumlah bimbingan sosial 1.028 Jiwa bekerjasama dengan LKS
yang dilaksanakan
kepada keluarga dan
masyarakat
17| Jumlah penyandang 70 Jiwa
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng
yang difasilitasi untuk
mendapatkan dokumen
kependudukan
18 Jumlah penyandang 13.292 Jiwa Juml PMKS yang ditangani
disabilitas terlantar, anak Dinas Sosial Kabupaten Bantul
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng
yang mendapatkan akses
layanan pendidikan dan
Kesehatan dasar
19 Jumlah penyandang 29 Orang
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng

No Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

yang mendapatkan
layanan penelusuran
keluarga
20 Jumlah penyandang 21 Jiwa

- Dinas Sosial Kabupaten Bantul
disabilitas terlantar, anak P
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . N
NOMN pemerneatian Keluaran (Output) S AT Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng
yang direunifikasi dengan
keluarga

21

Jumlah penyandang 92 jiwa
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gepeng
yang dirujuk

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
daerah kabupaten/kota

1.| Jumlah korban bencana 706 Jiwa
yang mendapatkan
makanan
2.| Jumlah korban bencana 113 Jiwa
yang menerima paket
sandang
3.| Jumlah tempat 75 Desa Tempat penampungan
penampungan pengungsi kebencanaan berupa tenda
yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Bantul kgbencanaan yang akan.di didirikan
di desa yang mengalami bencana /
desa terdekat
4.| Jumlah paket 495 orang
permakanan khusus bagi
kelompok rentan
5.] Jumlah korban bencana 495 orang
yang menerima
pelayanan dukungan
psikososial
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Jumlah perusahaan yang

menyusun rencana
tenaga kerja di
Kabupaten /Kota

27 Perusahaan

No Per:er::::han Int:r:::aﬁ'?ggipﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7
Jumlah pekerja sosial 137 TAGANA
professional/tenaga
kesejahteraan sosial
dan/atau relawan sosial
yang tersedia
7 Ketenagakerjaan Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Dokumen perencanaan sesuai RTK Kab. Bantul disusun
tenaga kerja berdasarkan 6 peraturan
kabupaten/kota. perundangan.
Pengisian pada aplikasi LPPD belum
mengakomodir alfabet, sehingga
pengisian menggunakan angka 1 =
Dinas Tenaga Kerja dan sesuai, 0 = belum sesuai
Persentase akurasi | (4 —6) Transmigrasi Kabupaten Bantul Disnakertrans Kab. Bantul pada
proyeksi indikator dalam x 100% tahun 2021 melaksanakan 4
rencana tenaga kerja Indikator.
=50%

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

Persentase  penerapan
program PBK dengan
kualifikasi KKNI/okupasi

16

=93,75%

15
— x100%

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

No Perr:J;:;rs\::han Im:;:r:::;:"?;z:p::;‘c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
2.| Persentase instruktur | 7
— 0,
bersertifikat kompetensi | 7 x 100%
=100%
. . . 41
3.| Rasio jumlah instruktur X 100%
terhadap peserta | 638
pelatihan
=6,426 %
4.| Persentase LPK vyang | 15 0
terakreditasi 37 % 100%
=40,54%
37
5. Perse-n-ta?se ' !_PK yang | 3/ x 100%
memiliki perizinan 37
=100%
6. :;Imtlih penganggur yang 638 orang Dinas Tenaga Kerja dan
7 Pla ! : " 638 Transmigrasi Kabupaten Bantul
.| Persentase ulusan
[ 0,
bersertifikat pelatihan 638 x 100%
=100%
8.| Persentase penyerapan | 298 2 100%
lulusan 638 °
=46,708%
ifi 194
9.| Lulusan . bersertifikat x 100%
kompetensi 638
=30,408%
10 Jumlah Calon Pekerja i X 100% Kabupaten Bantul belum
Migran Indonesia | 58 0 melaksanakan Kegiatan
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No Per:er::::han Int:r:::aﬁ'?ggipﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
(CPMI)/Calon Tenaga Pendidikan, Pelatihan Kerja kepada
Kerja Indonesia (CTKI) | =0 Pekerja Migran Indonesia dan
yang diberikan pelatihan Pemberdayaan Pekerja Migran
11} Jumlah pelatihan Calon Indonesia yang sudah purna
Pekerja Migran Indonesia karena belum diakomodir dalam
(CPMI)/Calon Tenaga dokumen RKPD
Kerja Indonesia (CTKI)
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
1.| Persentase perusahaan ﬁ 100%
yang menerapkan | 336 x 0
program peningkatan
produktivitas =7,143%
2.| Data tingkat Sebagaimana tercantum dalam
produktivitas total =4,9% - (7,07%+(-2,47%)) dokumen pdf Manual Penyusunan

=0,3%

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul

LPPD 2021, halaman 220 bahwa
yang dimaksud Data tingkat
Produktivitas total = Pertumbuhan
Ekonomi dikurangi (Pertumbuhan

Modal + Pertumbuhan Tenaga
Kerja)

Pertumbuhan Ekonomi
menggunakan laju pertumbuhan

PDRB ADHK tahun 2021 = 4,9%

Pertumbuhan Modal menggunakan
data Realisasi Capaian
Pertumbuhan Investasi PMDN dan
PMA = 7,07%
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . N
NOMN pemerneatian Keluaran (Output) S AT Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

Pertumbuhan Tenaga Kerja Tahun
2021 sebesar =-2,47%

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar
peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase perusahaan | 54 o
yang telah  memiliki 336 x100%
Peraturan  Perusahaan

(PP) =16,071 %
Persentase perusahaan E 100%
yang telah  memiliki | 92 x 0
Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) =13,043 %

Rekapitulasi tahunan
jumlah konfederasi
SP/SB yang tercatat,

federasi SP/SB  yang
tercatat, SP/SB di
perusahaan yang
tercatat, SP/SB di luar
perusahaan yang tercatat
dan anggota SP/SB di
perusahaan

- KONFEDERASI =6,
- FEDERASI=9

Persentase perusahaan
yang sudah menyusun
struktur skala upah

149 100%
161~ 07

=92,547 %

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul

Jumlah Perusahaan yang sudah
menyusun skala upah = 149
Perusahaan;

Jumlah Perusahaan vyang telah
mengatur syarat kerja = 12
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Output)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

(3)

(5)

(6)

(7)

Perusahaan yang memiliki
Perjanjian Kerjasama + 149 = 161

Persentase
yang telah
sebatai peserta
Ketenagakerjaan

perusahaan
terdaftar
BPJS

218 00w
1326 707

=16,44 %

Persentase
perusahaan
berselisih

jumlah
yang

0,
1326 < 100%

=1,734%

Jumlah mogok kerja

Jumlah penutupan
perusahaan

Jumlah
kepentingan

perselisihan

10

Jumlah perselisihan antar
Serikat  Pekerja/Serikat
Buruh (SP/SB) dalam 1
(satu) perusahaan

11

Jumlah perselisihan PHK

12

Jumlah  pekerja/buruh
yang ter-PHK

968

13

Jumlah perselisihan yang
diselesaikan melalui
perundingan bipartite

14

Lembaga Kerja Sama
(LKS) Tripartit
kabupaten/kota yang
diberdayakan

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bantul
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Urusan Indikator Kinerja Kunci

No Pemerintahan Keluaran (Output)

Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

(1) () 3) (5) (6) ()

15 Persentase' persghsnhan QxlOO%
hubungan industrial yang | 24
diselesaikan melalui
Perjanjian Bersama | =83,33%
olehMediator Hubungan
Industrial

Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah
Kabupaten/Kota

1.| Jumlah lowongan kerja 3.033
yang tersedia di wilayah
kabupaten/kota

2.| Jumlah pencari kerja 5.952
yang terdaftar di
kab/kota

3.| Jumlah  Bursa Kerja 34
Khusus (BKK) wilayah
kab/kota

4.| Jumlah Tenaga Kerja 271 | Dinas Tenaga Kerja dan
Khusus terdaftar dalam Transmigrasi Kabupaten Bantul
satu kabupaten/kota

5.] Jumlah Pejabat 2
Fungsional Pengantar
Kerja

6.| Jumlah Lembaga 0
Penempatan Tenaga
Kerja Swasta (LPTKS)
antar kerja lokal dalam
satu wilayah kab/kota
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Output)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

(3)

(5)

(6)

(7)

Jumlah perjanjian kerja
yang disahkan oleh dinas
bidang ketenagakerjaan
Kab/Kota

13

Jumlah penempatan
tenaga kerja melalui
Informasi  Pasar Kerja
(IPK) Online (SISNAKER)

3.033

Jumlah Calon Pekerja
Migran Indonesia
(CPMI)/Calon Tenaga
Kerja Indonesia (CTKI)
yang mendapatkan
sosialisasi

0
— x 1009
58x 00%

=0%

10

Jumlah Calon
Migran
(CPMI)/Calon
Kerja Indonesia
yang terdata

Pekerja
Indonesia
Tenaga

(CTKI)

58

11

Jumlah Pekerja Migran
Indonesia (PMI)/ Tenaga
Kerja Indonesia (TKI)
yang mendapatkan
fasilitasi kepulangan

3
- 0,
114x100/o

=2,632%

12

Jumlah Pekerja Migran
Indonesia (PMI)/ Tenaga
Kerja Indonesia  (TKI)
yangmendapatkan
pendidikan dan pelatihan
kerja

0 100%
0 X 0

=0%

Jumlah CPMI yang mendapatkan
sosialisasi=0

Jumlah CPMI/CTKI tahun 2021 = 58

Belum diakomodir dalam dokumen
RKPD
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No

Pemerintahan

Urusan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Output)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

3)

(5)

(6)

()

13

Data pemberdayaan
Pekerja Migran Indonesia
(PMI)/Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) purna dan
keluarganya

0
— x 1009
gg * 100%

=0%

14

Jumlah Layanan Terpadu
Satu Atap (LTSA) yang
dibentukan

LTSA=0

Belum diakomodir dalam dokumen
RKPD

Tidak ada LTSA di kabupaten Bantul

Perlindungan
Perempuan Dan
Perlindungan

Anak

Persentase ARG pada belanja langsung APBD

1.| Jumlah lembaga 18 Perangkat Daerah Pelatihan berupa kegiatan
pemerintah tingkat Penyusunan GAP dan GBS pada
daerah kabupaten/kota tanggal 25 Oktober 2021
yang telah dilatih PUG Dinas Pemberdayaan Perempuan
2.| Jumlah 12 Program, 20 Kegiatan, | dan Perlindungan Anak, Capaian Kinerja yang disampaiakan
program/kegiatan PUG dan 50 Sub Kegiatan | Pengendalian Penduduk dan pada aplikasi
pada perangkat daerah Keluarga Berencana elppd.kemendagri.go.id berupa
yang sudah dievaluasi jumlah program =20
melalui analisis gender di
tingkat kabupaten/kota
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
1.| Jumlah media massa 8 media
(cetak, elektronik) yang
bekerja  sama den.gan Dinas Pemberdayaan Perempuan
pemkab/kota (dinas ,
oppa) untuk melakukan dan Perllnqungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
KIE pencegahan Keluarga Berencana
kekerasan terhadap anak
2.| Jumlah lembaga layanan | 32 lembaga layanan anak

anak yang telah memiliki
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7
standar pelayanan
minimal
126
Persentase korban X 100%
kekerasan anak vyang | 126
terlayani
=100%
Jumlah lembaga layanan 31 lembaga .
Dinas Pemberdayaan Perempuan
anak yang mendapat ,
. dan Perlindungan Anak,
pelatihan Pengendalian Penduduk d
Jumlah lembaga layanan 3 lembaga engendalian Fenduduk dan

anak yang mendapatkan
bantuan

Keluarga Berencana

keuangan/fasilitas oleh

pemkab/kota (APBD

kab/kota)

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Jumlah organisasi 28 Organisasi

kemasyarakatan yang

bergerak dim bidang

perempuan tingkat

kabupaten/kota yang

mendapatkan pelatihan

Jumlah kader perempuan
tingkat kabupaten/kota
yang sudah dilatih

UPTD PPA : 50 Kader
Perempuan (Kader
PKDRT)

Jumlah lembaga layanan
pemberdayaan
perempuan
mendapat pelatihan

yang

40 satgas PPA

Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana
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Urusan Indikator Kinerja Kunci

No Pemerintahan Keluaran (Output)

Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

(1) () 3) (5) (6) ()

4.| Jumlah lembaga layanan 0 Pada tahun 2021 tidak terdapat
pemberdayaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah
perempuan yang Kabupaten Bantul kepada lembaga
mendapatkan  bantuan layanan perempuan

keuangan oleh
pemerintah
kabupaten/kota

5.] Jumlah 3 Kebijakan
kebijakan/program
pencegahan kekerasan
terhadap perempuan
termasuk TPPO pada
perangkat daerah yang
sudah dievaluasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

6.| Jumlah lembaga 3 Lembaga
penyediaan layanan
perlindungan hak
perempuan yg telah
terstandardisasi

117
7.| Persentase korban £ 100%
kekerasan  perempuan | 117

yang terlayani
=100%

9 Pangan Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)

1.| Tersedianya infrastruktur | ada Dinas Ketahanan Pangan dan | Gudang Cadangan Pangan milik
perudangan dan sarana Pertanian Kabupaten Bantul pemerintah tidak ada; Gudang
pendukung lainnya untuk cadangan Pangan milik masyarakat
penyimpanan cadangan ada 21 unit, 13 unit berfungsi, dan
pangan 8 unit tidak berfungsi.

Kabupaten Bantul Tahun 2021




Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) () (3) (5) (6) (7)

Rumus IKK output ini pada pdf
Manual Penyusunan LPPD 2021
halaman 243 menggunakan rumus
Ada/ Tidak ada infrastruktur
pergudangan, sedangkan pengisian
pada aplikasi
elppd.kemendagri.go.gid

digunakan angka 1=Ada, 0 = Tidak
ada, karena kolom pada aplikasi
elppd hanya support data numerik

2.| Tersalurkannya pangan | ada
pokok  dan pangan
lainnya

3.| Tersedianya regulasi | tidak ada
harga minimum daerah
untuk pangan lokal

4.| Terlaksananya kegiatan | ada

pemberdayaan
masyarakat dalam Pengisian pada aplikasi
rangka pemenuhan Dinas Ketahanan Pangan dan .
konumsi pangan yang Pertanian Kabupaten Bantul Elppd.kemendagri.go.id
L 1=Ada; 0 = Tidak ada

beragam dan bergizi
seimbang

5.| Tersedianya peta | ada
ketahanan dan
kerentanan pangan

6.| Tertanganinya ada
kerawanan pangan

7.| Tersalurkannya ada

cadangan pangan pada
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
daerah rentan rawan
pangan
Terlaksananya Tidak ada Dinas Ketahanan Pangan dan
pengawasan keamanan Pertanian Kabupaten Bantul
pangan segar
10 | Pertanahan Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi

yang diterbitkan

SK Izin Lokasi Yang | 258 + 624 0 Dinas Penanaman Modal dan
Diterbitkan Oleh 882 x 100% Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bupati/Wali kota
=100%
SK  Bupati/Wali  kota | Tidak Perlu Diisi BPN Bantul
tentang Penetapan
Tanah Obyek Landreform
yang bersumber dari
Tanah Kelebihan
Maksimum/  Absentee
dan Daftar Subyek
SK  Bupati/Wali  kota | Tidak Perlu Diisi BPN Bantul

tentang Penetapan
Besarnya Ganti Rugi
Kepada Bekas Pemilik
Tanah Kelebihan

Maksimum/Absentee

Sesuai Surat dari Kantor
Pertanahan Bantul Nomor
NT.02/0213-34.02/1 tanggal 19

Januari 2022 bahwa Tanah Obyek
Landreform yang siap
diredistribusikan yang berasal dari
tanah kelebihan maksimum dan

tanah abstentee di kabupaten
Bantul pada tahun 2021 tidak
tersedia

Dokumen Izin membuka
tanah

Tidak Perlu Diisi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul

Surat Keterangan Kepala Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul Nomor 593/
00178/Skre/2022  tanggal 20

Januari 2022 menerangkan bahwa
di DIY kepemilikan tanah sudah
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7
jelas, sehingga tidak ada ijin
membuka tanah yang diterbitkan.
Dokumen Perencanaan | 15 0 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
Penggunaan Tanah | 15 x 100% dan Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota Kabupaten Bantul
=100%
11 | Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota
Hidup Hasil perhitungan
Kabupaten/ Kota
terhadap :
Q. Indeks kualitas air | 56 Indeks Kualitas Lahan di dalamnya
(IKA) adalah  tutupan lahan dan
- IKA Sungai ekosistem Gambut, sedangkan di
Winongo 60 Kabupaten Bantul tidak terdapat
- IKA'S. Gajahwong 50 ekosistem Gambut sehingga untuk
- IKA'S. Code 50 . ) ) perhitungannya menggunakan
~ IKAS. Bedog 56,67 glnas Lingkungan Hidup Kabupaten | | 4aks  Kualitas Tutupan Lahan
- IKA'S. Opak 50,00 antul (IKTL)  berdasarkan  Peraturan
- IKA S.OYO 63,33 Menteri Lingkungan Hidup dan
b. Indeks Kualitas Udara | 83,23 Kehutanan Nomor. 27 tahun 2021
(IKU) Tanggal 16 Desember 2021 tentang
c Indeks Kualitas | 55,21 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tutupan Lahan (IKTL)

Terlaksananya Pengelolaa

n Sampah di Wilayah Kab/Kota

Tersedianya data dan
informasi  penanganan
sampah di  wilayah
kabupaten/kota

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bantul

informasi
wilayah

Tersedia 3 data dan
penanganan sampah di
Kabupaten Bantul
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Indik Kinerja Kunci
NO | pemerintahan | | - Ketaran (output) | C2Paian Kinera Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
a. Tersedianya informasi | (388 x 365) £ 100%
terkait rasio angkutan | 775.148,22
pengelolaan sampah
terhadap volume | (141:620) x 100%
775.148,22 °
timbulan sampah RS
=18,27%
b. Tersedianyainformasi | 4.024.942,64 £ 100%
terkait kapasitas TPA | 2.700.000
terhadap volume 149.07%
timbul h = 1a2,u7%
.I_Im ude.an sampfa - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
c. Tersedianya informasi x 100% Bantul
terkait jumlah TPST | 1.030,086
dibagi jumlah sampah
pada masing2 | = 23,10%
lingkungan

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kab/Kota

Data izin Ij"PLH. dan PUU @ X 100%
LH yang diterbitkan oleh | 48
pemerintah daerah
kabupaten/kota =100%
Rasio pejabat pengawas 1
LH di daerah (PPLHD) di | 1203 ¥100%
Kabupaten/Kota

=0,083%

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bantul

- Persetujuan lingkungan untuk

UKL UPL=44

- ljin  Lingkungan (Kegiatan
Pemerintah) untuk SD Kasihan
=3
Persetujuan Dokumen

Pengelolaan Lingkungan Hidup
(DPLH) untuk RS Tipe D
Bambanglipuro =1

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten
Bantul memiliki 1 Calon Pejabat
Pengawas LH Daerah (PPLHD)
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci
Pemerintahan Keluaran (Output)
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
terhadap usaha yang izin
lingkungan, izin PPLH dan
PUULH yang diterbitkan
oleh pemerintah
kabupaten/kota
3.| Penetapan hak MHA
terkait dengan PPLH yang
berada di Daerah
kabupaten/ kota =0%
4.| Terfasilitasinya kegiatan
peningkatan
pengetahuan dan
ketrampilan masyarakat | = 0%
hukum adat terkait PPLH

No Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

0
6x100%

0 Kab.Bantul tidak memiliki MHA
6x100% (Masyarakat Hukum Adat)

5.| Jumlah lembaga | 316 Lembaga Kemasyarakatan meliputi
—x100%

kemasyarakatan yang | 316 kelompok  pengelola  sampah,

diberikan diklat sekolah adiwiyata, forum

=100% komunikasi LH, kelompok

pemerhati lingkungan. Diklat disini
adalah pelatihan, bimtek dan
sosialisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bantul

6.| Penanganan Peng.adllja}n gxlOO%
masyarakat terkait izin | 39
lingkungan, izin PPLH dan
PUU LH yang di terbitkan | =100%
oleh Pemerintah daerah
kabupaten/kota, lokasi
usaha dan dampaknya di
Daerah kabupaten/kota
yang ditangani
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
12 | Administrasi Perekaman KTP Elektronik
Kependudukan |1.| Penerbitan akta | 2.166 £ 100%
Dan Pencatatan perkawinan 2.166
Sipil
=100 %
2.| Penerbitan akta | 582 1 0o
perceraian 582
=100 % Dinas Kependudukan dan
3.| Penerbitan akta | 21.291 £100% Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
kematian 21.291
=100 %
4.| Penyajian data | 4 x 100%
kependudukan 2
= 100%
13 | Urusan Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
Pemberdayaan |[1.| Jumlah desa yang | 100 %
Masyarakat Dan terfasilitasi dalam kerja
Desa sama antar desa
2. lah 1009 Di P M k
Jumla desa. yang | 100 % inas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten bantul tidak memiliki
melakukan kerja sama dan Kelurahan Kabupaten Bantul
antar desa tahun Desa/ Kalurahan dengan status :
berjalan dikurangi jumlah E-Book Peringkat IDM tahun 2021 Des'a Sa”,?at Ter”tlnggal ,"Desa
] . Tertinggal”, dan “Desa
desa yang melakukan (https://idm.kemendesa.gi.id/ Berkembang”
kerja sama antar desa view/detil/3/publikasi)
tahun sebelumnya
3.| Jumlah lembaga | 100 %
kemasyarakatan dan
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
NoN e mermeatian Keluaran (Output) B e Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

lembaga adat di desa
yang terfasilitasi dalam
peningkatan  kapasitas
dan diberdayakan

Jumlah peningkatan desa

yang lembaga
kemasyarakatan dan
lembaga adatnya

melaksanakan kegiatan
ekonomi produktif dan
pemberdayaan

100 %

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Jumlah desa yang
terfasilitasi dalam kerja
sama antar desa

100 %

Jumlah desa yang
melakukan kerja sama
antar desa tahun
berjalan dikurangi jumlah
desa yang melakukan
kerja sama antar desa
tahun sebelumnya

100 %

Jumlah lembaga
kemasyarakatan dan
lembaga adat di desa
yang terfasilitasi dalam
peningkatan  kapasitas
dan diberdayakan

100 %

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kelurahan Kabupaten Bantul

E-Book Peringkat IDM tahun 2021
(https://idm.kemendesa.gi.id/

view/detil/3/publikasi)

Kabupaten bantul tidak memiliki
Desa/ Kalurahan dengan status :
“Desa Sangat Tertinggal”, “Desa
Tertinggal”, dan “Desa
Berkembang”
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Jumlah peningkatan desa | 100 %
yang lembaga
kemasyarakatan dan
lembaga adatnya
melaksanakan kegiatan
ekonomi produktif dan
pemberdayaan
14 | Urusan TFR (Angka Kelahiran Total)
Pengendalian Tersedianya  dokumen | Ada Rumus pada pdf Manual
Penduduk Dan Grand Design Penyusunan LPPD 2021 halaman
Keluarga Pembangunan 288 untuk IKK Output tersedianya
Berencana Kependudukan  (GDPK) Grand Design adalah Ada/ Tidak
yang di-Perdakan sedangkan pengisian pada aplikasi
ELPPD 1=ada/O=tidak ada,
dikarenakan kolom pengisian pada
aplikasi tersebut hanya support
untuk input data numerik
Median Usia  Kawin Dinas Pemberdayaan Perempuan
Pertama Perempuan 65.60% | dan Perlindungan Anak,
(MUKP) seluruh wanita Pengendalian Penduduk dan
umur 25-49 tahun Keluarga Berencana
Angka Kelahiran Remaja 11 Pengisian Data pada aplikasi ELPPD
umur 15-19 tahun (Age 32.127 ASFR 15-19 = 0,000342, kolom pada
Specific Fertility | _ 0.000342 form isian tidak supgort untuk 6 digit qi
Rate/ASFR 15-19) =0, gelakang koma, sehingga hanya tampil
Persentase masyarakat | 22.305 ©100% Jumlah  masyarakat  terpapar
yang terpapar isi pesan | 26.820 KKBPK:
Program KKBPK - 83.16% -BKB =12.628
(advokasi dan KIE) ’ -BKR =4.322
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No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Output)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

3)

(5)

(6)

(7)

-BKL =5.355
TOTAL =22.305

Jumlah sasaran
terpapar KKBPK:
-BKB = 14.414
-BKR =5.309

-BKL = 7.087
TOTAL = 26.820

masyarakat

Kependudukan,
Berencana dan
Keluarga (KKBPK)

Keluarga
Pembangunan

Jumlah stakeholders/
pemangku kepentingan dan
mitra  kerja  (termasuk
organisasi kemasyarakatan)
yang berperan serta aktif
dalam pengelolaan program
KKBPK

100 stakeholders/ pemangku
kepentingan dan mitra kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Persentase Fasilitasi | 177 x 100%
Kesehatan (Faskes) yang | 289
siap melayani KB MKIJP

=61,93%
Persentase Peserta KB | 104.123 £ 100%
Aktif  (PA)  Metode | 141.219
Kontrasepsi Jangka

=73.73%

Panjang (MKIJP)

Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
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Indik Kinerja K i
No Per:er::::han m:(lela:::anl?ggfpu:)nm Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Pemerintah Daerah | 73 Kelompok Kerja
Kabupaten/Kota yang
memiliki Kelompok Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
KKBPK yang efektif dan Perlindungan Anak,
Pasca Persalinan 5.424 Keluarga Berencana
=26,4%
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Persentase kesertaan KB | 37 Desa
:I Kabukpater; dan ths Dinas Pemberdayaan Perempuan
€ngan kesertaan renda dan Perlindungan Anak,
Persentase kesertaan. KB —24363;903755 x 100% Pengendalian Penduduk dan
Ezl:tirag: uran (:;Ir;erlma : Keluarga Berencana
=20,13%
15 | Urusan Rasio konektivitas Kabupaten/Kota
i 4
Perhubungan Pers.entase tersedianya | * x 100%
fasilitas penyelenggaraan | 2
terminal penumpang
angkutan tipe C =200 %
Terlaksananya pelayanan | 12.978 £100%
uji berkala 16.654 Dinas Perhubungan Kabupaten
=77,93 % Bantul
i 0
Penetapan tarif angkutan | Y X 100%
orang antar kota dalam | 24
Kabupaten, serta
=0%

angkutan perkotaan dan
pedesaan kelas ekonomi
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No Per:er::::han Int:r:::aﬁ'?ggipﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7
Persentase pelaksanaan | 15.364 £100%
manajemen dan | 111.974
rekayasa lalu lintas untuk
jaringan jalan Kabupaten | = 13,72%
atau Kota
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota
Persentase pelaksanaan | 15.364 Dinas Perhubungan Kabupaten
_ — x100%
manajemen dan | 111974 Bantul
rekayasa lalulintas untu
jaringan jalan | =13,72%
Kabupaten/Kota
16 | Urusan Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Komunikasi Dan Persentase perangkat 45 x 100%
Informatika daerah yang terkoneksi 45
di .Jaringan Intra | _ 100 %
Pemerintah atau
menggunakan akses
internet yang diamankan
yang disediakan oleh
Dinas Kominfo Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase perangkat | 45 x 100% Kabupaten Bantul
daerah yang 45
.menggunakan ak.ses -100%
internet yang berkualitas
yang disediakan Dinas
Kominfo
Tersedianya sistem | ya Rumus pada pdf Manual
elektronik  komunikasi Penyusunan LPPD 2021 halaman
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
intra pemerintah yang 312 menggunakan Ya/ Tidak;
disediakan Dinas Aplikasi elppd.kemendagri.go.id

Kominfo (berbasis suara,
video, teks, data dan
sinyal lainnya) dengan
memanfaatkan jaringan
intra pemerintah

kolom isian pada IKK ini hanya
support data numerik, sehingga
pengisian menggunakan angka 1=
Ya atau 0 = Tidak

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Persentase kegiatan
(event), perangkat
daerah dan pelayanan
publik pada Pemerintah

Daerah yang
dimanfaatkan secara
daring dengan

memanfaatkan domain
dan sub domain Instansi
Penyelenggara Negara
sesuai dengan Peraturan
Menteri Kominfo Nomor
5 Tahun 2015

45 100%
i ()

=100%

Persentase perangkat
daerah yang memiliki
portal dan situs web yang
sesuai standar

45 100%
45 X (]

=100 %

Persentase perangkat
daerah yang
mengimplementasikan

layanan aplikasi umum
dan aplikasi khusus yang

A 100%
45 * OO

=100 %

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) () (3) (5) (6) (7)

ditetapkan sesuai dengan
ketentuan  perundang-
undangan
4.| Persentase layanan SPBE | 14 x 100%
(layanan  publik dan | 14
layanan administrasi
pemerintahan) yang
tercantum dalam
dokumen proses bisnis
yang telah
diimplementasikan
secara elektronik
5.| Persentase layanan SPBE | x 100%
(layanan  publik dan | 14

=100 %

layanan administrasi

=50 %
pemerintahan) yang Dinas Komunikasi dan Informatika
memanfaatkan sertifikat Kabupaten Bantul
elektronik
6.| Persentase sistem | 114 0000
elektronik yang terdaftar 114
sesuai ketentuan | _ 100 %
peraturan  perundang-
undangan
7.| Persentase layanan | 1 000
publik dan layanan | 14
adr.mnlstras.| Yang | _ 100 9%
terintegrasi dengan
sistem penghubung

layanan pemerintah
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci . N
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
8.| Persentase  perangkat | 45 x100%
daerah yang 45
menggunakan  layanan | _ 100 %

pusat data pemerintah
9.| Persentase  perangkat | 45 x 100%

daerah yang menyimpan | 4°
data .dl pusat data | _ 100 %
pemerintah

10 Persentase perangkat | 4> x100%
daerah yang | *°
memperbaharui datanya | _ 100 %

sesuai siklus jenis data

(sesuai renstra kominfo)
1

11§ Persentase data yang %xlOO%

dapat berbagi pakai 7

Dinas Komunikasi dan Informatika

=97,40 % Kabupaten Bantul

12 Persentase perangkat ExlOO%
daerah yang 45
mengimplementasi
inovasi yang mendukung
smart city
13 Persentase ASN | 74 00%
pengelola TIK  yang 74
tersertifikasi kompetensi
di bawah pengelolaan
Dinas Kominfo
14 Tersedianya peraturan | Ada Rumus pada pdf Manual
daerah atau peraturan Penyusunan LPPD 2021 halaman
kepala daerah terkait 317 menggunakan Ada/ Tidak Ada;
implementasi e- Aplikasi  elppd.kemendagri.go.id
government kolom isian pada IKK ini hanya

=100 %

=100 %
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
NoN e mermeatian Keluaran (Output) B e Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

(Ada atau Tidak ada):

support data numerik, sehingga
pengisian menggunakan angka 1=
Ada atau 0 = Tidak Ada

a. Dokumen Master
Plan

- Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran

- Penganggaran

- Strategi

- Peta Jalan

- Arah Kebijakan

- Cetak biru
teknis/Peta rencana
strategi

Ada

b. Perda/Perkada
tentang pengelolaan
TIK di daerah paling

Ada Perbup SOTK

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul

1. Peraturan Bupati Bantul
Nomor 124 tahun 2020
tentang Rencana Induk dan
Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik Kabupaten Bantul

2. Peraturan Bupati Bantul
Nomor 132 tahun 2020
tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

sedikit memuat 3. Peraturan Bupati Bantul
tentang GCIO Nomor 110 tahun 2019
(Government Chief tentang Kedudukan, Susunan
of Information Organisasi, Tugas, Fugsi, dan
Officer): Tata Kerja Dinas Komunikasi

- Penugasan pejabat dan Informatika Kabupaten

- Kewenangan Bantul

- Tugas dan tanggung
jawab

Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas

Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Persentase  komunitas | 43 | 100% Terdapat 43 Komunitas yang
masyarakat/mitra 43 membantu pemerintah Kabupaten
strategis pemerintah | _ 100 % dalam melakukan publikasi..
daerah provinsi yang
menyebarkan informasi
dan kebijakan
pemerintah dan
pemerintah kabupaten
Persentase konten | 8118 00 Terdapat 8118 konten yang dibuat
informasi terkait | 8118 untuk melakukan publikasi
program dan kebijakan | _ 100 % Dinas Komunikasi dan Informatika kebijakan pemeirntah
pemerintah dan Kabupaten Bantul
pemerintah  Kabupaten
sesuai dengan strategi
komunikasi (STRAKOM)
Persentase  diseminasi | 30 000, Terdapat 30 macam diseminasi
dan layanan informasi 30 informasi kepada masyarakat yang
publik yang dilaksanakan | _ 100 % semuanya dilaksanakan sesuai
sesuai dengan strategi dengan strategi komunikasi.
komunikasi (STARKOM)
dan SOP vyang telah
ditetapkan
17 | Urusan Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
Koperasi, Usaha Persentase fasilitasi | 1 x 100% Faktor penghambat dalam
Kecil Dan penerbitan ijin usaha 34 perizinan usaha simpan pinjam
Menengah simpan  pinjam untuk | 5 g49 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan koperasi :
koperasi dengan wilayah Menengah, Perindustrian dan 1. Koperasi dan seluruh pengurus
keanggotaan dalam Perdagangan Kabupaten Bantul harus mempunyai NPWP;

daerah kabupaten/kota

2. Sejak tahun 2019, koperasi harus
memiliki nomor AHU;
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

No Perrll‘:rl;rs\::han Im:;:r:::;:"?;z:plz:)nc' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

3. 0SS RBA hanya dapat
mengakomodir Koperasi yang
memiliki Nomor AHU;

4. Belum ada integrasi data dari
Online Data System (ODS) di
Kemenkop UKM RI dengan data
AHU di Kemenkumham, sehingga
masih ditemukan kasus koperasi
yang sudah memiliki AHU namun
belum bisa mengakses OSS.

5. Pemerintah Kabupaten Bantul
telah memberikan himbauan dan
pendampingan terhadap
koperasi yang memiliki usaha
simpan pinjam untuk melengkapi
legalitas usahanya

Penyebut adalah koperasi aktif

yang memiliki usaha simpan pinjam

namun belum memiliki izin usaha
simpan pinjam
2.| Persentase fasilitasi | 1 10006

penerbitan izin | 1

petr,nbukaan kabntor - 100%

;Zr:tr:f;tu dan kanct?)rir;i Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

usaha simpan  pinjam Menengah, Perindustrian dan

oleh koperasi  untuk Perdagangan Kabupaten Bantul

koperasi dengan wilayah

keanggotaan Idalam

daerah kabupaten/kota
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No Per:er::::han Int:r:::aﬁ'?ggipﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Persentase pemeriksaan | 196 000 Berdasarkan  Peraturan Deputi
dan pengawasan yang 299 Bidang Pengawasan No: 02/ Per/
dilakukan untuk koperasi | _ 65.55 % Dep.6/IC/2017 tentang Pedoman
dengan wilayah Pengawasan Koperasi.
keanggotaan dalam Pengawasan dan pemeriksaan

daerah kabupaten/kota

Persentase usaha simpan
pinjam oleh koperasi

yang dinilai
kesehatannya untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam

daerah kabupaten/kota

182 100%
327 0

=55,65 %

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul

Koperasi tahun 2021 dilaksanakan
secara daring dan luring, namun
untuk daring terkendala oleh
penerapan PPKM dan untuk luring
masih terdapat kendala SDM dan
sarana prasarana daring di Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi tahun
2021 dilaksanakan secara daring
dan luring, namun untuk daring
terkendala oleh penerapan PPKM
dan untuk luring masih terdapat
kendala SDM dan sarana prasarana
daring di Koperasi.

Penilaian  kesehatan  Koperasi
berdasarkan Perdep Bidang
Pengawasan Kemenkop RI No. 07/
Per/Dep.6/IV/2016 tentang
Pedoman Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembinaan Syariah dan Unit
Simpan Pinjam dan Pembinaan
Syariah Koperasi;

dan

Peraturan Deputi Bidang
Pengawasan Kemenkop UKM RI No.
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7

6/ Per/Dep.6/IV/2016 tentang
Pedoman Penilaian Koperasi
Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi

Persentase koperasi yang | 137 x 100% Jumlah anggaran untuk

mengikuti pelatihan 299 pelaksanaan pelatihan berkurang

untuk koperasi dengan | _ 45 81% karena digunakan untuk pemulihan

wilayah keanggotaan 15 ekonomi pada masa pandemi

dalam daerah Covid-19

kabupaten/kota

Persentase jumlah | 210 000 Jumlah anggota Koperasi menurun

anggota operasi yang | 128372 dikarenakan adanya koperasi yang

telah. menglk.utl -016 % . . . plnd?h- pembinaan ke tingkat

pelatihan perkoperasian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Provinsi

untuk koperasi dengan Menengah, Perindustrian dan

wilayah keanggotaan Perdagangan Kabupaten Bantul

dalam daerah

kabupaten/kota

Persentase koperasi yang % x 100% Penyebut  merupakan  jumlah

telah menyelenggarakan koperasi aktif

pendidikan dan pelatihan

=5 019

perkoperasian untuk >01%

koperasi dengan wilayah

keanggotaan dalam

daerah kabupaten/kota

Persentase koperasi yang

diberikan dukungan TIDAK PERLU DIISI

fasilitasi pembiayaan

Persentase fasilitasi | 265 1000 Untuk penerbitan sertifikat NIK

penerbitan sertifikat | 2%° Koperasi, Koperasi harus
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No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Output)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

3)

(5)

(6)

()

Nomor Induk Koperasi
(NIK)  untuk koperasi
dengan wilayah
keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota

=88,62%

10

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan
fasilitasi pembiayaan
untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota

& x 100%
299 0

=8,36 %

11

Persentase yang
diberikan dukungan
fasilitasi pemasaran
untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota

12

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan
fasilitasi pendampingan
kielembagaan dan usaha
untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan
dalam daerah
kabupaten/kota

269 ¢ 100%
355 X070

=75,77%

13

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan
fasilitasi kemitraan untuk
koperasi dengan wilayah

30 100%
299 * VU7

=10,03%

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul

melaksanakan RAT 2 kali berturut-
turut dan harus memiliki NPWP

Dukungan fasilitasi pembiayaan
melalui sosialisasi dari Lembaga
Pengelola Dana Bergulir (LPDB)
Kemenkop UKM RI

Tidak ada kegiatan fasilitasi
pemasaran pada tahun 2021

Fasilitasi kemitraan melalui
workshop kemitraan digitalisasi
dengan SIKEYSA Vencor Aplikasi
Pembukuan Koperasi
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No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Output)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

3)

(5)

(6)

(7)

keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Rasio pertumbuhan

2.945

x 100%
wirausaha baru yang | 16-601
kala mik
berskala mikro =17,73%
Persentase jumlah usaha 0 . 100%
mikro yang diinput ke 86.413
dalam sistem online data | _ 0%
- (o]
system (ODS)
Persentase jumlah usaha | 201 000
mikro yang bermitra 86.413
=0,23%
Persentase jumlah usaha x 100%
mikro yang diberikan 69.130
dukungan fasilitasi | _ 0.153%
=0, A
standarisasi dan

sertifikasi produk usaha

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul

Wirausaha adalah pelaku usaha
mikro yang telah mendaftarkan
usahanya dan telah mendapatkan
izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
atau mendapatkan NIP (Nomor
Induk Berusaha)

ODS Belum diaktifkan untuk Usaha
Mikro

Kemitraan pada tahun 2021 :

Kemitraan UMKM dengan PT
Yosugi = 50 UMKM

Kemitraan UMKM dengan
Indomarco =17 UMKM

Kemitraan UMKM dengan

Perbankan = 40 UMKM

Kemitraan UMKM dengan NYIA =
82 UMKM

Kemitraan UMKM dengan Alfamart
=12 UMKM

Fasilitasi Sertifikasi Halal = 15; HKI =
15

Standarisasi HKI melalui klinik HKI
Kemenperin = 11

Kabupaten Bantul Tahun 2021




No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Pemberian Rekomendasi untuk
UMKM/ IKM yang mengajukan HKI
ke Kemenkumham = 65
Persentase jumlah usaha | _©>% 440, Fasilitasi Pemasaran UKM melalui
mikro  yang dberikan 51.847 Bazar UKM = 40 UMKM; Kemitraan
dukungan fasilitasi _164% = 201 UMKM; Pojok Konsultasi =
pemasaran ! 168 UMKM; Pelatihan Pemasaran =
30 UMKM; Pelatihan ekspor = 30
UMKM; Bazar jumat berkah = 30
UMKM; Pameran IKM dekranas di
Malioboro Mall 34 UMKM;
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Pelatihan Bisnis Online = 80 UMKM;
Menengah, Perindustrian dan test Pasar = 50 UMKM; dan Bimtek
Perdagangan Kabupaten Bantul Bisnis Online = 120 UMKM
Rasio usaha mikro yang | _89 ...
diberikan dukungan 86.413
fasilitasi pelatihan = 0,99 %
Persentase usaha mikro | 3236 o0 Pendampingan  melalui  pojok
yang diberikan | 86413 konsultasi 168 Unit usaha; Fasilitasi
pendampingan perizinan IUMK 2.945 unit usaha;
. =3,714 % )
melalui Lembaga dan Kegiatan Dekranasda
pendampingan Kabupaten Bantul 123 unit usaha
18 | Urusan Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota
Penanaman PERDA mengenai | Belum ada penentuan | Dinas Penanaman Modal dan | Perda No.1 Tahun 2021 tentang
Modal pemberian jumlah fasilitas / insentif | Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Pemberian insentif dan kemudahan

fasilitas/intensif
penanaman modal yang

penanaman modal yang
menjadi kewenangan
daerah / Kabupaten.

Kabupaten Bantul

penanaman modal di Kabupaten
Bantul diundangkan pada tanggal 2
Agustus 2021
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
menjadi kewenangan | Perda Pemberian insentif
daerah kabupaten/kota dan kemudahan

penanaman modal di
Kabupaten Bantul, baru
dalam disyahkan di tahun
2021

Standar operasional
prosedur  pelaksanaan
pemberian

fasilitas/insentif
penanaman modal

SOP Pemberian insentif
dan kemudahan
Penanaman Modal (PM
)diatur dalam Peraturan
Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan PERDA
dimaksud, namun saat ini
RAPERBUP tentang Juklak
Pemberian Insentif /
Kemudahan PM masih
dalam pembahasan

Laporan evaluasi
pelaksanaan pemberian
fasilitas/insentif
penanaman modal

Laporan evaluasi
pelaksanaan Pemberian
Insentif dan Kemudahan
PM belum ada karena
belum ada
pelaksanaannya.

Kegiatan seminar bisnis,
forum, one on one
meeting

2 kali

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul

draft Peraturan Bupati tentang
juklak Pemberian insentif dan
kemudahan penanaman modal di
Kabupaten Bantul

Dokumen SOP dimaksud belum
ada, Perbup Tentang Juklak
Pemberian insentif / kemudahan
PM masih dalam pembahasan

draft Peraturan Bupati tentang
juklak Pemberian insentif dan
kemudahan penanaman modal di
Kabupaten Bantul

Dokumen laporan evaluasi belum
ada.

Kegiatan Temu Bisnis/
Pemberdayaan Usaha th.2021
dilaksanakan dalam 2 kali, pada
tanggal 15 April 2021, dan pada
tanggal 16 Juni 2021
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Kegiatan pameran | Kegiatan Pameran PM Pembatasan pengumpulan masa di
penanaman modal th.2021 tidak jadi era new normal menjadi hambatan
dilaksanakan karena dalam menyelenggarakan promosi
adanya pemberlakuan dalam bentuk tatap muka sehingga

PPKM Darurat

kegiatan promosi diarahkan melalui

optimalisasi pemanfaatan media
informasi  yang ada  seperti
visualisasi potensi investasi dengan
pembuatan infografi dan video
promosi  yang  dipublikasikan
melalui channel Youtube

Kegiatan penerimaan | Belum ada Kegiatan penerimaan misi

misi penanaman modal penanaman modal tidak
dilaksanakan secara khusus oleh
Dinas Penanaman Modal dan

Konsultasi perizinan dan 690
non perizinan

penanaman modal

Penerbitan perizinan dan 3.973

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab
Bantul

Daftar pemohon informasi publik

Rekapitulasi Kesesuaian ~ SOP

non perizinan Tanggal 1 Januari 2021 s/d 31

penanaman modal Desember 2021

Laporan realisasi Rp 112.730.740.000,00 | - Realisasi Investasi PMA dan | Nilai Realisasi Investasi yang

penanaman modal PMDN tahun 2021 terpantau merupakan
- Komulatif Realisasi Investasi | pertumbuhan nilai investasi yang

Kabupaten Bantul Tahun 2021
Dinas Penanaman Modan dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul

nominalnya setiap tahun bervariasi
tergantung dengan total perolehan
realisasi investasi PMDN dan PMA
pada tahun tersebut.
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No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Output)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

3)

(5)

(6)

(7)

Realisasi investasi PMDN 2021
Rp.100.044.800.000,00
Realisasi investasi PMA 2021
Rp.12.685.940.000,00

10

Pembinaan aparatur
penanaman modal
tingkat kabupaten/kota

60 peserta

11

Pembinaan penanaman
modal PMA dan PMDN

147 perusahaan

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kabupaten Bantul

Pelaksanaan  Kegiatan  Bimtek
Implementasi Perundang-
undangan; tanggal 30 September
2021; Pukul 09.00 s/d selesai;
dengan materi : 1. Online Single
Submission Risk Base Approach, 2.
Penguatan Kompetensi SDM Pasca
Pandemi Covid-19; jumlah Peserta
60 Orang

Rekap Kegiatan Monev Perusahaan
penanaman modal PMA dan PMDN
Tahun 2021

Pengawasan adalah upaya atau

kegiatan yang dilakukan guna
memeriksa perkembangan
realisasi Penanaman Modal,

mencegah dan/atau mengurangi
terjadinya penyimpangan
terhadap ketentuan pelaksanaan
Penanaman Modal, termasuk
penggunaan Fasilitas Penanaman
Modal, sejak diberikannya
Perizinan dan/ atau Perizinan
Berusaha ( Perka BKPM No. 6
Tahun 2020)
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
12 Tersedianya data dan | 890 000 Daftar Pemohon Informasi Publik
informasi perizinan dan 690 PPID Pembantu Kabupaten Bantul
non peizinan provinsi - 100 % Tahun 2021
kabupaten/kota
19 | Urusan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Kepemudaan 1.| Jumlah pemuda vyang 320 pemuda Kegiatan :
Dan Olahraga mendapat pelatihan 1. Pelatihan Bisnis Online bagi
kewirausahaan Pemuda;
2. Pelatihan Kewirausahaan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Pemuda; . .
3. Seminar Kewirausahaan
Olahraga Kabupaten Bantul
Pemuda.
2.| Jumlah pemuda vyang 0 orang Pada tahun 2021 tidak terdapat
mendapat bantuan bantuan  kewirausahaan untuk
kewirausahaan Pemuda  dikarenakan  adanya
refocusing anggaran.
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
1.| Jumlah pemuda vyang 415 pemuda Kegiatan :
medapat pelatihan kader 1. Pelatihan Talent Mapping
pengembangan Pemuda;
kepemimpinan, 2. Penumbuhan Potensi Pemuda;
kepedulian, 3. Pelatihan Penanganan Covid-19
t::ill(sgifaﬁa;:n:udadan Dinas Pendidikan Pemuda dan bagi Pemuda
2.| Jumlah pengelola 0 orang Olahraga Kabupaten Bantul Pada tahun Anggaran 2021
organisasi kepemudaan Organisasi Kemasyarakatan
yang mendapat pelatihan Pemuda tidak ada Program
manajemen  organisasi Kegiatannya, dan untuk KNPItidak
kepemudaan melaksanakan karena terkendala

Pandemi Covid-19
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7
Peningkatan Prestasi Olahraga
Jumlah pelatih olah raga 38 orang
yang memiliki
kompe?enm di satuan2 Dinas Pendidikan Pemuda dan
pendidikan Olahraga Kabupaten Bantul
Jumlah penyelenggaraan 2 event PEPARPEDA KABUPATEN dan POR
event OR prestasi tingkat PELAJAR KABUPATEN
daerah
20 | Urusan Statistik Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan

daerah

Tersedianya buku profil
daerah

Ada

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul

Rumus pada Manual LPPD 2021
Ada/Tidak, kolom pengisian pada
aplikasi elppd.kemendagri.go.id
pada IKK output ini belum
mendukung alfabetik atau pilihan,
hanya bisa digunakan untuk input
data numerik, sehingga pengisian
menggunakan kode 1 = Ada, 0 =
Tidak

Jumlah survey statistik 35
sektoral yang dilakukan
Jumlah kompilasi statistik 113
sektoral yang dilakukan
Jumlah survey statistik 1

sektoral yang mendapat
rekomendasi BPS

Jumlah kompilasi statistik
sektoral yang mendapat
rekomendasi dr BPS

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul pada
tahun 2021 belum melaksanakan
kegiatan Kompilasi Statistik
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

No Perrll‘:rl;rs\::han Im:;:r:::;:"?;z:p::;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Sektoral yang mendapat
rekomendasi dari BPS karena
terkendala Pandemi Covid-19
6.| Persentase kelengkapan | 146 x 100%
metadata kegiatan 207
statistik sektoral =70,531%
7.| Persentase kelengkapan | 146 x 100%
metadata variabel | 207
sektoral -70.531%
21 | Urusan Tingkat keamanan informasi pemerintah
Persandian 1.| Persentase kegiatan lxlOO% Kegiatan ~ Kunjungan  Menteri
strategis yang telah 1 Agama Republik Indonesia
diamankan melalui -100%
kegiatan  pengamanan
sinyal dibanding
banyaknya jumlah
kegiatan strategis yang
harus diamankan
2.| Persentase sistem | 115 x 100% Dinas Komunikasi dan Informatika -
elektronik yang telah 199 Kabupaten Bantul
mt.ene.rapkan pr|n5|p- =57,789%
prinsip manajemen
keamanan informasi
(SMKI) dan atau aplikasi
persandian dibanding
jumlah sistem elektronik
yang ada pada
pemerintah daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2021



Indik Kinerja Kunci
No Per:er::::han m:(lela:::anl?ggfpu:)nm Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7
Persentase sistem | 124 000 -
elektronik/asset 199
|n-forrr.1a5| yang te!ah 62,312 %
diaudit dengan resiko
kategori rendah Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase titik yang | %9 1000, Kabupaten Bantul
diamankan dibanding | 107
cl'e.ngan jumlah sel.uruh - 56,075%
titik pada pemerintah
(PHKS) yang ditetapkan
22 | Urusan Terlestarikannya Cagar Budaya
Kebudayaan Jumlah obyek pemajuan | Jumlah objek PK yang :

kebudayaan yang
dilindungi (inventarisasi,
pengamanan
pemeliharaan,

diinventaris 123 WB
diamankan 44 CB
dipelihara 25 CB
diselamatkan 80 CB

penyelamatan dan |- dipublikasikan 0 CB
publikasi) Total : 272
Jumlah obyek pemajuan | Jumlah objek PK

kebudayaan yang | (disebarluaskan 0 CB +
dikembangkan dikaji 2 CB + dikayakan
(penyebarluasan, keberagamannya 0)
pengkajian,  penayaan | =» Total:2
keberagaman

Jumlah obyek pemajuan 43
kebudayaan yang

dimanfaatkan

(membangun  karakter

bangsa,meningkatkan

Dinas Kebudayaan Kabupaten

Bantul

Budaya

Pemetaan Pesebaran Warisan

Cagar Budaya di

wilayah PANSELA

Studi Teknis Penataan Situs Goa

Selarong

Warisan Budaya Tak Benda Yang
Telah Ditetapkan dan WBTB yang

Telah Dikaji
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NO | pemerintahan | | - Ketaran (output) | C2Paian Kinera Sumber Data Keterangan
(1) (2) 3) (5) ©) 7
ketahanan budaya,dan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat)

Jumlah SDM, lembaga
dan pranata yang dibina
(peningkatan
kompetensi, standarisasi
dan sertifikasi, serta
peningkatan  kapasitas
tata kelola)

5 orang (Sertifikasi TACB)

Register cagar budaya
(pendaftaran,
pengjasian, penetapan,
pencatatan,
pemeringkatan,
penghapusan)

149 Cagar Budaya

Perlindungan cagar
budaya kabupaten/kota
(penyelamatan, zonasi,

Jumlah CB :
diselamatkan 80
diamankan 28

pemeliharaan dan |- dizonasi 3

pemugaran) dipelihara 25
dipugar 13
Total : 149

Layanan perizinan | Tidak Ada

membawa cagar budaya

provinsi ke luar provinsi

dengan dukungan data

Pengembangan cagar | Tidak Ada

budaya Provinsi

Dinas Kebudayaan Kabupaten

Bantul

SK Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor
56/TIM/2021 Tentang
Pembentukan  Tim  Penetapan
Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran
2021

Data Cagar Budaya Yang Telah
Ditetapkan sampai dengan Tahun
2021

Tahun 2021 Rehab CB Stoomwals

Tidak terdapat layanan perizinan
membawa cagar budaya provinsi ke
luar provinsi, karena merupakan
kewenangan provinsi

Tidak ada pengembangan cagar
budaya provinsi karena merupakan
kewenangan provinsi
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

pengamanan,
pengembangan dan
pemanfaatan koleksi
museum

Tani Indonesia

No Perrll‘:rl;rs\::han Im:;:r:::;:"?;z:p::;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

(penelitian, revitalisasi,
adaptasi)

9.| Pemanfaatan cagar 0 Tidak ada pemanfaatan cagar
budaya Provinsi (dalam budaya provinsi dalam hal agama,
hal agama, sosial, sosial, pendidikan, ilmu
pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,
pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan  pariwisata,
kebudayaan, dan karena merupakan kewenangan
pariwisata) provinsi

10 Pengelolaan, 14.489 Koleksi Rekap Koleksi Museum vyang
pengamanan, tergabung dalam FKMB
pengembangan dan
pemanfaatan koleksi
museum

11| Peningkatan akses 43.389 Pengunjung Dinas Kebudayaan Kabupaten Rekap Pengunjung Museum yang
masyarakat dalam Bantul tergabung dalam FKMB
penyelenggaraan dan
pelaksanaan kegiatan
museum
Peningkatan akses
masyarakat dalam
pengelolaan sarana dan
prasarana museum.

12| Pengelolaan, 1 Museum Kajian Pengembangan Museum
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

13} Pembentukan tim 5 Orang Berdasarkan Keputusan Gubernur
pendaftaran cagar DIY No.56/TIM/2021 tentang
budaya Pembentukan Tim  Penetapan

Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran
2021

14 Pembentukan tim ahli 5 Orang Berdasarkan Keputusan Gubernur

cagar budaya provinsi DIY No.56/TIM/2021 tentang
Pembentukan Tim  Penetapan
Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran
2021

15 Fasilitas sertifikasi tim 5 Orang
ahli cagar budaya

16 Pemetaan sdm cagar 0
budaya dan Dinas Kebudayaan Kabupaten
permuseuman ‘ Bantul

17| Peningkatan kompetensi 0
sdm cagar budaya dan
permuseuman

18 Penyediaan sarana dan 5 Orang Berdasarkan Keputusan Gubernur
prasarana pendaftaran DIY No.56/TIM/2021 tentang
cagar budaya dan Pembentukan  Tim  Penetapan
permuseuman Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran

2021

19 Penyelenggaraan 5 kegiatan 1. LcC Museum tingkat
kegiatan museum yang Kabupaten dan Provinsi
melibatkan masyarakat 2. Wajib Kunjung Museum

3. Promosi Museum Bantul
4. Museum Video Contest
5. Workshop Museum

23 | |Nilaitingkat kegemaran membaca masyarakat
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Indik Kinerja Kunci
No Per:er::::han m:(lela:::anl?ggfpu:)nm Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7
Urusan Rasio ketercukupan | 5-532:559 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perpustakaan koleksi perpustakaan 956.513 Kabupaten Bantul
dengan penduduk - 5,7872
Persentase kemanfaatan | 114325 o
perpustakaan oleh | 956513
masyarakat =11,952 %
Rasio ketercukupan 832
tenaga perpustakaan | 956.513
dengan penduduk =0.000869 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase perpustakaan | 114 oo, Kabupaten Bantul
sesuai standar nasional | 480
perpustakaan =93.457 %
Jumlah pemasyarakatan 356
gemar membaca di
masyarakat
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Jumlah naskah kuno yang 0 Kabupaten Bantul melalui Dinas
diakuisisi/dialih  media Perpustakaan dan Kearsipan, pada
(digitalisasi)/  terdaftar tahun 2021 belum memiliki Naskah
yang ada di wilayahnya Kuno yang di digitalisasi/ terdaftar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di wilayahnya
Jumlah naskah kuno yang 0 | Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul melalui Dinas

dialih aksara dan dialih
bahasa

Perpustakaan dan Kearsipan pada
tahun 2021 belum memiliki Naskah
Kuno yang Dialih Aksara dan Dialih
Bahasa
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No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Output)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

3)

(5)

(6)

()

Jumlah koleksi budaya
etnis nusantara yang
tersimpan dan/atau
terdaftar yang ada di
wilayahnya (item)

24

Urusan
Kearsipan

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40
dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Persentase arsip aktif
yang telah dibuatkan
daftar arsip

485 100%
608 07

=79,76%

Persentase arsip in-aktif
yang telah dibuatkan
daftar arsip

5.581
6.748

x 100%

=82,7%

Persentase arsip statis
yang telah dibuatkan
sarana bantu temu balik

1.531
1.776

x 100%

=86,2%

Persentase jumlah arsip
yang dimasukkan dalam
SIKN melalui JIKN

0
_— o,
350 x 100%

=20%

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Pemusnahan arsip yang
sesuai NSPK

100%

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

Surat dari Kepala ANRI nomor : B-
KN.00.03/407/2021 tanggal 10
Desember 2021 yang menyatakan
persetujuan pemusnahan arsip
dengan jumlah arsip 10.829 berkas
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No Per:er::::han Int:r:::aﬁ'?ggipﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

(1) (2) (3) (5) (6) (7
Perlindungan dan | 100% Pada Tahun 2021 tidak terjadi
penyelamatan arsip bencana
akibat bencana yang
sesuai NSPK
Penyelamatan arsip | 100% Daftar arsip Dinas PPKBPMD
perangkat daerah (Penggabungan dari Kantor

Kabupaten/Kota  yang
digabung dan atau
dibubarkan dan
pemekaran daerah
kecamatan/kelurahan
yang sesuai NSPK di
provinsi

PMD dan Bidang Perlindungan
Anak)

Surat  Korespondensi  dari
Dispusip tentang pelaksanaan
akuisisi arsip karena adanya
perubahan SOTK

Berita Acara Akuisisi Arsip dari
DPPKBPMD

Autentifikasi arsip statis
dan arsip hasil alih media
yang dikelola oleh
lembaga kearsipan
kabupaten/kota yang
sesuai NSPK

100% (2 OPD)

Pencarian arsip statis
yang pengelolaannya
menjadi kewenangan
daerah Kabupaten/Kota
yang dinyatakanhilang
dalam bentuk daftar
pencarian arsip yang
sesuai NSPK

100%

Penerbitan izin
penggunaan arsip yang

100%

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Bantul

Baru dilaksanakan tahapan
awal yaitu melakukan
pencarian arsip melalui website
Dispusip

Daftar Pencarian Arsip untuk
menelusuri arsip statis
Kecamatan Dlingo

Tidak ada yang mengajukan
layanan akses arsip yang
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
bersifat tertutup yang bersifat tertutup (Surat
disimpan di lembaga keterangan)
kearsipan daerah
Kabupaten/Kota  yang
sesuai NSPK
25 | Urusan Kelautan Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one

Dan Perikanan

data KKP)

Jumlah rumah tangga 108

nelayan yang melakukan

diversifikasi usaha (RTP)

Persentase Tempat Ex 100% TPI Depok, TPl Ngepet, TPI Patihan,
Pelelangan lkan vyang 5 TPI Kuwaru, dan TPl Ngentak
operasional - 100%

Jumlah Izin Usaha 1 Pemerintah  Kabupaten Bantul
Perikanan (IUP) di bidang hingga  tahun 2021 hanya
pembudidayaan ikan menerbitkan surat rekomendasi
yang usahanya dalaml dan surat izin pembudidayaan ikan
(satu) Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan kepada 1 perusahaan vyakni PT
kabupaten/ kota yang INDOKOR BANGUN DESA
diterbitkan

Jumlah pembudidaya 740 orang Kegiatan Pelatihan Perikanan

ikan yang memperoleh
kegiatan pemberdayaan
(pendidikan dan
pelatihan/penyuluhan

dan pendampingan/
kemitraan usaha/
kemudahan akses iptek

Budidaya lkan Lele Tahun 2021;
Pelatihan Perikanan Budidaya lkan
Gurame dan Hias; Sosialisasi Cara
Budidaya lkan yang Baik; Temu

Lapang Pelatihan Perikanan
Budidaya tahun 2021; Pelatihan
Budidaya lkan (TPA-P); Ekspose

Penyakit Ikan Tahun 2021
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

(1) (2) (3) (5) (6) (7
dan informasi/dan
penguatan kelembagaan)
Jumlah benih budidaya 77.852.990 ekor
air tawar dan air payau
yang di produksi

26 | Urusan Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

Pariwisata Jumlah entitas 4 Kawasan Obyek Wisata Perda no. 2 Tahun 2017 tentang

pengelolaan destinasi

Jumlah kelengkapan
infrastruktur dasar,
fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata

Fasilitas Pariwisata

sebanyak 6 unit

Jumlah tanda daftar | 106 Usaha Jasa Pariwisata
usaha pariwisata per sub

jenis usaha di

kabupaten/kota

Jumlah wisatawan 57 orang
mancanegara per

kebangsaan

Jumlah promosi event
daerah yang terlaksana di
dalam negeri

9 Promosi Wisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Perubahan kedua atas Perda nomor
7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha

Perda no. 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan kedua atas Perda nomor
7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha

Asal Kebangsaan : Asia Tenggara,
Perancis, Rusia, Korea Selatan, Arab
Saudi, Afghanistan, Canada,
Switzerland, Belgia, Italia, Turki,
Jerman, dan India

Promosi Pentas Bandara, Table
Top, Travel Dialog, Promosi melalui
media sosial, Promosi melalui
media massa, Buku Theharmony of
Nature and Culture, Promosi media
cetak di Bandara, Pengadaan
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No Per:er::::han Int:r:::aﬁ'?ggipﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Goodybag, dan Promosi melalui
Baliho.
6.| Jumlah event luar negeri Kabupaten Bantul pada tahun 2021
yang diikuti tidak menyelenggarakan kegiatan
kabupaten/kota promosi pariwisata baik di dalam
7.| Jumlah industri dan di luar negeri dikarenakan
pariwisata daerah yang adanya  pemberlakuan PPKM
berpartisipasi pada even Darurat Pandemi Covid-19
promosi pariwisata di
dalam negeri
8.| Persentase tenaga kerja ﬂxwo%
di sektor parwisata yang 55
disertifikasi = 89,09%
9.| Persentase SDM peserta | 280 x 100% 8 kali pelatihan dengan total
pembekalan sektor | 280 peserta 280 orang
kepariwisataan - 100%
10 Jumlah  lokasi  yang | 11lokasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul "y qgiatan Sosialisasi Pemberdayaan
memperoleh Masyarakat dilaksanakan di
pemberdayaan Potorono, Baturetno, Srigading,
masyarakat dan Trimulyo, Panggungharjo,
pembinaan  kemitraan Pendowoharjo, Argodadi,
usaha masyarakat Triwidadi, Kasihan, Sitimulyo, dan
Srimulyo
27 | Urusan Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Pertanian 1.| Jumlah  Sarana  dan | 33 unit
girs:iilznpertanlan yang Dinas Ketahan Pangan dan
- - Pertanian Kabupaten Bantul
2.| Prasaran pertanian yang | 10 unit

digunakan
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7
Penerbitan izin usaha | 81 izin usaha 20 rekomendasi fasilitasi
pertanian penerbitan izin usaha pertanian
(rekomendasi  SIP); dan 61
penerbitan izin usaha melalui
aplikasi OSS
Persentase prasarana | 10 x 100%
yang digunakan 10
=100 %
Persentase jumlah | 81 x 100% 20 rekomendasi fasilitasi
usulan izin usaha | 81 penerbitan izin usaha pertanian
pertanian kab/kota (rekomendasi  SIP); dan 61
=100 % . . .
penerbitan izin usaha melalui
aplikasi OSS
Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular
Persentase fasilitasi | 184Ha oo, Dinas  Ketahan Pangan  dan
penanggulangan 184 Ha Pertanian Kabupaten Bantul
bencana -100%
28 | Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan kehutanan sudah bukan merupakan
Kehutanan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Berdasarkan Surat Keterangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul No.130/ 00815/TAPEM, Kabupaten Bantul tidak melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan TAHURA.
29 | Urusan  Energi Berdasarkan Surat Keterangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul No.130/ 00815/TAPEM, Kabupaten Bantul tidak memiliki
dan Sumber energi panas bumi yang bisa termanfaatkan.

Dapya Mineral
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan Keluaran (Output) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
30 | Urusan Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP
Perdagangan Toko Swalayan)

Persentase perizinan
yang diterbitkan sesuai
dengan ketentuan untuk
izin

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah , Perundustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul

a. Pusat perbelanjaan g x 100%
=0%
b. Toko swalayan % x 100%
=100%
Persentase  penerbitan Zx 100%
TDG
=83,33%
Persentase Gudang yang 73 x100%
tidak mempunyai TDG 143
=48,95%
Persentase  penerbitan
STPW yang tepat waktu
untuk
a. Penerima waralaba |0 x100%
dari waralaba dalam | ©
negeri =0%
b. Penerima waralaba g x100%

lanjutan dari

a. Pusat Perbelanjaan
Sampai pada tahun 2021,
Kabupaten Bantul tidak
memiliki Pusat Perbelanjaan

b. Toko Swalayan
Data Rekomendasi  Toko
swalayan yang diterbitkan di
tahun 2021 sejumlah 25

Peraturan Pemerintah No.5 tahun
2021, menyebutkan bahwa sesuai
ketentuan baru 0SS, verifikasi
maksimum dilaksanakan selama 20
hari

Penyebut merupakan total gudang
berizin yang masih berlaku dan
memiliki izin lebih dari 5 tahun
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

No Perrll‘:rl;rs\::han Im:;:r:::;:"?;z:p::;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
waralaba dalam | =0%
negeri
c. Penerima waralaba | 9, 1000
lanjutan dari | ©
waralaba luar negeri -0%
5.| Persentase pemeriksaan 9x 100%
fasilitas penyimpanan
bahan berbahaya dan
o | =0%
pengawasan distribusi,
pengemasan dan
pelabelan bahan berbaya
di tingkat daerah
Kab/Kota
6.| Persentase penerbitan 9x 100% Berdasarkan Keputusan Menteri
SKA yang tepat waktu 0 Perdagangan R.l. No0.466 Tahun
0% 2020 tentang Penetapan Pejabat
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Penerbit SKA, bahwa di D.l
Menengah , Perundustrian dan Yogyakarta instansi yang
Perdagangan Kabupaten Bantul berwenang untuk menerbitkan SKA
adalah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi D.l.
Yogyakarta
7.| Persentase (0,5+0,5) x 100% Rehabilitasi/ Pemeliharann
pengembangan dan terhadap 16 Pasar di Kabupaten
pengelolaan sarana | = 100% Bantul
distribusi perdagangan di
wilayah kerjanya
8.| Persentase koefisien
variasi harga antar waktu
a. Beras 2,32
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No Per:er::::han Intzla:::aﬁ'?;g:pﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

(1) (2) (3) (5) (6) (7)
b. Cabai 48,05
c. Kedelai 3,55
d. Gula pasir 0,94
e. Minyak goreng 12,03
f. Bawang Merah 16,31
g. Daging sapi 1,77
h. Daging ayam ras 7,79
i. Telurayam ras 8,19
Persentase kinerja realisasi pupuk
Jumlah  pupuk  dan 13721,65ton 0o, | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
pestisida yang | 20% x 20.820,90 ton Menengah , Perundustrian dan
tersalurkan Perdagangan Kabupaten Bantul

=73,23 %

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Persentase alat-alat ukur, | 2615unit © oo Alat-alat ukur, takar, timbang dan
takar, timbang dan | 23-233unit perlengkapannya (UTTP) vyang
perlengkapannya (UTTP) 23708 % ditera/ tera ulang dalam tahun
yang ditera/tera ulang ! Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan berjalan = alat UTTP yang masuk
dalam tahun berjalan Menengah , Perundustrian dan retribusi sejumlah 8.615 unit
Persentase  kesesuaian | 9 x 100% Perdagangan Kabupaten Bantul
BDKT vyang  diawasi 0
terhadap ketentuan yang -0%
berlaku

31 | Urusan Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

Perindustrian Persentase jumlah 9x100% DKUKMP PT. YIP adalah satu-satunya

penetapan izin usaha 0 Perusahaan di Kabupaten Bantul
kawasan industri (IUKI) —0% yang memiliki IUKI tahun 2018,

dan izin perluasan

sampai dengan tahun 2021 belum
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . R
NoN e mermeatian Keluaran (Output) B e Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)

kawasan industri (IPKI)
yang lokasinya di daerah
kabupaten/kota

ada permohonan / pengajuan IUKI
dan IPKI baru

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang

ditetapkan dalam RPIK

Persentase
terselesaikannya
dokumen RPIK sampai
dengan ditetapkannya
menjadi PERDA

30% + 20 % =50 %

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah , Perundustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul

Telah Tersusun Naskah Akademik
(30%) dan Tersusun Draft Raperda
RPIK (20%)

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUl) Kecil dan Industri Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi terkait

Persentase Jumlah izin
yang diterbitkan usaha
industri (1Ul) kecil dan IUI
menengah yang
diterbitkan

3 100%
T 0

=100%

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah , Perundustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul

Pada Tahun 2021 terdapat 31 IUI
yang diterbitkan

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah lIzin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah
yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Persentase jumlah izin
perluasan industri (IPUI)
bagi industri Kecil dan
menengah yang
diterbitkan

0 100%
69( 0

=0%

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah , Perundustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul

Tidak ada pemohon lzin Perluasan
Usaha Industri (IPUI) pada tahun
2021

Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

Urusan Indikator Kinerja Kunci
Pemerintahan Keluaran (Output)
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
1.| Persentase data 127 x 100% Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan | Tidak semua industri mempunyai
perusahaan industri | 25442 Menengah , Perundustrian dan | akun SINAS, terutama pada industri
kecil, menengah dan Perdagangan Kabupaten Bantul skala kecil
perusahaan kawasan =0.49%
industri di
Kabupaten/Kota  yang
masuk dalam  SlINas
terhadap total populasi
perusahaan industri
kecil, menengah dan
perusahaan kawasan
industri di
Kabupaten/Kota

No Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan

32 | Urusan
Transmigrasi

1.| Jumlah kawasan | 0 Kabupaten Bantul merupakan
transmigrasi yang daerah perngirim/ Asal
difasilitasi penetapannya transmigrasi, bukan sebagai daerah
2.| Jumlah satuan | O penempatan transmigrasi
pemukiman transmigrasi
yang difasilitasi
pembangunannya

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
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2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2.2 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil

No Pen:J;:;::han Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(2) (2) (3) (5) (6) (7)
1 | Pendidikan 1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 | 24.933 £100% - Data Laporan
tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 26.066 Individu Sekolah dan
Dapodik Dinas
=95,653 % Dikpora Kabupaten
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 | 80.963 £ 100% Bantul
tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan | 85.631
dasar = 94.549% - Data Kependudukan
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 | 38.895 £ 100% Dlrgas | Dukcapil
tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan | 43.624 Kab.Bantul Semester
menengah pertama 22021
=89,16 %
4, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 | 2.021 £ 100%
tahun  yang belum  menyelesaikan | 18.947
pendidikan dasar dan menengah vyang .
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | ~ 10,667%
2 Urusan Kesehatan |1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan 1.391 o - Dinas Kesehatan
——— x 100%
956.513 Kabupaten Bantul
0,145% - hetps:
’ //yankes.keme
nkes.go.id

2. Persentase RS Rujukan Tingkat
kabupaten/kota yang terakreditasi

7 £ 100%
16707

=43,75%

- http://akreditasi.
kars.or.id/aplicatio
n/report/report_a
ccred ited.php
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Urusan

No . Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Pemerintahan
(2) (2) (3) (5) (6) (7)
3. Persentase ibu  hamil mendapatkan | 11.569 £100% Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan ibu hamil 11.779 Kabupaten Bantul
Laporan SPM
=98,217 % Bidang Kesehatan
4, Persentase ibu bersalin mendapatkan | 11.757 ©100%
pelayanan persalinan 11.779
=99,813%
5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan | 9.595 £ 100%
pelayanan kesehatan bayi baru lahir 11.713
=81,918%
6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai | 41.713 ©100%
standar 56.311
=74,076%
7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang | 103.409 £ 100%
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai | 114.343
standar
=90,438%
8. Persentase orang usia 15-59 tahun | 252.244 £ 100%
mendapatkan skrining kesehatan sesuai | 664.592
standar
=37,955%
9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke | 61.680 £ 100%
atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai | 145.380
standar
=42,427%
10. Persentase penderita hipertensi yang | 23.757 ©100%
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai | 61.916
standar
=38,37%
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Urusan

No Rk Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Pemerintahan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
11. Persentase penderita DM yang | 12.252 £100%
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai | 22.646
standar
=54,102%
12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan | 2.248 £ 100%
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 2.489
=90,317%
13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan | 3-370 x 100%
pelayanan TBC sesuai standar 3370
=100%
14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi | 13.660 £ 100%
HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV | 14.231
sesuai standar
=95,988%

3 | Pekerjaan Umum  [1. Rasio luas kawasan permukiman rawan | 33248 100% Lluas awal  sebagai  dasar
banjir yang terlindungi oleh infrastruktur | 893,56 perhitungan digunakan luas
pengendalian banjir di WS Kewenangan kawasan permukiman rawan banjir
Kabupaten /Kota =37,208% tahun 2014, dengan realisasi

Dinas Pekerjaan penanganan setiap tahun hingga
Umum Perumahan tahun 2021
2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang | 0 dan Kawasan Berdasarkan Permen PUPR NOMOR

pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang
terlindungi oleh infrastruktur pengaman
pantai di WS Kewenangan Kabupaten /Kota

Permukiman
Kabupaten Bantul

04/PRT/M/2015 Kab. Bantul tidak
mempunyai kewenangan dalam
pembangunan infrastruktur
pelindung/ pengaman permukiman
sepanjang pantai rawan abrasi
dalam WS Kabupaten
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Urusan

No Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(2) (2) (3) (5) (6) (7)
Rasio luas daerah irigasi kewenangan | 6:997.86 £ 100%
Kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan 8.634
irigasi
=81,05%
Persentase jumlah rumah tangga yang | 333.130 £ 100%
mendapatkan akses terhadap air minum | 333.130
melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi terhadap | = 100%
rumah tangga di seluruh Kabupaten /kota
Persentase jumlah rumah tangga yang | 333.130 ©100%
memperoleh layanan pengolahan air limbah | 333.130
domestik = 100%
Rasio kepatuhan IMB Kabupaten /Kota 1;32;3 ©100%
=100%
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten /Kota | 472,49 £ 100% Panjang Jalan dalam Kondisi Baik =
624,47 283,74 Km Panjang Jalan dalam
Kondisi Sedang = 188.75 Km
=75,663% Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan
= 108,51 Km Panjang Jalan Kondisi
Rusak Berat = 43,47 Km Total
Panjang Jalan = 624,47 Km
Rasio tenaga operator /teknisi /analisis yang | 1.279 £ 100%
memiliki sertifikat kompetensi 1.590
=80,44%
Rasio proyek yang menjadi kewenangan ﬁ X 100%
pengawasannya tanpa kecelakaan | 320
konstruksi
=100%
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Urusan

No Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
4 Perumahan Rakyat |1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak 9x 100% Tahun 2020-2021 di Kab. Bantul
huni bagi korban bencana kabupaten/kota 0 tidak terjadi bencana alam yang
. berdampak kerusakan berat dan
=0% masif  terhadap permukiman
penduduk, padan tahun 2021 tidak
Badan ditargetkan dan tidak dilaksanakan
Penanggulangan layanan penyediaan dan rehab
Bencana Daerah rumah layak huni bagi korban
bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Ex 100% Pemberian Fasilitasi berupa
masyarakat terdampak relokasi program | 5 stimulan bahan bangunan
pemerintah kabupaten/kota
=100%
3. Persentase kawasan permukiman kumuh | 89,51 X 100% Keputusan Bupati Bantul No. 193
dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 196,19 Tahun 2021 tentang Penetapan
Lokasi Kawasan Kumuh
=45,624 %
i i 3.246 i
4, B.erkurangnya J}Jmlah unit RTLH (Rumah x 100% Dinas Pekerjaan Keputusan Kepala Dinas PUPKP
Tidak Layak Huni) 373.893 Kabupaten Bantul No. 056/PERKIM-
Umum Kawasan
. Permukiman 648/2020 Tentang Penetapan
=0,868 % Rumah Tidak Layak Huni di
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi | 19-634 £100% Data Berdasarkan Rekap Site Plan
PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 19.634 yang Masuk dari Tahun 2009-2021
=100%
i 124
5 Urusan 1. P.ersentase Gangguan Trantibum yang dapat s x 100% Satuan Polisi Pamong
E:t::ttizganmaz,mum diselesaikan Praja Kabupaten

=100 %

Bantul
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Urusan

No . Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Pemerintahan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Dan Perlindungan |2. Persentase Perda dan Perkada vyang Exloo%
Masyarakat ditegakkan 25
=72%
3. Jumlah warga negara yang memperoleh | 897.306 jiwa Data capaian vyang diinputkan
layanan informasi rawan bencana merupakan Jumlah warga negara
dengan rentang usia 2= 5 tahun;
Bencana Alam = 61634 jiwa pada 4
lokasi dan 109 lokasi sosialisasi;
Bencana Non Alam (Cov-19)
=897306 jiwa - seluruh penduduk >
5 tahun

4, Jumlah warga negara yang memperoleh | 956.513 jiwa Jangkauan pelayanan Pusat
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan Pengandalian Operasi
terhadap bencana Penganggulangan Bencana
Badan (Pusdalops-PB) dalam penerimaan,
Penanggulangan tindaklanjut pelaporan dan
Bencana Daerah manajemen  distribusi  personil
menjangkau seluruh  wilayah

Kabupaten Bantul
5. Jumlah warga negara yang memperoleh | 56.696 jiwa Jumlah  warga negara yang

layanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana

memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban
bencana terdiri atas 964 jiwa
Bencana Alam dan 55732 jiwa

(Terkonfirmasi 54523 dan
meninggal 1479) Bencana Cov-19;
Realisasi Dokumen RPB belum

disahkan, terealisasi 65%
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Urusan

No Rk Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Pemerintahan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Persentase pelayanan penyelamatan dan gxloo% Jumlah layanan yang disampaikan
evakuasi korban kebakaran 118 merupakan kejadian dalam Wilayah
- 100% Manajemen Kebakaran (WMK) di
Kabupaten Bantul
Data Rekap Kejadian dan
Penanganan Kebakaran Tahun 2021
Waktu tanggap (response time) penanganan | 7 Menit 54 Detik atau 7,9 Data yang dimaksud sebesar 7.9
kebakaran menit menit yang diperoleh dari Rata-rata
response time sebesar 7 menit 54
detik, dalam hitungan digit yang
tidak bisa diakomodir oleh aplikasi
dilakukan penghitungan 54 detik
dibagi 60 detik (1 menit) = 54/60 =
0.9menit
6 | Urusan Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, | 14.833 £ 100% Jumlah Penyandang disabilitas =
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan | 14.833 6264; Jumlah Anak Terlantar =
gelandangan pengemis yang terpenuhi - 100% 1308; Jumlah Lanjut Usia Terlantar
kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator = 7208; Jumlah Gelandangan
SPM) . . Pengemis = 53; Penanganan PMKS
Dinas Sosial . .
bekerjasama dengan relawan sosial
Kabupaten Bantul . .
dan mitra kerja
Persentase korban bencana alam dan sosial | 1201 x 100% Jumlah Korban Bencana Alam 706,
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada | 1201 dan Jumlah Korban Bencana Sosial
saat dan setelah tanggap darurat bencana (Pandemi Covid-19) 495
=100%
daerah kabupaten/kota
7 Ketenagakerjaan Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang 2 X 100%
mengacu ke rencana tenaga kerja 9
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Urusan

No Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
=100 % Dinas Tenaga Kerja
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat | 928 © 100% dan Tranmigrasi
Kompetensi 4111 ° Kabupaten Bantul
=22,574 %
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 19.773.330.000.000 x 100% Kabupaten Bantul PDRB ADHK menurut Lapangan
4111 dalam Angka 2022 Usaha
=480.985.801.510,58 % |- Dinas Tenaga Kerja
dan  Tranmigrasi
Kabupaten Bantul
Persentase Perusahaan yang menerapkan | 149 X 100%
tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS | 336
Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaft
ipartit, struktur Skala Ypan, dan terdattar = 44,345 % Dinas Tenaga Kerja
peserta BPJS Ketenagakerjaan) . -
- - dan Tranmigrasi
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan | 3.033 X 100% Kabupaten Bantul
(Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme | 5.952 P
Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah
Kabupaten/Kota =50,958%
8 | Perlindungan Persentase ARG pada belanja langsung APBD | _17:195.661.406

Perempuan

Dan

Perlindungan Anak

e — 0,
2.037.418.573.344 ~ 100%

=0,844%
Persentase anak korban kekerasan yang X 100%
ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota 239.661

=0,053%
Rasio kekerasan terhadap perempuan, X 100%
termasuk TPPO (per 100.000 penduduk | 480-198
perempuan) 20365 %

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Bantul
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Urusan

No Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
9 | Pangan Persentase ketersediaan pangan | 10710369 Dinas Ketahanan | 5.036 kg = cadangan pangan
(Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai | 72741447 Pangan dan Pertanian pemerintakh tahun 202d1
22.533 g = cadangan pangan
kebutuhan) =14,72 % Kabupaten Bantul masyarakat (stok lumbung pangan
masyarakat) tahun 2021
10.682.800 kg = 10% produksi beras
2020 (sumber laporan prognosa
ketersediaan dan kebutuhan beras
berdasarkan angka tetap 2020 tahun
2021)
72,84 kg/tahun = kebutuhan beras per
kapita (sumber laporan prognosa
ketersediaan dan kebutuhan beras
berdasarkan angka tetap 2020 tahum
2021)
998.647 orang =jumlah penduduk
Kabupaten Bantul 2021, diambil dari
buku Kabupaten Bantul dalam Angka
2022 (BPS, 2022)
10 | Pertanahan Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai | 197.269 x 100% Berdasarkan Surat dari Dinas
dengan peruntukkan tanahnya diatas izin | 197.269 Penanaman Modal dan Pelayanan
lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi Terpadu No. 600/00071 tanggal 18
yang diterbitkan =100% Januari 2022 Perihal Pengiriman
) Data
Persentase  Penetapan Tanah  Untuk | 69931 £ 100% Dinas Pertanahan
Pembangunan Fasilitas Umum 69.931 ’ dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul
=100 %
Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam | 197.269 ©100%
Rangka Penanaman Modal 197.269
=100 %
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Urusan

No . Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Pemerintahan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
4, Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) | Tidak Perlu Diisi Dinas Pertanahan dan | Berdasarkan Surat Kantor
yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tata Ruang | Pertanahan Kabpupaten Bantul No.
Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Kabupaten Bantul; NT.02/0213-34.02/1 tanggal 19
Absentee BPN Bantul Januari 2022 bahwa Tanah Objek
Landform yang siap didistribusikan
yang berasal dari tanah kelebihan
maksimum dan tanah abstente di
Kabupaten Bantul Tahun 2021 tidak
tersedia
5. Tersedianya tanah untuk masyarakat Tidak Perlu Diisi Berdasarkan Surat Keterangan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kab. Bantul Nomor
593/00178/Skre/2022 tanggal 20
Dinas Pertanahan Januari“ 2022 bahwa di .DIY
dan Tata Ruang Kep.emlhka.n tanah sudah Je.l.e.as
Kabupaten Bantul sehingga tidak ada membuka ijin
tanah yang di terbitkan
6. Penanganan sengketa tanah garapan yang | 65 X 100%
dilakukan melalui mediasi 65
=100 %
11 | Lingkungan Hidup |1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | IKLH (RumusBaru) : 66.875 IKL didalamnya adalah tutupan

Kabupaten/Kota

IKLH (Rumus Lama) - 63,868

IKA : 56,00
IKU : 83,28
IKTL : 55,21

Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bantul

lahan dan ekosistem gambut,
sedangkan di Kabupaten Bantul
tidak ada ekosistem gambut,

sehingga menggunakan IKTL (Indeks
Kualitas Tutupan Lahan)
berdasarkan Permen LHK No. 27
Tahun 2021;
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Urusan

No Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
IKLH tersaji pada aplikasi
menggunakan rumus sesuai Manual
Penyusunan LPPD 2021 sedangkan
Data pada bukti dukung untuk IKLH
mengacu pada Permen LHK No.27
tahun 2021;
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di | 482.854,64 £ 100% Satuan volume sampah dalam m3
Wilayah Kab/Kota 775148,22
=62,292%
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau | 13 x 100% Pengawasan/ pemeriksaan yang
kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH | 24 dilakukan oleh Dinas Lingkungan
dan PUU LH vyang diterbitkan oleh Hidup
Pemerintah Daerah Kab/Kota =54,167%
12 | Administrasi Perekaman KTP Elektronik 726.582 100
Kependudukan Dan 728.582
Pencatatan Sipil
=99,725%
Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 | 200.188 ©100%
(satu) hari yang memiliki KIA 227931
= 57,828% dan pematatan Sl
Kepemilikan akta kelahiran % £ 100% Kabupaten Bantul
=99,014 %
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data E X 100%
kependudukan berdasarkan perjanjian kerja | 45
sama
=55,556 %
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Urusan

No . Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Pemerintahan

(1) (2) (3) (5) (6) (7)

13 | Urusan Persentase Pengentasan Desa Tertinggal - Dinas Kabupaten Bantul tidak memiliki
Pemberdayaan Pemberdayaan Desa/ Kalurahan dengan status
Masyarakat Dan Masyarakat “Desa Sangat Tertinggal”, “Desa
Desa Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Tidak Perlu Diisi Kabupaten Ba.ntul Tertinggal”, ) dan “Desa

- E-Book Peringkat | Berkembang
Indeks Desa
Membangun tahun
2021

14 | Urusan TFR (Angka Kelahiran Total) 1.67 - Dinas
Pengendalian Persentase pemakaian kontrasepsi Modern | 104.123 X 100% Pemberdayaan
Penduduk Dan (Modern Contraceptive Prevalence | 141.219 Perempuan dan
Keluarga Berencana Rate/mCPR) Perlindungan Anak,

=73,732% Pengendalian
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak ﬂme% Penduduk dan
terpenuhi (unmet need) 141.219 Keluarga
=9,162 % Berencana
Kabupaten Bantul
15 | Perhubungan Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1xBobot  Angkutan Kabupaten Bantul saat ini belum
Jalan) melayani Lintas Penyeberangan
IK1 = %= 0,3043 Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan (Surat Pernyataan
Bobot Angkutan Jalan = Dinas Perhubungan No:551/312

100

= 0,3043 x 100 = 30,43

V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

=0,36

Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul

tanggal 3 Februari 2021) , sehingga
hanya ada IK 1;

Tahun 2021 perhitungan V/C ratio
hanya dilakukan pada Jalan Jendral
Sudirman karena perkiraan
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Urusan

No Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
perbandingan  antara  volume
lalulintas dengan kapasitas jalan
tahun 2020 dengan tahun 2021
masih sama
16 | Komunikasi ~ Dan Persentase Organisasi Perangkat Daerah | 4> q00,
Informatika (OPD) yang terhubung dengan akses internet 45
yang disediakan oleh Dinas Kominfo -100%
Persentase Layanan Publik vang | 17 1000
diselenggarakan  secara  online  dan | 1°
terintegrasi -89 474% Dinas Komunikasi
- (o]
: dan Inf tik
Persentase Masyarakat Yang Menjadi | 227818 oo K:Euna?c:er:Z;niul Berdasarkan Laporan Akhir Belanja
Sasaran Penyebaran Informasi Publik, 956,513 P Indeks Kepuasan Layanan Informasi
Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas ~97% Publik Kabupaten Bantul Terhadap
Pemerintah Dan Pemerintah  Daerah ? Penyelenggaraan Informasi Publik,
Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Bantul yang tidak
pernah mengakses informasi
sebesar 3% atau 28.695 jiwa
17 | Koperasi, Usaha Meningkatnya Koperasi yang berkualitas &xloo% Koperasi yang berkualitas harus

Kecil Dan
Menengah

299

=35,117%

Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan

memenuhi 3 kriteria yaitu harus
melaksanakan RAT, volume usaha
naik dan ada kenaikan aset

Pada tutup buku tahun 2020,
terdapat penurunan jumlah
koperasi yang menyelenggarakan
RAT karena Pandemi Covid-19 yang
mengalami kenaikan kasus, serta
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Urusan

No . Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Pemerintahan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
adanya pemberlakuan PPKM
Darurat level 4 pada tahun 2021
2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi | 16.601 £ 100% Pembilang adalah data UKM yang
wirausaha 86.413 berizin OSS di Sistem Informasi Data
. Koperasi UKM  dan  Industri
=19,211% (SIDAKUI) kabupaten Bantul.
Penyebut adalah Jumlah Usaha
Mikro di Kabupaten Bantul denga
Kriteria sesuai PP No.7 tahun 2021
18 | Penanaman Modal |1. Persentase  peningkatan investasi di | 1707.477.617.696,05 — 1.594.746.877.696,05 . .
Kabupaten /Kota 1.594.746.877.696,05
=7,069%
= Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
terpadu; Jumlah Proyek Investasi di Kabupaten/ Kota baik
PMDN dan PMA secara terperinci dalam satuan rupiah
19 | Kepemudaan Dan |1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan | 8560 . o Dinas Pendidikan
Olahraga ekonomi mandiri 186.757 Pemuda dan
lah K
- 4,583 % Olahraga Kabupaten
Bantul
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi 4.986 X 100% Dinas Pendidikan
kepemudaan dan  organisasi  sosial | 186.757 Pemuda dan
kemasyarakatan . Olahraga; KNPI
=2,67% Kabupaten Bantul
3. Peningkatan Prestasi Olahraga 52 medali KONI Bantul & NPC | Perolehan Medali pada PAPERNAS

Bantul

PAPUA 2021 : Emas = 9; Perak = 8;
dan Perunggu = 22;
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Urusan

No Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Perolehan Medali pada PON XX
PAPUA 2021 : Emas = 3; Perak = 4;
dan Perunggu =6
20 | Statistik Persentase Organisasi Perangkat Daerah | 4> q00.
(OPD) yang menggunakan data statistik 45
dalam menyusun perencanaan | _, .o, Dinas Komunikasi
pembangunan daerah dan Informatika
Persentase OPD yang menggunakan data | 4> 100% Kabupaten Bantul
statistik  dalam  melakukan  evaluasi | 45
pembangunan daerah -100%
21 | Persandian Tingkat keamanan informasi pemerintah 4';5 x 100% Dinas Komunikasi
dan Informatika
=83% Kabupaten Bantul
22 | Kebudayaan Terlestarikannya Cagar Budaya 149 x 100% Dinas  Kebudayaan
272 Kabupaten Bantul
=54,779 %
23 | Perpustakaan Nilai  tingkat  kegemaran membaca | 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
masyarakat belum melaksanakan Survey
. Gemar Membaca Masyarakat
Dinas Perpustakaan .
dan Kearsipan (Surat Keterangan Dinas
KabupateanantuI Perpustakaan dan Kearsipan No:
041/045 tanggal 18 Januari 2022)
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 0 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

belum melaksanakan Survei Indeks
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Urusan

No . Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Pemerintahan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Pembangunan Literasi Masyarakat
(Surat Keterangan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan No:
041/ 046 tanggal 18 Januari 2022)
24 | Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan | (79.67%+827% +86.2% + 20,0%) .
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan 4
. . =67.17%
pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
8 . 8 = Sumber Data Dinas Perpustakaan dan
2009 tentang Kearsipan .
Kearsipan Bantul
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip | (100%+100% + 100 + 100 + 100% + 100%) . .
sebagai bahan pertanggungjawaban setiap | _ 100% 6
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara | ~ ’
untuk kepetingan negara, pemerintahan, .
P g § . P = Sumber Data Dinas Perpustakaan dan
pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat .
Kearsipan Bantul
25 | Kelautan Dan Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap | 13.704.007,73 Kg Dinas Kelautan dan | Produksi tangkap = 850.730,73 kg
Perikanan dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota Perikanan Kabupaten | Produksi Budidaya = 12.853.277 kg
di wilayah provinsi (sumber data: one data Bantul
KKP)
26 | Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan | (57 —405) X 100% Penurunan  jumlah  kunjungan
mancanegara per kebangsaan 405 wisata mancanegara tahun 2021
. . dikarenakan adanya pemberlakuan
= -85,926% Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul

PPKM Darurat dan penutupan
destinasi serta pemberlakuan ganijil
genap di semua pintu masuk obyek
wisata
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Urusan

No Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Persentase peningkatan perjalanan %mm%
wisatawan nusantara yang datang ke o
Kabupaten/Kota =20,094%
Tingkat Hunian Akomodasi 32.269 Data 3 Hotel berbintang : Ros-In
—— x100%
102.200 Hotel, dOmah Yogya Hotel, dan
_31574.% Grand Rohan Joga
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 11,19% Sesuai dengan Dokumen Bantul
harga berlaku Dalam Angka 2022 halaman 341
PDRB ADHB Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum sejumlah Rp
3.143.010.000.000,- dan total PDRB
ADHB Rp 28.090.840.000.000,-
sehingga  kontribusi  pariwisata
terhadap PDRB ADHB sebesar
11,19%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 2.72% Jumlah Pendapatan dari Sektor
Pariwisata berdasarkan SPJ
Fungsional sebesar Rp
13.385.022.250,-; dan Total PAD
(unaudited — aplikasi SIMRAL per
tanggal 22 Februari 2022) sebesar
Rp 491.670.724.028,10,-; sehingga
kontribusi pariwisata terhadap PAD
sebesar 2,72%
27 | Pertanian Produktivitas pertanian per hektar per tahun 2;2;??24 < 100% Dinas Ketahanan

Pangan dan
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Urusan

No . Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Pemerintahan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
=659,812 % Pertanian Kabupaten
Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah | 0 < 100% Bantul Kasus penyakit Avian Influenza yang
Kasus Penyakit Hewan Menular 0 . terjadi pada tahun 2018 sudah
=0% ditangani dengan baik dan tidak
meluas ke wilayah lain. Pada tahun
2019, 2020, dan tahun 2021 tidak
terjadi kasus kejadian penyakit
28 | Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan kehutanan sudah bukan merupakan
wewenang pemerintahan daerah Kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Berdasarkan Surat Keterangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bantul No.130/ 00815/TAPEM, Kabupaten Bantul tidak melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang
berkaitan dengan pengelolaan TAHURA.
29 | Energi dan Sumber Berdasarkan Surat Keterangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul No.130/ 00815/TAPEM, Kabupaten Bantul tidak memiliki energi
Daya Mineral panas bumi yang bisa termanfaatkan.
30 | Perdagangan Persentase pelaku usaha yang memperoleh | 161 % 100% Hasil Monev dan Rekonsiliasi
izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP | 238 Dengan Dinas Penanaman Modal
Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Toko Swalayan) =67,647% Kabupaten Bantul
Dinas Koperasi,
Persentase kinerja realisasi pupuk 13.721,65 < 100% Usaha Kecil dan
20.820,89 Menengah,
Perindustrian dan
=65,903% Perdagangan
Kabupaten Bantul
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan | 8.888 < 100%
perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah | 23.233
yang berlaku
=38,256%

Kabupaten Bantul Tahun 2021




No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

3)

(5)

(6)

()

31

Perindustrian

Pertambahan jumlah industri kecil dan
menengah di Kabupaten/Kota

24942 —24.812

0,
24812 x 100%

=0.524%

Persentase pencapaian sasaran
pembangunan industri termasuk turunan
indikator pembangunan industri dalam RIPIN
yang ditetapkan dalam RPIK

Persentase jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah Izin Usaha
Industri (IUl) Kecil dan Industri Menengah
yang dikeluarkan oleh instansi terkait

31 100%
31x (1]

=100%

Persentase jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan
Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah
yang dikeluarkan oleh instansi terkait

0 100%
0 X ()

=0%

Persentase jumlah hasil pemantauan dan
pengawasan dengan jumlah Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di
Daerah Kabupaten/Kota

0 100%
69( 0

=0%

Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Bantul

Pandemi Cov-19 menyebabkan
kunjungan wisatawan di Kab.
Bantul/DIY menurun drastis & daya
beli masyarakat menurun
berdampak pada omset penjualan
IKM di Bantul menurun, Kelangkaan
kontainer menyebabkan ekspor
produk terhambat. Hal tersebut
menghambat pertumbuhan industri
di Kabupaten Bantul

Dokumen RPIK belum ditetapkan,
masih  dalam  bentuk draft,
menunggu adanya reviu Perda no.4
tahun 2021

Tidak ada pemohon lIzin Perluasan
Usaha Industri.

PT. YIP adalah satu-satunya
Perusahaan di Kabupaten Bantul
yang memiliki IUKI tahun 2018,
sampai dengan tahun 2020 PT. YIP
belum pernah mengajukan

Kabupaten Bantul Tahun 2021




Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

3)

(5)

(6)

()

6. Tersedianya informasi industri secara

lengkap dan terkini

Tersedianya informasi
industri dengan batas
waktu 0-6 bulan (50%)
Informasi produksi
dan kapasitas produksi
(10%)

Informasi bahan baku
dan bahan penolong
(10%)

Informasi Tenaga kerja
per jenis industri
(10%)

Informasi Investasi
(10%)

Total 90%

permohonan izin perluasan
kawasan industri

32

Transmigrasi

Tidak ada Indikator Outcome untuk Urusan Transmigrasi pada Permendagri 18/2020
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2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2.3 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan

No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Keluaran (Outcome)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

(1)

()

(3)

(5)

(6)

(7)

FUNGSI
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
(PERENCANAAN
DAN KEUANGAN)

=

Rasio Belanja Pegawai di
Luar Guru dan Tenaga
Kesehatan

462.814.618.116,00

0,
2.420.780.695.420,00 © 100%

=19,118 %

| Rasio PAD

491.670.724.028,1

- 0,
19.615.280.000.000 * 100%

=2,507 %

Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul

Jumlah belanja Pegawai diluar
guru dan nakes (unaudited -
Berdasarkan Rekapitulasi
Anggaran dan Realisasi Belanja
Pegawai pada tanggal 13 Januari
2022) sebesar Rp
462.814.618.116,-;

Jumlah APBD yang digunakan
merupakan APBD Perubahan
pada Perda Kab. Bantul No. 7
Th.2021 sebesar Rp
2.420.780.695.420,-

Jumlah PAD berasal dari LRA per
Rekening Obyek (unaudited —
transaksi per tanggal 22 Februari
2022);

PDRB Non migas berasal dari
Total PDRB ADHB dikurangi
(PDRB ADHB sektor B dan sektor
D) pada publikasi Kabupaten
Bantul dalam Angka 2022 oleh
BPS

Sistem
Intern

Maturitas
Pengendalian
Pemerintah (SPIP)

Level 3

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Berdasarkan Berita Acara hasil
validasi  penilaian  baseline
maturitas SPIP terintegrasi |,
Surat Tugas No ST-
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan KeluaraniOuteome] Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
716/PW12/3/2021 tanggal 16
November 2021
| Peningkatan Kapabilitas | Level 3 Berdasarkan Hasil Penjaminan
Aparat Pengawasan Kualitas (Quality Assurance) atas
Intern Pemerintah (APIP) penilaian Mandiri Kapabilitas
APIP pada Inspektorat, Nomor
LQAPIP-445/PW012/6/2019
tanggal 27 Desember 2019
| Rasio Belanja Urusan | _ 1952395.525571,86 — 345139.216.235 ~ '/~ Jumlah Belanja Urusan
Pemerintahan ~ Umum 2.226.674.195.105.2 Pemerintahan = Rp
(dikurangi transfer | _ 91 20% 1.952.395.525.571,86;
expenditures) eE Jumlah Transfer Expenditure =
Rp 345.139.216.235,-
Data dukung berdasarkan LRA
Pemda pada transaksi per
tanggal 22 Februari 2022
Unaudited.
| Opini Laporan Keuangan | 7 Badan Pengelolaan Keuangan | OPINI BPK WTP pada tahun
Pendapatan dan Aset Daerah | anggaran 2014, 2015, 2016,
Kabupaten Bantul 2017, 2018, 2019, dan 2020
2 FUNGSI | Persentase jumlah total ixlOO% Berdasarkan Surat Pernyataan
PENUNJANG proyek konstruksi yang | 94 Nomor 028/00413/PBJ tanggal
URUSAN dibawa ke tahun . 26 Januari 2022 Menyatakan
PEMERINTAHAN berikutnya. yang =0% . bahwa tidak ada kontrak
. . Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul | . -
(PENGADAAN) ditandatangani pada . infrastruktur dengan nilai besar
(Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
kuartal pertama yang pembangunannya

memerlukan waktu 3 kuartal
dan ditandatangani pada kuartal
pertama tahun 202
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No Per:er::::han In;;:(:at:arnl(;gzrtj:oﬁgm Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
| Persentase Jumlah | 9% o0
Pengadaan yang | 1.803
Dilakukan Dengan
Metode Kompetitif =5,214%
| Rasio nilai belanja yang | 8744979731718 ' ., = | Badan Pengelolaan Keuangan
dilakukan melalui | 2037:418.573.344,00 Pendapatan dan Aset Daerah
pengadaan Kabupaten Bantul
=48,466 %

3 | FUNGSI | Rasio Pegawai | 1750 4100 Pend. SD = 26 orang; Pend. SMP
PENUNJANG Pendidikan Tinggi dan | 1056 =115 org; Pend. SMA= 915 org;
URUSAN Menengah/Dasar (%) Pend.Diploma = 361 orng;
PEMERINTAHAN (PNS tidak termasuk =165,720% Pend.S1 = 1042 org; Pend. S2 =
(KEPEGAWAIAN) guru dan tenaga 344 org; Pend. S3 = 3 orang

kesehatan)
| Rasio pegawai | 330 £100 Badan Kepegawaian dan
Fungsional (%) (PNS | 2806 Pengembangan Sumber Daya
tidak termasuk guru dan Manusia Kabupaten Bantul
=11,761%
tenaga kesehatan)
| Rasio Jabatan Fungsional | 95
bersertifikat Kompetensi | 330
(%) (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga = 28,788 %
kesehatan)

4 | FUNGSI | Deviasi realisasi belanja {[2-226-674-195-105'18 _ 1}x100% Badan Pengelolaan Keuangan | Realisasi Belanja tahun 2021
PENUNJANG terhadap belanja total 2.345.030.791.170,00 Pendapatan dan Aset Daerah | dalam LRA per Rekening Obyek
URUSAN dalam APBD 5 0471% Kabupaten Bantul (Unaudited — Transaksi per
PEMERINTAHAN ! ° tanggal 22 Februari 2022)
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Urusan Indikator Kinerja Kunci . ..
No pemerintahan KeluaraniOuteome] Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
(MANAJEMEN sebesar Rp.
KEUANGAN) 2.226.674.195.105,18;

Anggaran Belanja Daerah Tahun
2021 sebelum perubahan dalam
Perda No.14 Tahun 2020 sebesar
Rp 2.345.030.791.170,00

| Deviasi

realisasi PAD

{ 491.670.724.028,10
495.767.307.797,00

}xlOO%

Badan Pengelolaan Keuangan

Realisasi PAD tahun 2021 dalam

tercantum dalam

laporan anggaran?

terhadap anggaran PAD Pendapatan dan Aset Daerah | LRA per Rekening Obyek

dalam APBD = 0,8263% Kabupaten Bantul (Unaudited - Transaksi per
tanggal 22 Februari 2022)
sebesar Rp. 491.670.724.028,10;
Anggaran Pendapatan Tahun
2021 sebelum perubahan dalam
Perda No.14 Tahun 2020 sebesar
Rp 495.767.307.797,00

| Assets Management

Apakah ada daftar asset | Ya Rekap saldo awal aset tetap

tetap tahun 2021

Apakah ada manual | Ya SOP evaluasi dan rekonsiliasi

untuk menyusun daftar BMD

asset tetap? Badan Pengelolaan Keuangan

Apakah ada proses | Ya Pendapatan dan Aset Daerah Rekap mutasi semester 1 aset

inventarisasi asset Kabupaten Bantul tetap

tahunan

Apakah nilai asset | Ya Neraca tahun 2020
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Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

=100 %

No Perr:J;:;rs\::han In:;:(:at:nl(;gz?:oﬁ;c' Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
Rasio Anggaran Sisa | 240417.934.14809 = | Badan  Pengelolaan  Keuangan | Nilai realisasi SILPA tahun 2021
Terhadap Total Belanja 2.093.719.168.702,17 Pendapatan dan Aset Daerah | (Unaudited — Transaksi per
Dalam APBD Tahun - 11.483 % Kabupaten Bantul tanggal 22 Februari 2022)
Sebelumnya T ° sebesar Rp 240.417.934.148,09;
Nilai total realisasi Belanja
Daerah tahun 2020 dalam Perda
Kab. Bantul No.4 Tahun 2021
sebesar Rp
2.093.719.168.702,17
5 Fungsi Penunjang Informasi tentang 45 x 100%
Urusan sumber daya yang 45
Pemerintahan tersedia untuk -100% ] o _
(Transparansi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Dan Partisipasi Akses publik terhadap | 12000 Kabupaten Bantul
Publik) informasi keuangan | 12
daerah
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2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk
mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat
yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu
pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan
telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas Kinerja
pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem
akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja. Berdasarkan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja
Pemerintah Daerah, tertanggal 4 Maret 2021 disampaikan dalam nomor 1 (satu), huruf (a)
maka, terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020,
pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKj) tersendiri
karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Uraian prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam BAB |
Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian diturunkan dalam penentuan target
kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa
target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti

pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).
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Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja 2021 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja
Tahunan Tahun 2021.

Pada Tahun 2020 merebak pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
yang mempengaruhi seluruh kehidupan di dunia. Covid-19 pertama dilaporkan di
Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Meningkat sangat
signifikan, sampai dengan 27 Juli 2020 secara kumulatif telah terkonfirmasi
sebanyak 108.376 orang terinfeksi. Pasien positif Covid-19 di DIY mulai
terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat.
Kasus pertama di Kabupaten Bantul terkonfirmasi sejumlah satu orang positif pada
tanggal 18 Maret 2020, dan terus terjadi peningkatan menjadi 225 kasus pada tanggal
31 Juli 2020.

Pada pertengahan tahun 2021, kasus Covid-19 terus meningkat secara
signifikan. Berdasarkan data per tanggal 25 Agustus 2021, kasus yang terkonfirmasi
secara nasional sejumlah 4.026.837 orang, terdapat peningkatan 18,10%
dibandingkan jumlah kasus per 31 Juli 2021 sebanyak 3.409.658 orang. Kasus positif
Covid-19 di DIY sesuai data yang dirilis Dinas Kesehatan DIY sebesar 146.736 jiwa,
meningkat 24,53% dibanding periode yang sama sejumlah 117.833 jiwa. Kasus
positif terbanyak di DI'Y ada di Kabupaten Bantul sejumlah 48.397 kasus, bertambah
29,30% dibanding bulan lalu per tanggal 31 Juli 2021 sebanyak 37.429 kasus.

Menyikapi situasi dan perkembangan kasus Covid-19, Pemerintah mengambil
kebijakan perubahan pengelolaan keuangan yang difokuskan untuk penanganan
Covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adapun
perubahan kebijakan dimaksud adalah :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 pada tanggal 15 Februari

2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
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2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid —19) dan Dampaknya. Tindak lanjut dari peraturan tersebut,
diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

yang melandasi refocusing anggaran pada semua perangkat daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 pada tanggal 19 Juli 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan Dampaknya. Menindaklanjuti PMK tersebut, Pemerintah
Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor
57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 22 Juli 2021. Peratuan Bupati ini mengatur
penyaluran BKK ke semua Kalurahan di Kabupaten Bantul untuk pendampingan
pelaksanaan PPKM serta mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi. Untuk
mendukung hal tersebut, sudah dilakukan pembaharuan laporan penanganan
Covid-19 per minggu setiap hari rabu dari sebelumnya dilakukan setiap tanggal
14 per bulan termasuk laporan keuangan untuk pelaksanaan vaksinasi.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah DIY melalui Dana Keistimewaan menyepakati
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kabupaten Bantul Tahun
2021 dalam rangka penanganan Covid-19. Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah
Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor
64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan melakukan

perubahan anggaran bersumber Dana Keistimewaan pada perangkat daerah
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pengampu kewenangan keistimewaan urusan kelembagaan, kebudayaan,

pertanahan dan tata ruang.

Sehubungan dengan dinamika tersebut serta hasil evaluasi RKPD sampai

dengan Triwulan 11, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menyesuaikan program,

kegiatan dan target dalam RKPD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bantul

menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Adanya perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai akibat

dari merebaknya Pandemi Covid-19 juga menyebabkan target tahunan pada IKU
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 berubah. Target IKU (Tabel
1.1.10 dan Tabel 1.1.7) yang berubah terdapat pada :

1.

Sasaran Daerah Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi yang
diukur dengan menggunakan IKU Angka Harapan Lama Sekolah yang semula
15,54 tahun menjadi 15,3 tahun;

Sasaran Daerah Turunnya Masyarakat Kurang Mampu dengan IKU persentase
Angka Kemiskinan yang semula ditargetkan 8,32% diturunkan menjadi 13,5%;

Sasaran Daerah Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas yang
diukur dengan IKU Pertumbuhan Ekonomi semula ditargetkan sebesar 5,60%
diturunkan menjadi 3,12%;

Sasaran Daerah Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang diukur
dengan IKU Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruan dengan target awal
sebesar 80% diturunkan menhadi 70%; dan

Sasaran Daerah Terwujudkan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
yang diukur dengan menggunakan IKU Indeks Pembangunan Budaya dengan

angka semula 75 mmenjadi 70
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Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2021 berdasarkan RKPD
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus
2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Bantul Perubahan Tahun

Anggaran 2021 tanggal 11 November 2021

Target
No Sasaran Strategis Il [CIe Satuan Per_JanJ_| an
Utama Kinerja
tahun 2021
1 Terwujudnya Indeks Tata Kelola klasifikasi 8,5 (Sangat
penyelenggaraan Pemerintahan Baik)
pemerintahan daerah (Indonesia Governance
yang berkualitas Index/IGI)
2  Terwujudnya derajat Umur Harapan Hidup tahun 73,70
kesehatan masyarakat
yang tinggi
3  Terwujudnya akses dan ~ Angka Harapan Lama tahun 15,3
mutu pendidikan sekolah
yang berkualitas
4 Turunnya Masyarakat Angka Kemiskinan persen 13,5
Yang Kurang
Mampu
5  Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi  persen 3,12
perekonomian daerah Pemerataan Pendapatan  persen/ 0,37
yang berkualitas (Gini Ratio) angka
6  Terwujudnya destinasi Pertumbuhan Jumlah persen 24
pariwisata yang berdaya  Kunjungan Wisataan
saing dan unggul
7 Terciptanya industri Cakupan Industri persen 50
kreatif yang berkualitas ~ Kreatif
8  Terpenuhinya Kebutuhan = Pertumbuhan produksi persen